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1. Pendahuluan 

Faktor utama dalam setiap proses kajian dampak lingkungan adalah menyusun rencana tanggapan proyek untuk 

melakukan langkah-langkah mitigasi yang telah disusun sebagai bagian dari proses kajian. Dalam konteks 

Kebijakan Operasional Bank Dunia 4.01, Lampiran C, mendefinisikan bahwa rencana pengelolaan lingkungan 

untuk suatu proyek (Environmental Management Plan - EMP) terdiri atas langkah-langkah mitigasi, pemantauan, 

dan kelembagaan, yang harus diambil selama implementasi dan operasi, untuk menghilangkan, mengkompensasi, 

atau mengurangi dampak-dampak penting lingkungan dan sosial pada tingkat yang dapat diterima. Rencana 

tersebut juga mencakup tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan langkah-langkah tersebut. 

Selama periode proyek, pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu proses dinamis yang sejalan dengan 

tahapan proyek, perubahan kegiatan proyek dan pembelajaran proyek yang mungkin terjadi selama pengerjaan 

proyek dan diterapkan untuk menyempurnakan strategi pengelolaan. Dengan demikian, pada tahap proses 

perencanaan ini, penting untuk memperhatikan komitmen yang telah dijabarkan dalam strategi mitigasi Kajian 

Dampak Lingkungan Hidup dan Sosial (Environmental and Social Impact Assessment - ESIA) melalui Rencana 

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (ESMP), dan mengindikasikan bagaimana strategi tersebut akan 

diimplementasikan, termasuk peran dan tanggung jawab berbagai pihak dalam proyek serta periode waktu dan 

pelaksanaannya. Hasil akhir dari ESMP adalah penyusunan rencana pengelolaan spesifik untuk berbagai tahapan 

Proyek, yang akan diperlukan untuk mengarahkan pelaksanaan tahap-tahap Proyek tersebut, termasuk Rencana 

Pengelolaan Lingkungan dan Sosial Konstruksi (Construction Environmental and Social Management Plan - 

CEMP) untuk mengelola kontraktor. 

ESMP ini menguraikan langkah-langkah mitigasi yang diusulkan setelah selesainya penyusunan dokumen ESIA 

untuk Proyek Eksplorasi Panas Bumi Waesano di Desa Wae Sano, Pulau Flores-Provinsi Nusa Tenggara Timur, 

Indonesia (selanjutnya disebut sebagai 'Proyek'). 

2. Ruang Lingkup dan Tujuan Rencana Pengelolaan 

Lingkungan dan Sosial (ESMP)  

ESMP ini mencakup implementasi/pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan sosial selama 

tahap eksplorasi Proyek. Dokumen ini meliputi seluruh kegiatan sebagaimana dijelaskan pada Bagian 3.2 Kegiatan 

Proyek untuk Tahap Eksplorasi dalam dokumen utama ESIA, dan memastikan kepatuhan secara terus-menerus 

terhadap peraturan perundangan nasional terkait, Kebijakan Upaya Perlindungan Bank Dunia, dan Kerangka Kerja 

Pengelolaan Lingkungan dan Sosial Proyek Pengembangan Hilir Energi Panas Bumi  (GEUDP ESMF-Geothermal 

Energy Upstream Development Project Environmental and Socal Management Framework). 

ESMP ini merupakan berbagai temuan pada kajian lingkungan hidup dan sosial yang dilaksanakan selama 

kegiatan Proyek, dan memperhatikan hal-hal berikut:  

 Daftar kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam proyek; 

 Menetapkan metode dan prosedur yang akan diikuti; dan 

 Menjabarkan tindakan pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan untuk menghindari dampak 

negatif terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat serta lingkungan hidup. 

 

Untuk mendukung proses desain Proyek pada tahap ini, usulan rekomendasi yang diuraikan dalam ESMP ini 

diajukan dengan pendekatan hirarki mitigasi yang memprioritaskan pencegahan daripada pengurangan dampak 

terhadap reseptor atau penerima dampak yang disajikan dalam Bab 4 ESIA, dan pertimbangan terhadap hasil 

analisis sensitivitas yang dibahas dalam ESIA Sub Bab 6.7. Hal ini mencakup beberapa langkah sigap ke depan 

terkait dengan studi lingkungan atau sosial untuk menginformasikan lebih lanjut proses ini, seperti melalui 

konsultasi dengan ketua adat setempat mengenai batas desa lama atau koordinasi dengan dinas kehutanan 

regional mengenai status kehutanan (lihat Bab 4 dari dokumen ESMP ini). Pendekatan ini akan memungkinkan 

integrasi hasil ESIA ke dalam desain final dan tata letak Proyek. 
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Seluruh butir dalam ESMP ini telah dijabarkan satu per satu untuk mempermudah referensi silang dengan hasil 

penilaian dampak lingkungan dan sosial (lihat Bab 7 dan 8 dari ESIA). Berbagai kode telah digunakan untuk 

menandai isu-isu ESMP yang bersifat khusus; kode-kode tersebut termasuk yang berikut ini. 

DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP 

AQ Air Quality and Odour/Kualitas Udara Ambien dan dan Kebauan 

NO Noise/Kebisingan 

LU Land Cover and Spatial Planning/Tutupan Lahan dan 

Perencanaan Tata Ruang 

SO Soil/Tanah 

SWQ Surface Water Quality/Kualitas Air Permukaan 

HYD Surface Hydrology and Hydraulics/Hidrolika dan Hidrologi Air 

Permukaan 

WAS Environmental Health and Waste Management/Pengelolaan 

Limbah dan Kesehatan Lingkungan 

FLO Terrestrial Ecology Flora/Flora Darat 

FAU Terrestrial Ecology Fauna/Fauna Darat 

SUS Sustainability and Climate Change/Keberlanjutan dan Perubahan 

Iklim 

DAMPAK MASYARAKAT DAN SOSIAL 

DISP Land Acquisition and Economic Displacement/Pengadaan Tanah 

dan Perubahan Kondisi Ekonomi 

ECON Socio-Economic/Sosial Ekonomi 

PH Community Health and Safety/Kesehatan dan Keselamatan 

Masyarakat 

TTS Traffic, Transport and Community Safety/Lalu Lintas, 

Transportasi, dan Keselamatan Masyarakat 

AMEN Community Amenity/Kenyamanan Masyarakat 

VIS Visual Impact/Dampak Visual 

SOC Socio-Cultural/Sosial Budaya 

LOHS Labor Rights and Occupational Health and Safety (OHS) Issues 

/Isu Hak Ketenagakerjaan dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

(K3) 

 

Pengkodean dampak-dampak di atas digunakan secara konsisten pada bab-bab perihal dampak lingkungan dan 

sosial untuk memudahkan penelusuran dampak melalui mitigasi dan tanggung jawabnya.  

ESMP telah dipilah menjadi sejumlah persyaratan untuk langkah-langkah pengelolaan dan pemantauan 

lingkungan dan sosial (Bab 4). Dengan demikian, diusulkan pula jadwal untuk berbagai periode tindakan 

pengelolaan dan pemantauan pada prosedur akhir. Penerapan dan pemantauan pelaksanaan langkah-langkah 

dalam ESMP ini merupakan tanggung jawab dari berbagai unit/departemen dan badan usaha sebagai bagian dari 

Proyek, termasuk kontraktor (lihat Bab 6).  
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3. Kebijakan dan Pengelolaan Lingkungan dan Sosial dan 

Kerangka Kerja Pengelolaannya 

3.1 Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMS) PT SMI  

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“PT SMI”) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan untuk 

mendorong percepatan pembangunan infrastruktur nasional melalui pembiayaan kemitraan dengan sektor swasta 

dan/atau lembaga keuangan multilateral. PT SMI berkomitmen untuk mengelola aktivitas usahanya yang ramah 

lingkungan dan sosial, menghilangkan atau meminimalkan dampak negatif lingkungan atau sosial, serta 

meningkatkan dampak positif lingkungan atau sosial dalam berbagai proyek investasi. Oleh karena itu, Perusahaan 

telah menerbitkan Pedoman Korporasi Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social 

Management System - ESMS), yang selanjutnya disebut sebagai "Pedoman Korporasi ESMS" sebagai referensi 

bagi Perusahaan untuk mematuhi ketentuan dan persyaratan lingkungan, kesehatan, keselamatan dan peraturan 

sosial yang berlaku di Indonesia. 

Selain itu, terkait dengan bisnis Perusahaan, PT SMI telah menerbitkan pedoman ESMS sebagai referensi untuk 

kegiatan pembiayaan dan investasi, pengembangan proyek, serta memberikan layanan konsultasi untuk proyek-

proyek infrastruktur, sesuai dengan ketentuan dan persyaratan lingkungan, kesehatan, keamanan dan sosial yang 

berlaku di Indonesia. 

Pedoman Korporasi ESMS dimaksudkan untuk memberikan referensi bagi perusahaan dalam menjalankan 

kegiatan perusahaan dengan tujuan sebagai berikut: 

 Memastikan bahwa Perusahaan akan mengelola dan mematuhi ketentuan dan persyaratan lingkungan, 

kesehatan, keselamatan dan peraturan sosial yang berlaku di Indonesia; 

 Memberikan wewenang dan tanggung jawab serta peran dan fungsi yang jelas dari setiap unit kerja yang 

terlibat dalam mengelola ESMS korporasi; dan 

 Menjaga konsistensi dan tingkat kinerja untuk menerapkan dan mengelola EMS secara efektif dan efisien.  

 
Kebijakan ESMS  

Perusahaan berkomitmen untuk mengelola proyek secara aman dan berkelanjutan dengan: 

 Memastikan kesehatan dan keselamatan karyawan dan tamu di kantor perusahaan; 

 Memastikan pengendalian dampak lingkungan dari setiap kegiatan operasi perusahaan; 

 Memenuhi peraturan dan persyaratan lain terkait dengan aspek lingkungan, kesehatan, keselamatan dan 

sosial yang berlaku; dan 

 Melaksanakan perbaikan berkelanjutan untuk pengelolaan lingkungan, kesehatan, keselamatan dan sosial 

yang baik di Perusahaan. 

Untuk mencapai komitmen ini, Perusahaan akan: 

 Menyediakan fasilitas dan infrastruktur lingkungan, kesehatan, keselamatan dan sosial yang memadai; 

 Memberikan pelatihan dan pembinaan untuk pengelolaan lingkungan, kesehatan, keselamatan dan sosial 

kepada karyawan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mereka; dan 

 Berperan aktif dalam memenuhi seluruh peraturan dan persyaratan lain terkait dengan peraturan-peraturan 

lingkungan, kesehatan, keselamatan dan sosial. 
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3.2 Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF) GEUDP 

PT SMI bekerja sama dengan Bank Dunia untuk menyusun Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial 

(Environmental and Social Management Framework - ESMF) bagi Proyek Pengembangan Hulu Energi Eksplorasi 

Panas Bumi (Geothermal Energy Upstream Development Project - GEUDP).  

Tujuan ESMF adalah menyediakan rincian kebijakan, prinsip, prosedur, pengaturan kelembagaan, dan alur kerja 

upaya perlindungan lingkungan dan sosial bagi seluruh proyek GEUDP, yang harus diikuti saat berinvestasi. 

Proyek GEUDP harus menggunakan ESMF untuk memastikan penerapan praktik pengelolaan sosial dan 

lingkungan yang konsisten dan efektif dalam seluruh kegiatan, proyek investasi dan pengembangan, serta untuk 

memandu ketentuan dalam semua jasa konsultasi. 

Untuk mencapai sasaran di atas terkait Proyek Eksplorasi Panas Bumi Waesano, ESMF GEUDP berfungsi: 

 Memandu Proyek untuk mengidentifikasi risiko, bahaya dan dampak tersebut di atas sedini mungkin dalam 

siklus proyek, termasuk pertimbangan dalam proses pemilihan lokasi, proses perancangan produk, proses 

perencanaan teknis untuk proses permohonan kapital, kebutuhan akan pekerjaan teknis, otorisasi modifikasi 

fasilitas, atau perencanaan tata letak dan perubahan proses; 

 Memandu Proyek untuk mengidentifikasi kemungkinan risiko dan skalanya berdasarkan: a) sifat dari kegiatan 

proyek, apakah proyek akan menghasilkan emisi atau buangan yang signifikan, melibatkan proses bahan 

berbahaya dan beracun, atau mengganggu lanskap, hidrologi, kualitas air, kualitas udara ambien atau tingkat 

kebisingan; dan b) potensi konsekuensi terhadap pekerja, masyarakat, ekonomi atau lingkungan ketika 

bahaya tidak dikelola dengan baik; dan 

 Memberi panduan bagi pengembang untuk mendidik pekerja dan masyarakat sekitar dalam mengantisipasi 

setiap kejadian kecelakaan, termasuk menyediakan sumber daya teknis dan keuangan untuk menghindari 

atau meminimalkan risiko, serta menanggulangi setiap kecelakaan secara efektif dan aman. 
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4. Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan 

Sosial 

Bab ini menyajikan langkah-langkah pengelolaan dan pemantauan yang harus dilakukan selama implementasi 

dan operasi untuk menghilangkan dampak-dampak penting lingkungan dan sosial, atau menguranginya hingga 

tingkat yang dapat diterima. Langkah-langkah mitigasi termasuk jenis dampak, sumber dampak, indikator kinerja 

utama, rencana pengelolaan atau rencana pemantauan, lokasi, periode waktu, frekuensi dan penanggung jawab.  

Selain persyaratan ESIA yang ditelaah dalam ESMF GEUDP sesuai dengan Kebijakan Upaya Perlindungan Bank 

Dunia, Proyek diharuskan melakukan langkah-langkah pengelolaan dan pemantauan dalam dokumen UKL-UPL 

berdasarkan persyaratan pengelolaan lingkungan Indonesia. UKL-UPL dipersiapkan ketika dokumen ini disusun, 

sebagai dokumen terpisah dari ESIA ini. Namun, untuk memungkinkan penggunaan ESMP ini secara efektif oleh 

pelaksana Proyek, langkah-langkah yang diperlukan dalam UKL-UPL juga disertakan.  

Langkah-langkah rencana pengelolaan dampak lingkungan dan sosial disajikan pada Tabel 4-1 dan Tabel 4-2, 

sedangkan peta pengelolaan dan pemantauan disediakan pada Gambar 4-1 dan Gambar 4-2. 
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4.1 Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan  

Tabel 4-1 Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan  

Kode  Jenis Dampak Sumber Dampak 

Langkah-langkah Pengelolaan Langkah-langkah Pemantauan 

Indikator Kinerja Utama Sumber Dana 
Rencana Pengelolaan Lokasi Periode 

Penanggung 
Jawab 

Rencana 
Pemantauan 

Lokasi Periode 
Penanggung 

Jawab  

AQ001 Emisi dari 
Peralatan Off-
road dan On-
road 

Mobilisasi 
peralatan dan 
material; 

Pembersihan dan 
persiapan lahan; 

Perbaikan jalan 
akses; dan 

Pembangunan 
infrastruktur dan 
tapak sumur (well 
pad)  

Persyaratan UKL-UPL: 

 Penggunaan kendaraan yang telah lulus uji 
emisi; 

 Perawatan mesin secara berkala; 

 Pembatasan jam pengoperasian alat berat 
atau kegiatan terutama pada area yang 
berdekatan dengan kegiatan masyarakat; 

 Setiap karyawan dan pekerja harus 
dilengkapi dengan APD yang memadai. 

Persyaratan ESIA: 

Menyiapkan Rencana Pengelolaan Kendaraan 
Bermotor & Lalu Lintas (Vehicle and 
Transportation Management Plan-VTMP) yang 
akan mencantumkan: 

 Seluruh persyaratan UKL-UPL 

 Emisi gas buang dari pengoperasian 
peralatan off-road dan on-road pada area 
proyek termasuk truk, ekskavator, generator 
diesel atau peralatan mesin lainnya, akan 
dikendalikan oleh kontraktor dengan 
memastikan bahwa emisi diminimalisir 
dengan melakukan perawatan/servis mesin 
secara berkala untuk memenuhi standar 
emisi yang relevan; 

 Strategi pemilihan kendaraan untuk 
mempertimbangkan dampak terhadap total 
emisi; 

 Memastikan mesin kendaraan dan peralatan 
di lokasi proyek dimatikan apabila tidak 
digunakan; 

 Jadwal pergerakan kendaraan dan jumlah 
kendaraan yang beroperasi pada waktu 
tertentu untuk membatasi emisi yang 
ditimbulkan; 

 Mesin dan peralatan yang akan digunakan 
dalam Proyek harus sesuai dengan 
spesifikasi teknis yang ditentukan atau 
standar desain kinerja peralatan yang diakui; 

 Personil yang relatif setiap saat bekerja di 
lokasi proyek harus selalu memiliki APD yang 
memadai; dan 

 Melakukan pemantauan kualitas udara di 
daerah perbatasan dengan permukiman 
terdekat. 

 Pengendalian 
emisi udara 
dilakukan di 
area well pad 
dan rute 
transportasi 
yang melalui 
daerah 
pemukiman. 

 Di lokasi-lokasi 
perbaikan 
jalan akses; 

 Pemeliharaan 
kendaraan dan 
alat berat yang 
dilakukan di 
bengkel. 

 

Selama 
pembukaan dan 
persiapan lahan, 
mobilisasi 
peralatan dan 
material, perbaikan 
jalan akses dan 
pembangunan 
infrastruktur dan 
well pad. 
 

Tim Eksplorasi di 
Lokasi Proyek 
(Exploration Site 
Team - EST) – Staf 
Lingkungan,  

 

 

 Pemantauan harus 
berdasarkan TMP; 

 Pemantauan Kualitas 
Udara Ambien  

 Catatan pemeliharaan 
peralatan 

 

 Desa Wae 
Sano, 
Kecamatan 
Sano Nggoang, 
terutama well 
pad yang 
terletak di 
dekat daerah 
pemukiman 

 Di lokasi 
perbaikan jalan 
akses. 

Dua kali setahun 
selama 
pembukaan dan 
persiapan lahan, 
mobilisasi 
peralatan dan 
material, 
perbaikan jalan 
akses dan 
pembangunan 
infrastruktur dan 
well pad. 

 

Tim Eksplorasi di 
Lokasi Proyek (EST) 
– Staf Lingkungan 

Kualitas udara ambien 
tidak melebihi baku mutu 
kualitas udara ambien, 
sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah No. 41 tahun 
1999 

Anggaran 
Kontraktor Sipil 
dan Infrastruktur 

 

AQ002 Emisi Fugitive 
Dust  

Mobilisasi 
peralatan dan 
material; 

Persyaratan UKL-UPL: 

 Penyiraman jalan secara berkala terutama 
selama musim kemarau; 

 Pengendalian 
emisi fugitive 
dust yang 
dilakukan di 
area Proyek 

Selama 
pembukaan dan 
persiapan lahan, 
mobilisasi 
peralatan dan 

Tim Lokasi 
Eksplorasi di Lokasi 
Proyek (EST) -–
Petugas  Staf 
Lingkungan, 

Pemantauan Kualitas 
Udara Ambien selama 
konstruksi  

 

Desa Wae Sano, 
Kecamatan Sano 
Nggoang, terutama 
well pad yang 

Dua kali setahun 
selama 
pembukaan dan 
persiapan lahan, 
mobilisasi 

Tim Eksplorasi di 
Lokasi Proyek (EST) 
– Staf Lingkungan, 

Kualitas udara ambien tidak 
melebihi baku mutu kualitas 
udara ambien, sesuai 
dengan Peraturan 

Anggaran 
Kontraktor Sipil 
dan Infrastruktur 
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Kode  Jenis Dampak Sumber Dampak 

Langkah-langkah Pengelolaan Langkah-langkah Pemantauan 

Indikator Kinerja Utama Sumber Dana 
Rencana Pengelolaan Lokasi Periode 

Penanggung 
Jawab 

Rencana 
Pemantauan 

Lokasi Periode 
Penanggung 

Jawab  

Pembersihan dan 
persiapan lahan; 

Perbaikan jalan 
akses; dan 

Pembangunan 
infrastruktur dan 
tapak sumur (well 
pad)   

 Pembatasan jam pengoperasian alat berat 
atau kegiatan terutama pada area yang 
berdekatan dengan kegiatan masyarakat; 

 Mengontrol kecepatan kendaraan di lokasi 
proyek terutama selama musim kemarau dan 
kondisi berangin; 

 Menutupi truk; dan 

 Melengkapi para karyawan dan pekerja 
dengan APD yang memadai untuk 
perlindungan terhadap debu 

Persyaratan ESIA: 

 Meminimalkan jumlah bahan galian di lokasi 
kegiatan; 

 Untuk volume timbunan material yang dapat 
ditangani, dapat digunakan geotekstil untuk 
menutupi timbunan tanah guna mencegah 
erosi dan debu diakibatkan oleh angin; 

 Penyediaan fasilitas pencucian kendaraan 
untuk meminimalkan jumlah timbunan 
material yang tertinggal di jalan akses; 

 Membatasi ketinggian dari material yang 
akan diangkut selama masih dapat dilakukan, 
untuk meminimalkan debu yang diakibatkan 
oleh kegiatan bongkar/muat; 

 Stasiun penyemprotan untuk melembabkan 
muatan dan menghindari tumpahan material 
yang mengakibatkan timbulnya debu; 

 Penangguhan sementara aktivitas 
penanganan material selama ada kejadian 
angin kencang; 

 Pertimbangan lokasi 
penimbunan/pembuangan sisa material 
(stockpile) sebagai tempat penyimpanan 
sementara terkait adanya lokasi reseptor 
(penerima dampak) yang sensitif dan angin 
kencang; 

 Sedapat mungkin menghindari penanganan 
ganda material; 

 Pengawas lapangan bertanggung jawab 
memantau kondisi dan mengatur frekuensi 
penyiraman; dan 

 Menutup permukaan tanah/melakukan 
penanaman kembali dengan tumbuhan lokal 
segera setelah pekerjaan tanah selesai. 

dan rute 
transportasi 
yang melalui 
daerah 
pemukiman. 

 Pemeliharaan 
kendaraan 

material, perbaikan 
jalan akses dan 
pembangunan 
infrastruktur dan 
well pad  

terletak di dekat 
daerah pemukiman 

 

peralatan dan 
material, 
perbaikan jalan 
akses dan 
pembangunan 
infrastruktur dan 
well pad . 

Pemerintah No. 41 tahun 
1999 

AQ003 Emisi dari 
Peralatan Off-
road 

Pengeboran 
Eksplorasi 

Persyaratan UKL-UPL: 

Pemeliharaan mesin bor dan generator listrik 
secara berkala. 

Persyaratan ESIA: 

 Emisi gas buang dari rig pengeboran akan 
dikendalikan oleh kontraktor dengan 
memastikan bahwa emisi diminimalisir 

 Pengendalian 
emisi udara 
dilakukan di 
area Proyek 

 Pemeliharaan 
kendaraan dan 
alat berat yang 
dilakukan di 
bengkel 

Selama 
pengeboran 
eksplorasi  

Tim Eksplorasi di 
Lokasi Proyek (EST) 
– Staf Lingkungan, 

Pemantauan Kualitas Udara 
Ambien 

Desa Wae Sano, 
Kecamatan Sano 
Nggoang, terutama 
well pad yang 
terletak di dekat 
daerah pemukiman 

 

Dua kali setahun 
selama 
eksplorasi 

Tim Eksplorasi di 
Lokasi Proyek 
(EST) – Staf 
Lingkungan,  

Kualitas udara ambien 
tidak melebihi baku mutu 
kualitas udara ambien, 
sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah No. 41 tahun 
1999 

Anggaran 
kontraktor 
pengeboran. 
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Kode  Jenis Dampak Sumber Dampak 

Langkah-langkah Pengelolaan Langkah-langkah Pemantauan 

Indikator Kinerja Utama Sumber Dana 
Rencana Pengelolaan Lokasi Periode 

Penanggung 
Jawab 

Rencana 
Pemantauan 

Lokasi Periode 
Penanggung 

Jawab  

melalui perawatan/servis berkala mesin untuk 
memenuhi standar emisi yang relevan; 

 Strategi pemilihan rig pengeboran dengan 
mempertimbangkan dampak terhadap total 
emisi; dan 

 Rig pengeboran yang digunakan dalam 
Proyek harus sesuai dengan spesifikasi 
teknis yang ditentukan atau standar desain 
kinerja peralatan yang diakui. 

 

AQ004 Emisi H2S 
selama 
Pengujian 
Sumur 

Pengujian Sumur Persyaratan UKL-UPL: 

 Sosialisasi dengan masyarakat dan kepala 
desa setempat sebelum memulai pengujian 
sumur, terutama tentang prosedur 
keselamatan, apabila terdengar alarm 
peringatan dini; 

 Mengamankan lokasi sumur dan menetapkan 
zona aman dan berbahaya di sekitar area 
eksplorasi; 

 Melengkapi para pekerja dengan APD yang 
memadai, terutama bagi mereka yang berada 
di zona berbahaya; 

 Pemasangan peralatan pemantauan dan 
alarm peringatan dini H2S pada area 
pengujian sumur; 

 Memasang dan mengaktifkan blower besar 
untuk menghalau H2S menjuhi area 
penduduk dan aman;  

 Memasang rambu- rambu bahaya, 
penghalang, termasuk balon/bendera angin 
(wind socks), rambu larangan keras untuk 
memasuki area pengujian sumur bagi mereka 
yang tidak berkepentingan; 

 Melakukan prosedur keselamatan terhadap 
masyarakat sekitar area well pads apabila 
H2S melebihi ambang batas;  

 Jika berdasarkan hasil pemantauan 
konsentrasi H2S melebihi ambang batas, 
maka akan dilakukan evaluasi terhadap hasil 
uji sumur secara seksama untuk menentukan 
langkah selanjutnya sehingga konsentrasi 
H2S di udara ambien sesuai standard yang 
berlaku. 

Persyaratan ESIA: 

 Perlu direncanakan waktu pelaksanaan 
pengujian sumur secara vertikal berdasarkan 
kondisi cuaca (pada keadaan angin dengan 
kecepatan rendah); dan 

 Memastikan kualitas/integritas sumur untuk 
mencegah terjadinya kebocoran. 

Area Proyek 
terutama Well 
Pad dan 
sekitarnya 

Selama pengujian 
sumur  

Tim Eksplorasi di 
Lokasi Proyek 
(EST) – Staf di 
bidang keselamatan 
(Safety Officer), 

Pemantauan rutin terhadap 
konsentrasi H2S harus 
dilakukan di beberapa 
lokasi, baik di lokasi 
Proyek maupun di lokasi 
reseptor/penerima dampak 
lokal terdekat 

 Desa Wae 
Sano, 
Kecamatan 
Sano Nggoang, 
terutama well 
pad yang 
terletak di dekat 
daerah 
pemukiman 

 Area well pad 

Pengukuran 
harian in-situ (di 
tempat) selama 
aktivitas 
pengujian sumur 

Tim Eksplorasi di 
Lokasi Proyek 
(EST) – Staf di 
bidang keselamatan 
(Safety Officer),  

 

Konsentrasi H2S tidak 
melebihi baku tingkat 
kebauan ambien, sesuai 
dengan Keputusan Menteri 
Lingkungan Hidup No. 50 
tahun 1996 

Anggaran 
kontraktor 
pengeboran 

 

NO001 Kebisingan 
dari Kegiatan 
Konstruksi 

Mobilisasi 
peralatan dan 
material; 

Persyaratan UKL-UPL: 

 Menggunakan kendaraan dengan knalpot 
dan peredam suara (silencer) sesuai dengan 
standard/spesifikasi pabrik, terutama 

Pengendalian 
kebisingan 
dilakukan di area 
Proyek, rute 
mobilisasi, dan 

Selama 
pembukaan dan 
persiapan lahan, 
mobilisasi 
peralatan dan 

Tim Eksplorasi di 
Lokasi Proyek (EST) 
– Staf Lingkungan 

 

Memantau tingkat 
kebisingan dengan Sound 
Level Meter 

Desa Wae Sano, 
Kecamatan Sano 
Nggoang, terutama 
well pad yang 

Setidaknya 
sebulan sekali 
untuk 

Tim Eksplorasi di 
Lokasi Proyek 
(EST) – Staf 
Lingkungan 

Tingkat kebisingan tidak 
melebihi baku mutu sesuai 
Keputusan Menteri 
Lingkungan Hidup No 48 
tahun 1996, baku mutu 

Anggaran 
Kontraktor Sipil 
dan Infrastruktur 
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Kode  Jenis Dampak Sumber Dampak 

Langkah-langkah Pengelolaan Langkah-langkah Pemantauan 

Indikator Kinerja Utama Sumber Dana 
Rencana Pengelolaan Lokasi Periode 

Penanggung 
Jawab 

Rencana 
Pemantauan 

Lokasi Periode 
Penanggung 

Jawab  

Pembersihan dan 
persiapan lahan; 

Perbaikan jalan 
akses; dan 

Pembangunan 
infrastruktur dan 
tapak sumur (well 
pad) 

kendaraan yang berpotensi menimbulkan 
kebisingan; 

 Pembatasan jam mobilisasi peralatan dan 
material dengan memperhatikan 
pengoperasian kendaraan dan peralatan di 
dekat area penduduk; dan 

 Melengkapi para pekerja dengan APD yang 
memadai. 

Persyaratan ESIA: 

 Apabila kegiatan konstruksi di Well pad WS-B 
tidak mungkin dihindari, maka perlu dipasang 
dinding penghalang kebisingan yang 
memadai untuk mengurangi sebaran 
kebisingan ke pemukiman terdekat yaitu 
Dusun Nunang; 

 Membatasi jam pengoperasian peralatan 
atau kegiatan tertentu yang menimbulkan 
suara bising dengan memperhatikan area 
penduduk yang berdekatan; 

 Membatasi paparan pekerja yang menangani 
peralatan yang bising dan bergetar 
(penggunaan APD yang memadai); 

 Kegiatan konstruksi seharusnya dibatasi 
pada siang hari, walaupun mungkin akan 
memerlukan kegiatan sampai malam hari 
pada situasi tertentu; 

 Penggunaan pagar papan/penahan 
kebisingan sementara dimana kegiatan yang 
menimbulkan kebisingan harus dilakukan di 
dekat penerima dampak yang sensitif; 

 Mengharuskan kontraktor menerapkan dan 
mematuhi Rencana Pengelolaan Kendaraan 
& Lalu Lintas (VTMP); dan; 

 Mengembangkan mekanisme penanganan 
keluhan yang efektif untuk mencatat dan 
menanggapi keluhan kebisingan. 

area pemukiman 
terdekat 

material, perbaikan 
jalan akses dan 
pembangunan 
infrastruktur dan 
well pad  

terletak di dekat 
daerah pemukiman 

Rute Mobilisasi 

 

pengukuran 
internal dan 

Dua kali setahun 
selama tahap 
konstruksi untuk 
pengukuran 
eksternal 

 tingkat kebisingan untuk 
kawasan perumahan (55 
dBA). 

NO002 Kebisingan  Pengeboran 
Eksplorasi 

Persyaratan UKL-UPL: 

 Pemeliharaan secara berkala untuk mesin 
bor udara dan generator listrik; 

 Memilih peralatan dengan fitur pengurang 
kebisingan; 

 Melengkapi pekerja dengan APD yang 
memadai; dan 

 Menetapkan zona penyangga. 

Persyaratan ESIA: 

 Bila konstruksi di Well pad WS-B tidak 
mungkin dihindari, dinding penghalang 
kebisingan yang tepat dipasang untuk 
mengurangi kebisingan yang menyebar ke 
pemukiman terdekat yaitu Dusun Nunang; 

Area Proyek 
terutama Well 
Pad dan 
sekitarnya (dekat 
area 
pemukiman). 

Selama 
pengeboran 
eksplorasi 

Tim Eksplorasi di 
Lokasi Proyek 
(EST) – Staf 
Lingkungan 

Memantau tingkat 
kebisingan dengan Sound 
Level Meter  

Mencatat seluruh keluhan 

Desa Wae Sano, 
Kecamatan Sano 
Nggoang, terutama 
well pad yang 
terletak di dekat 
daerah pemukiman 

 

Setidaknya 
sebulan sekali 
untuk pengukuran 
internal dan 

Dua kali setahun 
selama 
pengeboran 
eksplorasi untuk 
pengukuran 
eksternal 

Tim Eksplorasi di 
Lokasi Proyek 
(EST) – Staf 
Lingkungan  

Tingkat kebisingan tidak 
melebihi baku mutu sesuai 
Keputusan Menteri 
Lingkungan Hidup No 48 
tahun 1996, tingkat 
kebisingan untuk kawasan 
perumahan (55 dBA). 

Anggaran 
kontraktor 
pengeboran 
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Kode  Jenis Dampak Sumber Dampak 

Langkah-langkah Pengelolaan Langkah-langkah Pemantauan 

Indikator Kinerja Utama Sumber Dana 
Rencana Pengelolaan Lokasi Periode 

Penanggung 
Jawab 

Rencana 
Pemantauan 

Lokasi Periode 
Penanggung 

Jawab  

 Mengembangkan mekanisme penanganan 
keluhan yang efektif untuk mencatat dan 
menanggapi keluhan kebisingan. 

NO003 Kebisingan  Pengujian Sumur Persyaratan UKL-UPL: 

 Penggunaan peredam suara (silencer) untuk 
mencapai tingkat kebisingan antara 70 - 110 
dB; 

 Menetapkan zona penyangga; 

 Sosialisasi dengan masyarakat dan pemuka 
masyarakat setempat sebelum memulai 
kegiatan pengujian sumur; dan 

 Perawatan mesin uji sumur dan generator 
listrik secara berkala. 

Persyaratan ESIA: 

 Apabila kegiatan konstruksi di Well pad WS-B 
tidak mungkin dihindari, maka perlu dipasang 
dinding penghalang kebisingan yang 
memadai untuk mengurangi sebaran 
kebisingan ke pemukiman terdekat yaitu 
Dusun Nunang; 

 Pengujian sumur secara vertikal (vertical 
discharge) akan dilakukan pada waktu yang 
telah dikomunikasikan kepada masyarakat 
sekitar; 

 Desain atmospheric separators untuk uji 
produksi sumur dioptimalkan untuk 
pengurangan kebisingan; dan 

 Mengembangkan mekanisme penanganan 
keluhan yang efektif untuk mencatat dan 
menanggapi keluhan kebisingan. 

Area Well Pad 
dan sekitarnya 
(dekat 
permukiman) 

Selama pengujian 
sumur  

Tim Eksplorasi di 
Lokasi Proyek (EST) 
– Staf Lingkungan 

Memantau tingkat 
kebisingan dengan Sound 
Level Meter  

Desa Wae Sano, 
Kecamatan Sano 
Nggoang, terutama 
well pad yang 
terletak di dekat 
daerah pemukiman 

 

Setidaknya 
sebulan sekali 
untuk pengukuran 
internal dan 

Dua kali setahun 
selama pengujian 
sumur untuk 
pengukuran 
eksternal  

Tim Eksplorasi di 
Lokasi Proyek 
(EST) – Staf 
Lingkungan  

Tingkat kebisingan tidak 
melebihi baku mutu 
sesuai Keputusan Menteri 
Lingkungan Hidup No 48 
tahun 1996, tingkat 
kebisingan untuk 
kawasan perumahan (55 
dBA). 

Anggaran 
pengujian sumur 

 

LU001 Pembangunan 
Infrastruktur 
Sipil 

Pembersihan dan 
persiapan lahan  

Persyaratan UKL-UPL & ESIA: 

 Meminimalkan tapak proyek pada daerah 
yang paling sensitif, seperti area dekat 
pemukiman; dan 

 Penanaman kembali area yang dibuka 
dengan vegetasi setempat dan harus 
dilakukan segera setelah kegiatan eksplorasi 
selesai untuk memulihkan fungsi ekologis. 

Persyaratan ESIA: 

 Restorasi atau pemulihan kembali kepada 
keadaan semula sebelum Proyek atau 
alternatif yang dipilih oleh pemilik tanah 
setelah selesainya kegiatan sesuai 
persetujuan kedua belah pihak; 
 

 Koordinasi dan komunikasi dengan 
pemerintah setempat secara terus menerus 
untuk selalu memberikan informasi yang 
relevan tentang status dan perkembangan 
kegiatan Proyek. 

Area Well Pad di 
Desa Wae Sano 

Selama 
pembukaan dan 
persiapan lahan 

Tim Eksplorasi di 
Lokasi Proyek 
(EST) – Staf 
Lingkungan  

Sering melakukan 
pemantauan potensi 
dampak negatif seperti 
erosi dan perubahan 
keseimbangan air 

Area Well Pad di 
Desa Wae Sano 

Secara teratur 
(setidaknya 
sekali seminggu) 
selama 
pembukaan dan 
persiapan lahan  

Tim Eksplorasi di 
Lokasi Proyek 
(EST) – Staf 
Lingkungan  

 Daerah pengembangan 
berada di area 
bersensitivitas rendah 

 Pertemuan Rutin 
dengan Pemerintah 
sesuai kebutuhan 

 Dampak terhadap 
vegetasi dan 
perkebunan tidak 
signifikan 

 Mekanisme 
Penanganan Keluhan 
yang tepat telah 
tersedia, dan ada 
catatan tentang 
keluhan yang masuk 
dan resolusinya  

Anggaran 
Kontraktor Sipil 
dan Infrastruktur 
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Kode  Jenis Dampak Sumber Dampak 

Langkah-langkah Pengelolaan Langkah-langkah Pemantauan 

Indikator Kinerja Utama Sumber Dana 
Rencana Pengelolaan Lokasi Periode 

Penanggung 
Jawab 

Rencana 
Pemantauan 

Lokasi Periode 
Penanggung 

Jawab  

LU002 Perubahan 
Tutupan 
Lahan 

Pemulihan lokasi 
(restorasi) dan 
penanaman 
kembali 

Persyaratan UKL-UPL & ESIA: 

 Penanaman kembali dengan jenis vegetasi 
setempat yang diupayakan sama dengan 
sebelumnya; 

 Pemeliharaan tanaman yang ditanam, 
sampai sudah dapat tumbuh dengan baik; 

 Pemagaran area sekitar kepala sumur 

Persyaratan ESIA: 

 Meminimalkan tapak proyek pada daerah 
yang paling sensitif, seperti area dekat 
permukiman;  

 Restorasi atau pemulihan kembali kepada 
keadaan semula sebelum Proyek atau 
alternatif yang dipilih oleh pemilik tanah 
setelah selesainya kegiatan sesuai 
persetujuan kedua belah pihak; 
 

 Penanaman kembali area yang dibuka 
dengan vegetasi setempat dan harus 
dilakukan segera setelah kegiatan eksplorasi 
selesai untuk memulihkan fungsi ekologis; 
dan 

 
 Melakukan konsultasi dengan pemilik tanah 

dan koordinasi dengan pemerintah setempat 
agar dapat memperoleh informasi tentang 
status dan perkembangan kegiatan Proyek. 

Area Well Pad di 
Desa Wae Sano 

Selama kegiatan 
pascaoperasi 

 Tim Eksplorasi 
di Lokasi 
Proyek (EST) – 
Staf 
Lingkungan 

Pengumpulan data/catatan 
tentang pertumbuhan 
vegetasi yang ditanam 
kembali 

Area Well Pad di 
Desa Wae Sano 

Setiap triwulan 
selama 
pascaoperasi 

 Tim Eksplorasi 
di Lokasi 
Proyek (EST) – 
Staf 
Lingkungan 

Minimal 1 (satu) spesies 
vegetasi (pohon) per 10 
meter persegi. 

Anggaran 
Penanaman 
Kembali 

SO001 Longsor dan 
Erosi 

Pembersihan dan 
persiapan lahan  

Persyaratan UKL-UPL: 

 Membangun drainase di sekeliling area well 
pad; 

 Menghindari pembukaan lahan di luar koridor 
well pad; 

 Memadatkan tanah dengan ketebalan 
minimum 20 cm dengan alat pemadat tanah 
(compactor); dan 

 Memasang dinding penahan (retaining wall). 

Persyaratan ESIA: 

 Stabilisasi kemiringan (batter) dengan 
menanam tanaman atau stabilisasi secara 
fisik; 

 Pemasangan langkah-langkah penahanan 
(interception) seperti kolam endapan atau 
drainasi; dan 

 Membangun undakan (terraces) untuk lereng 
yang curam (dengan tinggi lebih dari 3m). 

Area infrastruktur 
dan well pad  

Selama 
pembukaan dan 
persiapan lahan  

 Tim Eksplorasi 
di Lokasi 
Proyek (EST) – 
Staf 
Lingkungan 

Sering memantau potensi 
dampak negatif seperti 
erosi dan perubahan 
keseimbangan air 

Area well pad dan 
Infrastruktur di 
Desa Wae Sano, 
Kecamatan Sano 
Nggoang 

Dua kali setahun 
selama kegiatan 
konstruksi 

 Tim Eksplorasi di 
Lokasi Proyek 
(EST) – Staf 
Lingkungan 

Gangguan dan hambatan 
sedimentasi yang minimal  
dari kegiatan pembukaan 
dan persiapan lahan  

Anggaran 
Kontraktor Sipil 
dan Infrastruktur 

SO002 Penanganan 
dan 
Penyimpanan 
yang buruk, 
serta 
Kecelakaan 
Tumpahan 
Bahan Kimia 

Mobilisasi 
peralatan dan 
material; 

Pembersihan dan 
persiapan lahan; 

Persyaratan ESIA: 

 Seluruh peralatan dan fasilitas di well pad 
harus memenuhi standar desain internasional 
untuk penyimpanan dan pembuangan bahan 
kimia, pelumas dan bahan bakar yang aman, 
pengisolasian bahan yang tumpah, termasuk 
area yang ditanggul (bunded area), drainasi 

Area well pad dan 
Base Camp 
 

Selama 
pembukaan dan 
persiapan lahan, 
mobilisasi 
peralatan dan 
material, perbaikan 
jalan akses serta 
pembangunan 

 Tim Eksplorasi 
di Lokasi Proyek 
(EST) – Staf 
Lingkungan 

Inspeksi visual terhadap 
area sensitif 

Mencatat setiap 
penyimpanan, penanganan 
yang buruk, insiden 
tumpahan dan tindakan 
perbaikan  

Well pads dan 
Base camp 

Bulanan  Tim Eksplorasi di 
Lokasi Proyek 
(EST) – Staf 
Lingkungan 

Tidak ada tumpahan yang 
menimbulkan dampak 
pada kualitas tanah 

Anggaran 
Kontraktor Sipil 
dan Infrastruktur 
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Kode  Jenis Dampak Sumber Dampak 

Langkah-langkah Pengelolaan Langkah-langkah Pemantauan 

Indikator Kinerja Utama Sumber Dana 
Rencana Pengelolaan Lokasi Periode 

Penanggung 
Jawab 

Rencana 
Pemantauan 

Lokasi Periode 
Penanggung 

Jawab  

dan Produk-
Produk 
Petroleum  

Perbaikan jalan 
akses; dan 

Pembangunan 
infrastruktur dan 
tapak sumur (well 
pad)  

di sekeliling well pad dan saluran penangkap 
(interception traps); 

 Penggunaan penghalang, sistem 
penampungan tumpahan dan langkah-
langkah penahanan pencemaran akan 
diperiksa secara teratur sebagai bagian dari 
operasi untuk memastikan kesesuaian 
dengan tujuan, fungsi dan kondisi yang tepat; 
dan 

 Tumpahan yang tidak disengaja (kecelakaan) 
akan dikelola sesuai dengan prosedur 
penanganan tumpahan 

infrastruktur dan 
well pad  

SO003 Kebocoran 
Pipa selama 
Pengujian 
Sumur 

Pengujian sumur Persyaratan ESIA: 

 Menyiapkan rencana penanganan kebocoran 
pipa; 

 Mempertimbangkan kebocoran dalam desain 
dan konstruksi pipa; 

 Memeriksa konsistensi pipa dalam hal 
kualitas bahan pipa; 

 Pengendalian dan inspeksi korosi; 

 Penggunaan peralatan pencegahan 
semburan seperti katup penutup (blowout 
prevention) dan peralatan kontrol sumur 
terkait lainnya; dan 

 Jika kebocoran teridentifikasi, rencana 
penanganan harus dilakukan. 

Area well pad  Selama pengujian 
sumur 

Tim Eksplorasi 
di Lokasi Proyek 
(EST) – Staf 
Lingkungan  

Inspeksi visual terhadap 
area dari reseptor sensitif 

Mencatat kebocoran dan 
melakukan uji tanah 

 

 Sepanjang pipa 
brine/fluida 
panas bumi 

Dua kali setahun   Tim Eksplorasi di 
Lokasi Proyek 
(EST) – Staf 
Lingkungan 

Tidak ada kontaminasi 
tanah 

Anggaran 
pengujian sumur 
 

SWQ001 Degradasi 
/Penurunan 
Kualitas Air 
Permukaan 

Pembukaan dan 
persiapan lahan; 
dan Pembangunan 
well pad dan 
infrastruktur  

Persyaratan UKL-UPL: 

 Membangun drainase di sekeliling area well 
pad; 

 Menyediakan kolam pengendapan (settling 
pond); dan 

 Kegiatan pembukaan lahan harus 
dijadwalkan untuk menghindari periode hujan 
lebat dan angin kencang sebisa mungkin. 

Persyaratan ESIA: 

 Menggambarkan area-area yang akan dibuka 
sebelum pembukaan lahan atau aktivitas 
pemindahan tanah dimulai untuk membatasi 
area yang terganggu. Jika memungkinkan, 
lakukan pembersihan secara bertahap untuk 
meminimalkan area yang terganggu dan 
pembentukan sedimen pada saat tertentu; 

 Memastikan desain rinci jalan akses dapat 
meminimalkan gangguan pola aliran air 
permukaan. Menyediakan drainase yang 
memadai untuk meminimalkan kontaminasi 
anak sungai proksimal dari lumpur dan debu 
oleh adanya pergerakan kendaraan dan 
peralatan; 

 Mempertimbangkan rencana bertahap untuk 
meminimalkan periode paparan untuk area 
yang telah dibuka; 

Di area 
pembukaan 
lahan well pad 
dan fasilitas 
lainnya di area 
tapak proyek. 

Selama 
pembukaan dan 
persiapan lahan 
dan pembangunan 

well pad dan 
infrastruktur 

Tim Eksplorasi di 
Lokasi Proyek 
(EST) – Staf 
Lingkungan  

 Pemantauan nilai TDS 
dan TSS Danau Sano 
Nggoang dan saluran 
outet setidaknya sekali 
setiap 6 bulan; 

 Pemeriksaan drainase 
di lokasi dan titik-titik 
pembuangan ke badan 
air setempat; dan 

 Pengendalian erosi dan 
sedimen harian selama 
aktivitas pembukaan 
lahan  

Di lokasi 
pengambilan 
sampel dasar: 

 SW1: Danau 

 SW2: Saluran 
Pembuangan 
(outlet) Danau 

 SW3: Danau 

 SW4: Danau 
(50 m dari 
saluran 
pembuangan/o
utlet danau) 

 

 Setidaknya 
sekali setiap 3 
bulan untuk 
pemantauan 
kualitas air 
permukaan 
selama 
kegiatan 
konstruksi; 

 Pemantauan 
harian 
aktivitas 
pembukaan 
lahan. 

Tim Eksplorasi di 
Lokasi Proyek 
(EST) – Staf 
Lingkungan  

Konsentrasi TDS dan TSS 
sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah No. 82 tahun 
2001 

Anggaran 
Kontraktor Sipil 
dan Infrastruktur 
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Kode  Jenis Dampak Sumber Dampak 

Langkah-langkah Pengelolaan Langkah-langkah Pemantauan 

Indikator Kinerja Utama Sumber Dana 
Rencana Pengelolaan Lokasi Periode 

Penanggung 
Jawab 

Rencana 
Pemantauan 

Lokasi Periode 
Penanggung 

Jawab  

 Penggunaan mekanisme pengendalian 
sementara seperti penggunaan terpal untuk 
menstabilkan kemiringan dan lereng sebelum 
stabilisasi permanen; 

 Menanam tanaman penutup di area yang 
terkena dampak sesegera mungkin untuk 
pengendalian erosi jangka panjang; dan 

 Pengelolaan dampak akibat pembangunan 
jembatan dan konstruksi bangunan, dengan 
mengalihkan air jauh dari area kerja, 
meminimalkan pekerjaan di badan air, dan 
tidak ada pembuangan material, dan  
tindakan pengendalian sedimen lainnya. 

SWQ002 Potensi sisa 
fluida 
pengeboran 
masuk ke 
dalam  badan 
air  

Pengeboran 
Eksplorasi 

Persyaratan UKL-UPL: 

 Mengumpulkan lumpur bor yang dihasilkan 
dari kegiatan pengeboran ke dalam kolam 
penampung dan dipompa untuk digunakan 
kembali (closed-loop fluid system) atau 
reinjeksi ke dalam sumur injeksi untuk 
meminimalkan limbah pengeboran yang 
berlebihan; dan 

 Kolam sirkulasi lumpur bor dan kolam 
residual lumpur bor perlu disediakan; 

Persyaratan ESIA: 

 Membangun kolam dengan lapisan tahan air 
seperti HDPE atau geomembran dengan 
dasar tanah liat untuk menangkap lumpur bor 
jika terjadi tumpahan yang tidak disengaja; 

 Kapasitas desain kolam untuk pengumpulan 
(collection) harus sama atau melebihi volume 
fluida pengeboran yang diperlukan selama uji 
hidrolik awal; 

 Memasang perangkap minyak di saluran 
masuk (inlet) kolam; dan 

 Menyiapkan Rencana Penanganan 
Tumpahan. 

Area proyek Selama 
pengeboran 
eksplorasi 

• Tim Eksplorasi di 
Lokasi Proyek 
(EST) – Staf 
Lingkungan 

 Melakukan inspeksi 
lokasi dan mencatat 
tumpahan/ kebocoran 
lapisan kolam 

 Pemantauan harus 
didasarkan pada 
Rencana Penanganan 
Tumpahan  

 

 Danau Sano 
Nggoang; 

 Badan air yang 
diperkirakan 
akan menerima 
dampak 
kebocoran dari 
kolam sirkulasi. 

 

Pemeriksaan 
lokasi 
setidaknya 
sekali seminggu 
selama aktivitas 
pengeboran 
sumur 

Setidaknya 
sekali setiap 6 
bulan untuk 
pemantauan 
kualitas air 
permukaan 

• Tim Eksplorasi di 
Lokasi Proyek 
(EST) – Staf 
Lingkungan  

Tanah dan timbunan sisa 
material dari tahap 
konstruksi dikelola dengan 
baik 

Anggaran 
kontrakotr 
pengeboran 

 

SWQ003 Potensi sisa 
air Brine  

Pengujian Sumur Persyaratan UKL-UPL: 

Air Brine dapat diinjeksikan kembali ke dalam 
sumur injeksi dengan mengacu pada Peraturan 
Menteri Lingkungan Hidup No. 13 tahun 2007. 

Persyaratan ESIA: 

 Pengujian sumur injeksi harus disiapkan dan 
jalur perpipaan dipasang, sebelum sumur 
eksplorasi yang lebih dalam dibangun; 

 Kapasitas tampung kolam pada kondisi 
abnormal akan dipertahankan untuk 
menampung cairan jika terjadi kegagalan 
pipa atau pompa atau pelepasan yang tidak 
disengaja; dan 

 Tindakan pencegahan harus dilakukan untuk 
mencegah semburan melalui praktik standar 
yang berlaku, termasuk: penyemenan yang 
tepat, pemantauan tekanan dan penyediaan 

Area well pad  Selama pengujian 
sumur 

Tim Eksplorasi di 
Lokasi Proyek 
(EST) – Staf 
Lingkungan 

 Melakukan inspeksi 
lokasi selama 
pengujian sumur 

 Pemantauan harus 
didasarkan pada 
Rencana Penanganan 
terhadap Tumpahan  

 

Area well pad Inspeksi harian 
selama 
pengujian 
sumur 

 

Tim Eksplorasi di 
Lokasi Proyek 
(EST) – Staf 
Lingkungan 

Tidak buangan Brine ke 
lingkungan sesuai dengan 
Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup No. 13 
tahun 2007 

Anggaran 
pengujian sumur 
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Kode  Jenis Dampak Sumber Dampak 

Langkah-langkah Pengelolaan Langkah-langkah Pemantauan 

Indikator Kinerja Utama Sumber Dana 
Rencana Pengelolaan Lokasi Periode 

Penanggung 
Jawab 

Rencana 
Pemantauan 

Lokasi Periode 
Penanggung 

Jawab  

pencegah semburan dan peralatan kontrol 
sumur terkait. 

HYD001 Perubahan 
sumber daya 
air 

Pembukaan dan 
persiapan lahan ; 

Pembangunan 
infrastruktur dan 
well pad 

 

 

Persyaratan ESIA: 

 Setelah pengaturan/alignment diselesaikan, 
akan dikaji kebutuhan air permukaan. Desain 
drainase linear dan silang akan 
mempertimbangkan kontinuitas pasokan; 

 Kegiatan gali dan uruk tidak boleh 
berdampak buruk pada sawah atau lahan 
pertanian lain di luar tapak proyek; 

 Penyimpanan sementara timbunan sisa 
material harus mempertimbangkan hidrologi 
permukaan; 

 Desain sipil harus mencakup sejumlah desain 
hidrolika, khususnya saluran drainasi dan 
gorong-gorong untuk memastikan kontinuitas 
aliran hidraulik; dan 

 Mekanisme penanganan keluhan untuk 
memastikan bahwa para pihak yang terkena 
dampak dapat melaporkan kondisi abnormal 
pada air permukaan. 

Di area 
pembukaan 
lahan well pad 
dan fasilitas 
lainnya di area 
tapak Proyek. 

Selama dimulainya 
pembukaan lahan 
untuk persiapan 
lokasi, 
pembangunan well 
pad dan 
infrastruktur  

 

Tim Eksplorasi 
di Lokasi Proyek 
(EST) – Staf 
Lingkungan  

 

Sering melakukan 
pemantauan dan 
pemeriksaan terhadap 
hidrolika air permukaan 

Sumber-sumber 
mata air di sekitar 
well pad dan 
fasilitas lainnya di 
daerah tapak 
proyek. 

Selama 
pembukaan 
lahan dimulai 
untuk persiapan 
lokasi, 
pembangunan 
infrastruktur dan 
well pad 

 

Tim Eksplorasi di 
Lokasi Proyek 
(EST) – Staf 
Lingkungan  

Tidak ada gangguan pada 
mata air untuk konsumsi 
domestik dan kegiatan 
pertanian 

Anggaran 
Kontraktor Sipil 
dan Infrastruktur 

HYD002 Potensi 
berkurangnya 
air permukaan 
karena 
pengambilan 
air 

Pengeboran 
Eksplorasi 

Persyaratan UKL-UPL: 

Memastikan pengambilan air dari Danau Sano 
Nggoang tidak melebihi permintaan air untuk 
pengeboran, sehingga pengambilannya sesuai 
dengan Izin Penggunaan Sumber Daya Air 
(SIPPA). 

Persyaratan ESIA: 

 Pengembangan Rencana Pengelolaan Air 
dengan mempertimbangkan kebutuhan air 
Proyek dan keseimbangan air danau; 

 Pemasangan limpahan atau kotak 
pengumpul (collection boxes) untuk 
memastikan bahwa pola aliran yang tepat 
dapat dipertahankan; 

 Menghindarkan kehilangan air dengan desain 
pipa yang efisien; 

 Penggunaan kolam untuk mengumpulkan 
kelebihan air yang akan digunakan untuk 
kegiatan pengeboran 

 Pemanfaatan kembali lumpur bor; dan 

 Mekanisme penanganan keluhan untuk 
memastikan bahwa pihak-pihak yang terkena 
dampak dapat melaporkan kondisi abnormal  
permukaan air atau aliran air tanah. 

Di daerah 
tangkapan well 
pad dan area 
fasilitas lainnya 
dalam tapak 
Proyek 

Selama 
pengeboran 
eksplorasi  

 

Tim Eksplorasi 
di Lokasi Proyek 
(EST) – Staf 
Lingkungan  

 

 Melakukan 
pemantauan terhadap 
penurunan muka air 
danau padatitik 
pengambilan, dalam 
milimeter  untuk 
memastikan bahwa 
kesimbangan air yang 
sesuai dapat tetap 
terjaga; 

 Mengontrol di tempat 
terhadap jumlah 
pengambilan air dan 
aliran pengolahan air. 

Danau Sano 
Nggoang 

Setiap hari 
selama 
persiapan 
kegiatan 
pengeboran  

Tim Eksplorasi di 
Lokasi Proyek 
(EST) – Staf 
Lingkungan  

 

Pengambilan air danau 
sesuai dengan izin 
penggunaan air 
permukaan 

Anggaran 
kontraktor 
pengeboran 

 

 

WAS001 Limbah hijau Pembukaan dan 
persiapan lahan  

Persyaratan UKL-UPL: 

 Tebangan pohon dibersihkan dan 
diklasifikasikan ke dalam jenis batang, 
dahan, ranting dll., kemudian dipotong 
dengan panjang yang cukup (maksimal 3m) 
dan untuk batang dengan diameter 100mm 
atau lebih besar disimpan untuk digunakan 

Di area well pad 
dan fasilitas 
lainnya di area 
tapak Proyek. 

Selama 
pembukaan dan 
persiapan lahan 

Tim Eksplorasi 
di Lokasi Proyek 
(EST) – Staf 
Lingkungan  

Catatan kegiatan tentang 
pembukaan vegetasi; 

Melakukan inspeksi 
lapangan 

Areal well pad dan 
fasilitas lainnya di 
area tapak Proyek. 

Setiap hari 
selama 
pembukaan dan 
persiapan lahan. 

 Tim Eksplorasi di 
Lokasi Proyek 
(EST) – Staf 
Lingkungan 

Tidak ada limbah 
padat/limbah sisa material 
konstruksi yang 
berserakan atau tertumpuk 
di sekitar area kerja 

Anggaran 
Kontraktor Sipil 
dan Infrastruktur 
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Kode  Jenis Dampak Sumber Dampak 

Langkah-langkah Pengelolaan Langkah-langkah Pemantauan 

Indikator Kinerja Utama Sumber Dana 
Rencana Pengelolaan Lokasi Periode 

Penanggung 
Jawab 

Rencana 
Pemantauan 

Lokasi Periode 
Penanggung 

Jawab  

oleh penduduk apabila mereka 
menginginkan; 

 
 Rumput dan semak-semak dibuang ke 

tempat penimbunan (stockpile) bersama 
dengan topsoil. Material hijau ini dikubur 
dalam timbunan topsoil agar terjadi 
penguraian alami dari material tersebut untuk 
keperluan revegetasi lebih lanjut; 

 
 Sampah hijau harus ditumpuk dengan rapi 

pada tempat yang ditentukan dekat area 
kerja; 

 
 Menyiapkan area tersendiri untuk 

penyimpanan sampah hijau dalam area well 
pad; dan 

 
 Berkoordinasi dengan DLHK untuk 

pembuangan sampah hijau dari lokasi 
Proyek ke area pembuangan terdekat. 

Persyaratan ESIA: 

 Rencana Pengelolaan Limbah (Waste 
Management Plan - WMP) yang mencakup 
fasilitas pengumpulan dan penyimpanan 
yang tepat, dan melibatkan metode 
pembuangan yang tepat dan diperlukan; 

 Menganjurkan penggunaan kembali limbah 
hijau setempat untuk keperluan 
pengomposan/ kayu bakar atau lanskap; dan 

 Mengatur jadwal pembuangan limbah dari 
lokasi secara teratur, bilamana perlu 

WAS002 Limbah padat 
domestik 
selama 
kegiatan 
konstruksi 
dan operasi 

Keseluruhan 
kegiatan Proyek 

Persyaratan UKL–UPL & ESIA: 

 Penyusunan Rencana Pengelolaan Limbah 
(WMP) yang mencakup tempat/wadah 
pembuangan yang layak, memaksimalkan 
penggunaan kembali dan daur ulang, fasilitas 
pengumpulan dan penyimpanan yang tepat, 
dan melibatkan metode pembuangan yang 
tepat sebagaimana seharusnya; 

 Menyediakan penyimpanan sementara untuk 
limbah padat domestik; 

 Membuang limbah padat di TPA 
berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan 
Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten 
Manggarai Barat; dan 

 Berkoordinasi dengan Badan Lingkungan dan 
Kebersihan (DLHK) dalam hal pengangkutan 
limbah ke lokasi TPA terdekat. 

Area Proyek Selama tahap 
eksplorasi 

Tim Eksplorasi 
di Lokasi 
Proyek (EST) – 
Staf 
Lingkungan  

 Pengawasan dan 
pengendalian berkala 
pembentukan lindi di 
tempat penyimpanan 
limbah sementara; 

 Melakukan inspeksi di 
seluruh lokasi dalam 
area Proyek untuk 
memastikan 
pembuangan limbah ke 
dalam tempat/wadah 
pembuangan sesuai 
dengan jenis limbah; 

 Mempertahankan 
jadwal transportasi 
limbah padat domestik 
ke tempat pembuangan 
akhir dengan 
berkoordinasi dengan 
Dinas Lingkungan 
Hidup dan Kebersihan 
(DLHK); dan 

 Pemeriksaan manifest 
limbah untuk dibawa ke 

Area proyek  Inspeksi 
harian selama 
kegiatan 
eksplorasi 

 Setiap kali 
saat 
mengangkut 
sampah ke 
TPA/tempat 
pembuangan 
akhir Badan 
Lingkungan 
Hidup dan 
Kebersihan 
(DLHK) 

 Tim Eksplorasi 
di Lokasi 
Proyek (EST) – 
Staf 
Lingkungan 

Tidak ada lindi yang tidak 
terkontrol di tempat 
penyimpanan limbah 
sementara 

Sampah domestik dibuang 
di area pembuangan yang 
telah disediakan 

Transportasi reguler 
limbah padat domestik ke 
tempat pembuangan akhir 
DLHK. 

Anggaran 
Kontraktor Sipil 
dan Pengeboran  
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Kode  Jenis Dampak Sumber Dampak 

Langkah-langkah Pengelolaan Langkah-langkah Pemantauan 

Indikator Kinerja Utama Sumber Dana 
Rencana Pengelolaan Lokasi Periode 

Penanggung 
Jawab 

Rencana 
Pemantauan 

Lokasi Periode 
Penanggung 

Jawab  

tempat pembuangan 
akhir. 

WAS003 Limbah Cair 
Domestik 
selama 
kegiatan 
Konstruksi 
dan Operasi 

Keseluruhan 
kegiatan Proyek 

Persyaratan UKL–UPL & ESIA: 

 Menyediakan Rencana Pengelolaan Limbah 
yang mencakup pengumpulan air limbah 
toilet dan non-toilet (black and grey waters) 
ke dalam tangki septik (mengacu pada 
Standar Nasional yang relevan); 

 Buangan dari fasilitas dapur dan tempat cuci 
ke dalam septic tank dengan terlebih dulu 
melalui penangkap lemak, dan dengan 
metoda pembuangan yang tepat 
sebagaimana seharusnya; 

 Penggunaan toilet portabel di well pad, area 
pengerjaan jalan dan camp pekerja untuk 
menangani pembuangan air limbah sesuai 
desain Proyek; dan 

 Toilet portabel harus digunakan dengan 
tangki septik yang berfungsi sebagai sistem 
pembuangan limbah cair (effluent). 

Area proyek Selama tahap 
eksplorasi 

Tim Eksplorasi 
di Lokasi 
Proyek (EST) – 
Staf 
Lingkungan  

Mengontrol adanya 
kebocoran dari toilet 
portabel/rembesan dari 
tangki septik 

 Danau Sano 
Nggoang 

 Area proyek  

 Minimal satu 
kali selama 
pembanguna
n infrastruktur 
dan well pad. 

 Pengamatan 
kebocoran 
pipa sekali 
seminggu 
selama 
pengeboran 
eksplorasi; 

 Pemantauan 
dua kali 
setahun 
selama 
kegiatan 
operasi 

 

 Tim Eksplorasi di 
Lokasi Proyek 
(EST) – Staf 
Lingkungan 

Pembuangan air limbah 
tidak mencemari 
lingkungan (Tidak ada 
kebocoran dan tumpahan) 

Tangki Effluent pada toilet 
portabel diganti secara 
teratur 

 

Anggaran 
Kontraktor Sipil 
dan Pengeboran  

WAS004 Limbah Padat 
Bahan 
Berbahaya 
dan Beracun 
(B3) 

Keseluruhan 
kegiatan Proyek 

Persyaratan UKL–UPL: 

 Menyediakan Tempat Penampungan 
Sementara/TPS limbah B3 sesuai 
persyaratan standar dalam peraturan; dan 

 Limbah B3 dipindahkan dari lokasi oleh 
penyedia jasa pengangkutan sampah B3 
yang berlisensi dan dibuang di fasilitas 
berlisensi sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah No. 101 tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Limbah B3 

Persyaratan ESIA: 

 Menyiapkan Rencana Pengelolaan Limbah 
(WMP) yang mencakup pemilahan jenis 
limbah yang tepat, termasuk fasilitas 
pengumpulan dan penyimpanan yang 
memadai, dan melibatkan metode 
penyimpanan dan pembuangan yang tepat 
sebagaimana seharusnya. Penugasan 
terhadap peran dan tanggung jawab 
karyawan dalam mengelola limbah B3 harus 
ditetapkan dalam dokumen ini; dan 

 Menyiapkan Rencana Penanganan 
Tumpahan. 

Area proyek Selama tahap 
eksplorasi 

Tim Eksplorasi 
di Lokasi 
Proyek (EST) – 
Staf 
Lingkungan  

 Catatan/buku catatan 
tentang pengelolaan 
limbah B3 

 Inspeksi lokasi 

 Pemantauan harus 
berdasarkan pada 
Rencana Penanganan 
Tumpahan  

Area proyek Setiap hari  Tim Eksplorasi di 
Lokasi Proyek 
(EST) – Staf 
Lingkungan 

Pengelolaan limbah B3 
sesuai dengan peraturan 
yang berlaku 

Anggaran 
Kontraktor Sipil 
dan Pengeboran  

WAS005 Limbah Cair 
Bahan 
Berbahaya 
dan Beracun 
(B3) 

Keseluruhan 
kegiatan Proyek 

Persyaratan UKL-UPL: 

 Menyediakan Tempat Penampungan 
Sementara/TPS limbah B3 sesuai 
persyaratan standar dalam peraturan; dan 

 Limbah B3 dipindahkan dari lokasi oleh 
penyedia jasa pengangkutan sampah B3 
yang berlisensi dan dibuang di fasilitas 
berlisensi sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah No. 101 tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Limbah B3. 

Area proyek Selama tahap 
eksplorasi  

Tim Eksplorasi di 
Lokasi Proyek (EST) 
– Staf Lingkungan  

 

 Catatan/buku catatan 
tentang pengelolaan 
limbah B3  

 Inspeksi lokasi 

 Pemantauan harus 
berdasarkan pada 
Rencana Penanganan 
Tumpahan 

Area proyek Setiap hari   Tim Lokasi 
Eksplorasi (EST) 
- Manajer Lokasi 
dan Petugas 
Lingkungan 

 Kontraktor 

Pengelolaan limbah B3 
sesuai dengan peraturan 
yang berlaku 

Anggaran 
Kontraktor Sipil 
dan Pengeboran  
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Kode  Jenis Dampak Sumber Dampak 

Langkah-langkah Pengelolaan Langkah-langkah Pemantauan 

Indikator Kinerja Utama Sumber Dana 
Rencana Pengelolaan Lokasi Periode 

Penanggung 
Jawab 

Rencana 
Pemantauan 

Lokasi Periode 
Penanggung 

Jawab  

Persyaratan ESIA: 

 Menyiapkan Rencana Pengelolaan Limbah 
(WMP) yang mencakup pemilahan limbah 
yang tepat, termasuk fasilitas pengumpulan 
dan penyimpanan yang memadai, dan 
melibatkan metode penyimpanan dan 
pembuangan yang tepat sebagaimana 
seharusnya. Penugasan terhadap peran dan 
tanggung jawab karyawan dalam mengelola 
limbah B3 harus ditetapkan dalam dokumen 
ini; 

 Menyediakan Tempat Penampungan 
Sementara/TPS limbah B3 sesuai 
persyaratan standar dalam peraturan; 

 Limbah B3 akan dipindahkan dari lokasi oleh 
penyedia jasa pengangkutan sampah B3 
yang berlisensi dan dibuang di fasilitas 
berlisensi; dan 

 Menyiapkan Rencana Penanganan 
Tumpahan. 

WAS006 Lumpur bor 
dan serbuk 
bor 

Pengeboran 
Eksplorasi 

Persyaratan UKL-UPL: 

Lumpur bor dan serbuk bor dikelola sesuai 
dengan Peraturan ESDM No. 21 tahun 2017 
tentang Pengelolaan Limbah Lumpur Bor dan 
Serbuk Bor pada Kegiatan Pengeboran 
Eksplorasi Panas Bumi 

Persyaratan ESIA: 

 Menyusun Rencana Pengelolaan Limbah 
(WMP) yang mencakup fasilitas 
pengumpulan dan penyimpanan yang tepat, 
serta metode pengolahan dan pembuangan 
sebagaimana seharusnya; 

 Sistem tertutup (Closed liquid loop systems) 
dapat digunakan untuk mengembalikan fluida 
bor dan meminimalkan tumpahan atau 
kehilangan; 

 Air pengeboran dapat dipulihkan melalui 
pembersihan lumpur bor dimana fluida 
pengeboran dikeringkan dengan 
penghilangan serbuk bor (solid cuttings) 
dengan menggunakan shale shakers, 
penyaringan (screen) atau cyclone. Air 
pengeboran kemudian dapat dikembalikan 
untuk bercampur dengan fluida pengeboran 
yang baru, dan padatan serbuk bor (solid 
cuttings) dapat dibuang; 

 Menyiapkan Rencana Penanganan 
Tumpahan  

 Fasilitas tempat penimbunan limbah dengan 
unsur-unsur utama harus tersedia saat 
dikonfirmasi bahwa limbah pengeboran dari 
Waesano diklasifikasikan sebagai tidak 
berbahaya: 

 Penentuan ukuran untuk menampung 
volume maksimum yang diantisipasi 
dari seluruh limbah pengeboran padat 

Area well pad Selama 
pengeboran 
eksplorasi  

Tim Eksplorasi di 
Lokasi Proyek 
(EST) – Staf 
Lingkungan  

 Catatan/buku catatan 
tentang  pengelolaan 
limbah pengeboran 

 Inspeksi lokasi 

 Pemantauan harus 
berdasarkan pada 
Rencana Penanganan 
Tumpahan 

 

Area well pad  Minimal satu kali 
seminggu 
selama 
pengeboran 
eksplorasi 

 Tim Eksplorasi di 
Lokasi Proyek 
(EST) – Staf 
Lingkungan 

Pengelolaan lumpur bor 
dan serbuk bor sesuai 
dengan peraturan yang 
berlaku 

Anggaran 
Kontraktor 
Pengeboran  
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Kode  Jenis Dampak Sumber Dampak 

Langkah-langkah Pengelolaan Langkah-langkah Pemantauan 

Indikator Kinerja Utama Sumber Dana 
Rencana Pengelolaan Lokasi Periode 

Penanggung 
Jawab 

Rencana 
Pemantauan 

Lokasi Periode 
Penanggung 

Jawab  

yang dihasilkan selama tahap 
pengeboran eksplorasi, termasuk 
penimbunan kembali dengan tanah 
pucuk sebagai bagian dari pemulihan 
kembai lokasi proyek; 

 Pemasangan lapisan kedap air untuk 
mencegah rembesan setiap produk 
limbah ke dalam tanah dan sistem air 
tanah di bawah landfil. Bahan lapisan 
akan sama dengan yang digunakan 
untuk kolam penampungan 
pengeboran; 

 Drainasi sekeliling kolam penampungan 
untuk menangkap/mencegah setiap 
aliran permukaan ke dalam landfill 
selama terjadi aliran permukaan dari 
curah hujan; dan 

 Penimbunan limbah setidaknya 2 m di 
bawah permukaan tanah untuk 
meminimalkan potensi terbuka terhadap 
lingkungan. 

FLO001 Dampak 
terhadap 
vegetasi 
selama 
persiapan dan 
pengembanga
n 

Pembukaan dan 
persiapan lahan, 
dan perbaikan 
jalan akses 

Persyaratan UKL-UPL: 

 Survei ekologi memastikan tidak ada spesies 
pohon yang diklasifikasikan sebagai 
dilindungi untuk ditebang; dan 

 Jika ada spesies pohon yang diklasifikasikan 
sebagai dilindungi, pohon tersebut harus 
diberi tanda, didaftar dan dipindahkan oleh 
Proyek ke tempat lain yang tidak akan 
terganggu oleh kegiatan Proyek. 

Persyaratan ESIA: 

 Melakukan survei vegetasi pada rencana 
area kerja permanen dan sementara begitu 
lokasi well pad final telah diketahui; survei 
tersebut harus mengidentifikasi spesies yang 
menjadi kepentingan konservasi dan/atau 
pohon besar. Jika memungkinkan, penetapan 
lokasi/batas area kerja harus dimodifikasi 
untuk menghindari dampak langsung 
terhadap spesies tanaman yang menjadi 
kepentingan konservasi dan/atau pohon 
besar. Jika modifikasi terhadap batas tapak 
Proyek tidak dimungkinkan, transplantasi 
spesies tanaman langka/dilindungi harus 
mennjadi pertimbangan; 

 Menjabarkan dengan jelas area untuk 
persiapan lahan/ kegiatan lain di lapangan 
untuk mencegah hilangnya vegetasi di luar 
area kerja yang ditentukan; 

 Konstruksi tidak diizinkan dalam jarak 5 m 
dari drip line pohon-pohon besar untuk 
kepentingan konservasi guna menghindari 
kerusakan pada akar pohon; 

 Cuci kendaran secara periodik atau 
pertimbangan adanya fasilitas pencucian 
sementara untuk memastikan bahwa benih 
dari spesies eksotis dan invasif tidak masuk 

Area yang 
berada di dalam 
dan berdekatan 
dengan radius 
50 m dari batas 
lokasi proyek 

 

 Sebelum 
pembukaan 
lahan dimulai 
untuk persiapan 
lokasi 

 Selama 
pembukaan 
lahan untuk 
persiapan lokasi 

 Pasca 
pembukaan 
lahan untuk 
persiapan lokasi. 

 

Tim Eksplorasi di 
Lokasi Proyek 
(EST) – Staf 
Lingkungan  

 Pengamatan vegetasi 
eksisting dalam radius 50 
m dari batas lokasi 
Proyek. Penentuan titik 
pengambilan foto untuk 
dokumentasi untuk 
mengambil foto potensi 
perubahan. 

 Melakukan metode 
kualitatif (misalnya 
quadrat sampling) untuk 
mengukur berbagai 
perubahan. Termasuk 
area terdekat dalam 
radius 50 m dari lokasi 
Proyek. Catatan 
terperinci harus dibuat 
untuk setiap kerusakan 
signifikan yang tidak 
diprakirakan terhadap 
habitat vegetasi/flora 
eksisting diakibatkan 
oleh kegiatan konstruksi. 

Semua area 
dalam radius 100 
m dari tapak 

 Sebelum 
dimulainya 
pembukaan 
lahan untuk 
persiapan 
lokasi 

 Dua kali 
setahun 
selama 
kegiatan 
konstruksi 

 Selama dan 
pasca 
pembersihan 
lahan untuk 
persiapan 
lokasi. 

Tim Eksplorasi di 
Lokasi Proyek 
(EST) – Staf 
Lingkungan  

Kerusakan minimum pada 
vegetasi eksisting (kurang 
dari 5% dari area yang 
dibersihkan). 

Anggaran 
Kontraktor Sipil 
dan Pengeboran  
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Kode  Jenis Dampak Sumber Dampak 

Langkah-langkah Pengelolaan Langkah-langkah Pemantauan 

Indikator Kinerja Utama Sumber Dana 
Rencana Pengelolaan Lokasi Periode 

Penanggung 
Jawab 

Rencana 
Pemantauan 

Lokasi Periode 
Penanggung 

Jawab  

diakibatkan oleh adanya lalu lintas kendaraan 
selama konstruksi; 

 Mengembangkan rencana pengelolaan 
topsoil; 

 Restorasi atau pemulihan kembali kepada 
keadaan semula sebelum Proyek atau 
alternatif yang dipilih oleh pemilik tanah 
setelah selesainya kegiatan sesuai 
persetujuan kedua belah pihak; 

 Penanaman kembali area di luar tapak 
proyek yang terkena dampak kegiatan 
konstruksi. Spesies tanaman asli harus 
digunakan. Jika penanaman dilakukan 
selama musim kemarau, area yang ditanam 
harus disiram secara teratur sampai tumbuh 
dengan baik; dan 

 Inspeksi kendaraan dan peralatan saat 
mobilisasi untuk membatasi potensi 
terangkutnya bibit spesies tanaman bukan 
tanaman asli/invasif. 

FLO002 Dampak 
pengeboran 
terhadap 
vegetasi   

Pengeboran 
Eksplorasi 

Persyaratan ESIA: 

 Menjabarkan dengan jelas area untuk 
persiapan lahan/kegiatan lain di lapangan 
guna mencegah hilangnya vegetasi di luar 
area kerja yang ditentukan;  

 Restorasi atau pemulihan kembali kepada 
keadaan semula sebelum Proyek atau 
alternatif yang dipilih oleh pemilik tanah 
setelah selesainya kegiatan sesuai 
persetujuan kedua belah pihak; dan 

 Penyusunan rencana penanaman kembali 
dengan memanfaatkan vegetasi asli untuk 
mengatasi hilangnya vegetasi karena 
buangan fluida panas bumi yang tidak 
disengaja. 

Area dalam 
radius 50 m dari 
daerah yang 
terkena dampak 
proyek 

 Sebelum 
dimulainya 
pengeboran 

 Selama kegiatan 
pengeboran 

 Pasca kegiatan 
pengeboran 

 

Tim Eksplorasi di 
Lokasi Proyek 
(EST) – Staf 
Lingkungan  

Pengamatan vegetasi 
eksisting dalam radius 50 
m dari batas lokasi Proyek. 
Catatan terperinci harus 
dibuat untuk setiap 
kerusakan signifikan yang 
tidak diprakirakan terhadap 
habitat vegetasi/flora 
eksisting diakibatkan oleh 
kegiatan operasi 
pengeboran. 

Semua area 
dalam radius 100 
m dari tapak. 

 Sebelum 
dimulainya 
pengeboran 

 Selama 
kegiatan 
pengeboran 

 Pasca kegiatan 
pengeboran 

 

Tim Eksplorasi di 
Lokasi Proyek 
(EST) – Staf 
Lingkungan 

Kerusakan minimum pada 
vegetasi eksisting (kurang 
dari 5% dari area yang 
terkena dampak). 

Anggaran 
Kontraktor 
Pengeboran  

FLO003 Dampak 
pengujian 
sumur 
terhadap 
vegetasi  

Pengujian Sumur Persyaratan UKL-UPL dan ESIA: 

 Jika memungkinkan, pasang penutup pada 
tanaman yang berpotensi terpapar pada 
jarak 5–50 m dari silencer sumur jika perlu;  
 

 Penyemprotan air bersih pada tanaman 
dapat diterapkan sebagai alternatif apabila 
penggunaan penutup tidak mungkin 
dilakukan; 
 

 Mitigasi ini tidak akan diterapkan selama 
musim hujan karena air hujan akan 
membersihkan semprotan garam selama 
semburan horizontal. 

Area dalam 
radius 50 m dari 
daerah yang 
terkena dampak 
proyek 

 Sebelum 
dimulainya 
pengujian sumur; 

 Selama 
pengujian sumur; 
dan 

 Pasca pengujian 
sumur. 

 

Tim Eksplorasi di 
Lokasi Proyek 
(EST) – Staf 
Lingkungan  

Pengamatan vegetasi 
eksisting dalam radius 5-
50 m dari batas lokasi 
Proyek. Catatan terperinci 
harus dibuat untuk setiap 
kerusakan signifikan yang 
tidak diprakirakan terhadap 
habitat vegetasi/flora 
eksisting diakibatkan oleh 
kegiatan pengujian sumur. 

Area dalam radius 
50 m dari daerah 
yang terkena 
dampak proyek 

 Sebelum 
dimulainya 
pengujian 
sumur; 

 Selama 
pengujian 
sumur; 

 Pasca 
pengujian 
sumur; 

 

Tim Eksplorasi di 
Lokasi Proyek 
(EST) – Staf 
Lingkungan 

Kerusakan minimum pada 
vegetasi eksisting (kurang 
dari 5% dari area yang 
terkena dampak). 

Anggaran 
pengujian sumur 

FAU001 Dampak 
terhadap 
spesies satwa 
liar yang 
sensitif 
selama 
persiapan dan 

Mobilisasi 
peralatan dan 
material, 
pembukaan dan 
persiapan lahan 
serta 
Pembangunan 

Persyaratan UKL–UPL: 

 Rencana pengelolaan hampir sama dengan 
dampak kebisingan, seperti: 

- Menggunakan kendaraan dengan knalpot 
dan silencer sesuai dengan spesifikasi 
pabrik; dan 

Semua area 
dalam radius 100 
m dari tapak dan 
sepanjang rute 
mobilisasi. 

Selama 
pembukaan dan 
persiapan lahan; 
dan pembangunan 
Infrastruktur dan 
Well Pad. 

Tim Eksplorasi di 
Lokasi Proyek 
(EST) – Staf 
Lingkungan  

Pengamatan satwa hidup, 
terutama selama shift 
malam dan shift pagi, saat 
spesies diurnal (aktif di 
siang hari) dan nokturnal 
(aktif pada malam hari) 
sedang aktif mencari 

Semua area dalam 
radius 100 m dari 
tapak. 

 Sebelum 
dimulainya, 
selama dan 
setelah 
pembukaan 
lahan untuk 

Tim Eksplorasi di 
Lokasi Proyek 
(EST) – Staf 
Lingkungan 

Angka kematian atau 
cidera satwa liar hidup 
adalah nol (terutama 
spesies yang sedikit 
bergerak) yang 
terperangkap di lokasi 

Anggaran 
kontraktor sipil 
dan infrastruktur 
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Kode  Jenis Dampak Sumber Dampak 

Langkah-langkah Pengelolaan Langkah-langkah Pemantauan 

Indikator Kinerja Utama Sumber Dana 
Rencana Pengelolaan Lokasi Periode 

Penanggung 
Jawab 

Rencana 
Pemantauan 

Lokasi Periode 
Penanggung 

Jawab  

pengembanga
n 

Infrastruktur  dan 
Well Pad  

- Pembatasan jam pengoperasian 
mobilisasi peralatan dan material. 
Perhatian harus diberikan pada 
pengoperasian di dekat area penduduk 
 

 Tidak ada spesies satwa liar yang 
diklasifikasikan sebagai dilindungi di area 
Proyek sebelum pembukaan dan persiapan 
lahan; dan 

 Jika ada spesies satwa liar yang 
diklasifikasikan sebagai dilindungi, satwa liar 
tersebut harus didaftar dan dipindahkan oleh 
Proyek ke tempat lain yang tidak akan 
terganggu oleh kegiatan Proyek. 

Persyaratan ESIA: 

 Pengurangan gangguan terhadap habitat, 
seperti agar tidak melewati tapak Proyek 
yang ditentukan; 

 Pelatihan pekerja konstruksi tentang 
tanggapan yang tepat bila menemui satwa 
liar yang mungkin terjadi di area Proyek; 

 Instruksi kepada pekerja konstruksi agar 
menahan diri untuk tidak mengusik satwa liar; 

 Instruksi kepada mandor konstruksi untuk 
menghentikan pekerjaan jika satwa besar 
atau yang menjadi perhatian konservasi 
memasuki area kerja; 

 Pembuangan limbah konstruksi dan pekerja 
secara benar untuk menghindari ketertarikan 
binatang terhadap sisa buangan makanan; 

 Memagari /memasang pagar papan pada 
area kerja untuk mencegah masuknya hewan 
dan meminimalkan dampak cahaya/ 
gangguan;  

 Melarang berburu dan menangkap satwa liar; 

 Membuat spanduk yang menginformasikan 
larangan perburuan satwa liar; dan 

 Berkolaborasi dengan Yayasan Burung 
Indonesia untuk melakukan pemantauan dan 
perlindungan spesifik terutama untuk spesies 
yang terancam punah dengan pemnyediaan 
rambu-rambu dan sosialisasi; 

 

makan. Kegiatan 
pemantauan harus 
dikombinasikan dengan 
pengamatan oleh tim 
pemantau dan/atau 
perjumpaan satwa tersebut 
dengan para pekerja. 

persiapan 
lokasi 

 Dua kali 
setahun 
selama 
kegiatan 
konstruksi. 

 

Proyek yang sedang 
berjalan. 

FAU002 Dampak 
terhadap 
spesies satwa 
liar yang 
sensitif 
selama 
pengeboran 

Pengeboran 
Eksplorasi 

Persyaratan UKL–UPL: 

Rencana pengelolaan hampir sama dengan 
dampak kebisingan, seperti: 

 Pemeliharaan mesin bor udara dan generator 
listrik secara berkala; 

 Memilih peralatan dengan fitur pengurang 
kebisingan dan cahaya; dan 

 Mengatur zona penyangga. 

Persyaratan ESIA: 

Semua area 
dalam radius 
100m dari tapak 

 Sebelum 
dimulainya 
pengeboran; 

 Selama 
pengeboran; dan 

 Pasca 
pengeboran. 

 

Tim Eksplorasi di 
Lokasi Proyek 
(EST) – Staf 
Lingkungan  

Pengamatan satwa hidup, 
terutama selama shift 
malam dan shift pagi, saat 
spesies diurnal (aktif di 
siang hari) dan nokturnal 
(aktif pada malam hari) 
sedang aktif mencari 
makan. Kegiatan 
pemantauan harus 
dikombinasikan dengan 
pengamatan oleh tim 
pemantau dan/atau 

Semua area dalam 
radius 100 m dari 
tapak. 

 Sebelum 
dimulainya, 
selama, dan 
setelah 
pengeboran; 

  Dua kali 
setahun 
selama 
aktivitas 
operasi. 

 

Tim Eksplorasi di 
Lokasi Proyek 
(EST) – Staf 
Lingkungan  

Angka kematian atau 
cidera satwa liar hidup 
adalah nol (terutama 
spesies yang sedikit 
bergerak) yang 
terperangkap di lokasi 
Proyek yang sedang 
berjalan. 

Anggaran 
kontraktor 
pengeboran 
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Kode  Jenis Dampak Sumber Dampak 

Langkah-langkah Pengelolaan Langkah-langkah Pemantauan 

Indikator Kinerja Utama Sumber Dana 
Rencana Pengelolaan Lokasi Periode 

Penanggung 
Jawab 

Rencana 
Pemantauan 

Lokasi Periode 
Penanggung 

Jawab  

 Memagari sekitar area kerja untuk mencegah 
masuknya hewan dan meminimalkan dampak 
cahaya/gangguan selama malam hari. 
Penggunaan pencahayaan tidak langsung 
menjadi alternatif jika pagar tidak layak; 

 Pemasangan penghalang keselamatan 
seperti pagar untuk menghindari kontak 
satwa liar dengan pipa panas, jika suhu 
melebihi tingkat aman; 

 Instruksi kepada mandor konstruksi untuk 
menghentikan pekerjaan jika satwa besar 
atau yang menjadi perhatian konservasi 
memasuki area kerja; 

 Pelatihan bagi pekerja, selama 
pengoperasian well pad, tentang respons 
yang tepat terhadap pertemuan dengan 
satwa liar yang mungkin terjadi di lokasi well 
pad;  

 Melarang berburu dan menangkap satwa liar; 

 Membuat spanduk yang menginformasikan 
larangan perburuan satwa liar; dan 

 Pelatihan untuk penghuni base camp tentang 
respons yang tepat bila bertemu dengan 
satwa liar yang mungkin terjadi dan instruksi 
kepada penghuni agar menahan diri untuk 
tidak mengusik satwa liar. 

perjumpaan satwa tersebut 
dengan para pekerja. 

FAU003 Dampak 
terhadap 
spesies satwa 
liar yang 
sensitif 
selama 
pengujian 
sumur 

Pengujian Sumur Sama seperti FAU002 Semua area 
dalam radius 
50m dari tapak 

 Sebelum 
dimulainya 
pengujian sumur; 

 Selama 
pengujian sumur; 
dan 

 Pascapengujian 
sumur. 

Tim Eksplorasi di 
Lokasi Proyek 
(EST) – Staf 
Lingkungan  

Pengamatan satwa hidup, 
terutama selama shift 
malam dan shift pagi, saat 
spesies diurnal (aktif di 
siang hari) dan nokturnal 
(aktif pada malam hari) 
sedang aktif mencari 
makan. 

Semua area 
dalam radius 100 
m dari tapak. 

 Sebelum 
dimulainya, 
selama, dan 
setelah 
pengujian 
sumur 

 

Tim Eksplorasi di 
Lokasi Proyek 
(EST) – Staf 
Lingkungan  

Angka kematian atau 
cidera satwa liar hidup 
adalah nol (terutama 
spesies yang sedikit 
bergerak) yang 
terperangkap di lokasi 
Proyek yang sedang 
berjalan. 

Anggaran 
Pengujian Sumur 
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4.2 Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Sosial 

Tabel 4-2 Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Sosial  

Kode Jenis Dampak Sumber Dampak 

Langkah-langkah Pengelolaan Langkah-langkah Pemantauan 

Indikator Kinerja Utama Sumber Dana 
Rencana Pengelolaan Lokasi Periode 

Penanggung 

Jawab 
Rencana Pemantauan Lokasi Periode 

Penanggung 

Jawab 

DISP001 Dampak 
hilangnya 
lahan 
pertanian 

Pengadaan Tanah 
dan kompensasi   

Persyaratan ESIA: 

Land Acquisition and Resettlement Plan - LARAP 
awal telah dirancang untuk menggambarkan 
rencana/prosedur pelaksanaan pengadaan 
tanah, khususnya untuk proses pengadaan tanah 
Proyek. Dokumen ini akan diperlakukan sebagai 
dokumen yang dinamis dengan metode yang 
berpotensi diperbarui agar lebih sesuai dengan 
pengembangan selanjutnya dari Proyek 
Dokumen tersebut telah memasukkan 
rekomendasi untuk berkonsultasi dengan 
pemimpin adat setempat terkait dengan daerah-
daerah yang sensitif secara budaya, juga 
berkoordinasi dengan instansi pemerintah 
mengenai batas kawasan hutan di dekat rencana 
lokasi-lokasi fasilitas Proyek. 

Setelah lokasi dikonfirmasi, Proyek akan 
menyusun Rencana PengadaanTanah dan 
Pemukiman Kembali (LARAP) yang harus 
mencakup minimal sebagai berikut:  

 Data sosioekonomi masing-masing orang 
yang terkena dampak sebagai dasar untuk 
mengidentifikasi kerentanan terkait dengan 
hilangnya lahan pertanian; 

 Konsultasi lebih lanjut dengan masing-
masing Pemimpin Budaya/Kelompok 
Keluarga pemilik dari rencana lahan perlu 
dilakukan untuk memungkinkan pelepasan 
tanah, beserta pengungkapan dan konsultasi 
yang sesuai untuk semua orang yang terkena 
dampak terkait proses pengadaan tanah 
Proyek; 

 Memprioritaskan negosiasi willing buyer-
willing seller untuk sewa lahan atau 
pembelian lahan; 

 Kerangka kompensasi harus dirancang 
sesuai dengan peraturan Indonesia dan 
kebijakan upaya perlindungan Bank Dunia, 
guna memastikan kompensasi yang adil atas 
tanah, tanaman, bangunan, dan nilai 
penggantian; dan 

 Mekanisme Penanganan Keluhan (Grievance 
Redress Mechanism - GRM) yang harus 
ditetapkan agar seluruh kelompok orang yang 
terkena dampak dapat menyampaikan 
kekhawatiran dan keluhan mereka terkait 
dengan proses pengadaan tanah. 

Desa Wae Sano, 
Wae Lolos dan 
Golo Kondeng, 
Kecamatan Sano 
Nggoang, 
Kabupaten 
Manggarai Barat 

Selama proses 
pengadaan tanah  

 

 Tim 
Safeguard 
Unit 
Manajemen 
Proyek 
(PMU) - Ahli 
Sosial 

 Tim 
Eksplorasi di 
Lokasi 
Proyek (EST) 
– Staf 
Hubungan 
Masyarakat 

 

Melaporkan proses 
pengadaan tanah, 
termasuk: 

 Perkembangan 
kompensasi terhadap 
rencana kerja 
eksplorasi Proyek; 

 Catatan atau 
pendokumentasian 
konsultasi dan 
kompensasi; 

 Implementasi setiap 
langkah yang ditulis 
dalam rencana. 

 

Desa Wae Sano, 
Wae Lolos dan 
Golo Kondeng, 
Kecamatan Sano 
Nggoang, 
Kabupaten 
Manggarai Barat 

Minimal 1 (satu) 
kali selama 
proses 
pengadaan lahan 

 Tim 
Safeguard 
Unit 
Manajemen 
Proyek 
(PMU) - Ahli 
Sosial 

 Pengadaan tanah 
untuk Proyek ini sesuai 
dengan: 1) Undang-
undang dan Peraturan 
Indonesia yang berlaku 
untuk Skema 
Pengadaan Tanah 
Proyek Panas Bumi 
Waesano; dan 2) 
Persyaratan Bank 
Dunia OP 4.12 tentang 
Pemukiman Kembali 
Secara tidak Sukarela 
dirancang dan 
diimplementasikan 
sebagai pedoman 
pengadaan tanah; 

 Keseluruhan konsultasi 
dengan pemilik lahan 
dan proses 
pengungkapan, 
termasuk negosiasi 
dicatat; 

 Keseluruhan transaksi 
didokumentasikan 
dengan baik; 

 Penilaian tanaman dan 
lahan didefinisikan 
dengan pertimbangan 
kompensasi yang adil 
untuk tanah, tanaman, 
bangunan, dan 
hilangnya pendapatan 
berdasarkan harga 
pasar, dan pemulihan 
mata pencaharian. 

 

Biaya pengadaan 
tanah 

Nilai kompensasi 
harus ditentukan 
setelah penilaian 
aset oleh konsultan 
independen, dan 
disertifikasi oleh 
pemerintah (yaitu 
KJPP - Penilai 
Tanah). 

DIPS002 Gangguan 
terhadap mata 
pencaharian 
dan 
penghasilan 
masyarakat 

Pengadaan tanah 
dan kompensasi, 
pembangunan 
infrastruktur dan 
well pad, perbaikan 
jalan akses, dan 
mobilisasi 

Persyaratan UKL-UPL: 

 Konsultasi dengan orang-orang yang 
teridentifikasi terkena dampak dan pemimpin 
budaya (Tu’aGolo dan Anggota Wau) 
mengenai mekanisme kompensasi; 

Desa Wae Sano, 
Wae Lolos dan 
Golo Kondeng, 
Kecamatan Sano 
Nggoang, 

Selama proses 
pengadaan tanah  

Tim Eksplorasi di 
Lokasi Proyek 
(EST) – Staf 
Hubungan 
Masyarakat 

 

 Laporan implementasi 
program pemulihan 
mata pencaharian; dan 

 Catatan pelaksanaan 
mekanisme 
penanganan keluhan 

Desa Wae Sano, 
Wae Lolos dan 
Golo Kondeng, 
Kecamatan Sano 
Nggoang, 

Selama kegiatan 
eksplorasi 
Proyek 

 Tim 
Eksplorasi di 
Lokasi 
Proyek (EST) 
– Staf 

Laporan pemulihan mata 
pencaharian Proyek 
diterapkan pada 
persyaratan Bank Dunia 
OP 4.12 tentang 
Pemukiman Kembali 

Komponen 
anggaran 
pemulihan mata 
pencaharian harus 
ditetapkan sebagai 
bagian dari 
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Kode Jenis Dampak Sumber Dampak 

Langkah-langkah Pengelolaan Langkah-langkah Pemantauan 

Indikator Kinerja Utama Sumber Dana 
Rencana Pengelolaan Lokasi Periode 

Penanggung 

Jawab 
Rencana Pemantauan Lokasi Periode 

Penanggung 

Jawab 

peralatan dan 
material 

 

 

 Bantuan dalam penggunaan kompensasi; 

 Memprioritaskan orang-orang yang terkena 
dampak pengadaan tanah untuk menerima 
manfaat dari program pengembangan 
masyarakat. 

Persyaratan ESIA: 

Usulan LARAP untuk mengelola gangguan lebih 
lanjut terhadap mata pencaharian dan hilangnya 
pendapatan masyarakat, yang selaras dengan 
tujuan Bank Dunia: 

 Identifikasi pihak-pihak rentan yang terkena 
dampak Proyek berdasarkan data 
sosioekonomi untuk masing-masing pemilik 
lahan yang terkena dampak dan rumah 
tangga mereka; 

 Kompensasi untuk kerugian ekonomi atau 
pemindahan sesuai dengan Bank Dunia OP 
4.12 dengan perhatian khusus untuk 
memastikan bahwa pihak-pihak yang terkena 
dampak ekonomi, termasuk orang-orang 
yang rentan, menerima kompensasi yang 
berkaitan dengan dan mencerminkan 
hilangnya mata pencaharian atau akses ke 
sumber-sumber pendapatan; 

 Program pemulihan mata pencaharian bagi 
orang-orang yang rentan dan terkena 
dampak- program ini harus dirancang dan 
diimplementasikan sebagai bagian dari 
komitmen tanggung jawab sosial Proyek atau 
program pengembangan masyarakat untuk 
masyarakat yanglebih luas yang terkena 
dampak dalam area pengaruh atau AOI 
(program dapat mencakup kegiatan mata 
pencaharian alternatif untuk sumber 
pendapatan sekunder, penyediaan 
kesempatan kerja, dan pelatihan 
kejuruan/keterampilan terkait pertanian untuk 
meningkatkan pendapatan petani setempat 
atau bisnis yang terkena dampak); dan 

 Menyusun mekanisme penanganan keluhan 
(GRM) untuk memberikan kesempatan bagi 
anggota masyarakat, termasuk kelompok 
yang rentan, untuk menyampaikan 
keprihatinan dengan mereka dan 
mengajukan keluhan secara formal terkait 
proses pengadaan tanah. 

Kabupaten 
Manggarai Barat 

 dan perkembangan 
penyelesaian terhadap 
keluhan yang diterima. 

Kabupaten 
Manggarai Barat 

Hubungan 
Masyarakat 

Secara Tidak Sukarela, 
termasuk: 

 Data sosioekonomi 
masyarakat yang 
terkena dampak seperti 
mata pencaharian dan 
sumber alternatif, 
kerugian pendapatan 
dari pengadaan tanah 
Proyek; 

 Program pemulihan 
mata pencaharian 
orang-orang yang 
terkena dampak yang 
mengalami kehilangan 
pendapatan yang 
signifikan; 

  Laporan mekanisme 
penyampaian keluhan: 
pengungkapan, 
implementasi dan 
perkembangan/status 
penyelesaian untuk 
keluhan yang diterima. 

penilaian besaran 
kompensasi. 

Sensus sosial 
ekonomi untuk 
seluruh rumah 
tangga yang 
terkena dampak 
harus dilakukan 
sebagai bagian dari 
rincian Rencana 
Pengadaan Tanah 
dan Pemukiman 
Kembali (LARAP). 

 

 

DIPS003 Sengketa 
tanah 

Pengadaan tanah 
dan kompensasi  

Persyaratan UKL-UPL: 

 Konsultasi lebih lanjut mengenai mekanisme 
kompensasi yang paling tepat untuk sewa 
lahan dan prosesnya; 

 Memastikan formulir persetujuan dari orang-
orang yang terkena dampak; 

 Memastikan transparansi dalam proses 
pengadaan termasuk metode untuk 
penentuan nilai kompensasi. 

Persyaratan ESIA: 

Desa Wae Sano, 
Wae Lolos dan 
Golo Kondeng, 
Kecamatan Sano 
Nggoang, 
Kabupaten 
Manggarai Barat 

Selama proses 
pengadaan tanah  

Tim Eksplorasi di 
Lokasi Proyek 
(EST) – Staf 
Hubungan 
Masyarakat 

 

 Catatan dan 
dokumentasi proses 
konsultasi yang 
dilakukan selama 
proses pengadaan 
tanah; 

 Catatan pelaksanaan 
mekanisme 
penanganan keluhan 
dan progres 
penyelesaiannya; 

Desa Wae Sano, 
Wae Lolos dan 
Golo Kondeng, 
Kecamatan Sano 
Nggoang, 
Kabupaten 
Manggarai Barat 

Minimal 1 (satu) 
kali selama 
proses 
pengadaan tanah 

Tim Eksplorasi di 
Lokasi Proyek 
(EST) – Staf 
Hubungan 
Masyarakat 

 

 Laporan pemantauan 
pengadaan tanah 
Proyek yang diterapkan 
pada persyaratan Bank 
Dunia OP 4.12 tentang 
Pemukiman Kembali 
Secara Tidak Sukarela 

 Peta dan identifikasi 
pemilik tanah legal atau 
tradisional sebagai 
hasil konsultasi dengan 
tu’agolo dan tokoh 

Anggaran 
pengadaan tanah 
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Kode Jenis Dampak Sumber Dampak 

Langkah-langkah Pengelolaan Langkah-langkah Pemantauan 

Indikator Kinerja Utama Sumber Dana 
Rencana Pengelolaan Lokasi Periode 

Penanggung 

Jawab 
Rencana Pemantauan Lokasi Periode 

Penanggung 

Jawab 

 Memprioritaskan negosiasi willing buyer-
willing seller untuk sewa lahan atau 
pembelian lahan; 

 Konsultasi secara luas dengan tu'agolo dan 
pemimpin masyarakat lainnya untuk 
mengidentifikasi pemilik tanah legal atau 
tradisional; 

 Tim pemberdayaan masyarakat dan staf 
hubungan masyarakat secara langsung 
bertanggung jawab atas pengelolaan 
berbagai masalah masyarakat sepanjang 
umur Proyek; 

 Melakukan pencatatan secara terus menerus 
untuk memantau sengketa masyarakat dan 
tanggapan Proyek. 

 Mengembangkan dan mengungkapkan GRM 
masyarakat untuk memberikan kesempatan 
bagi anggota masyarakat untuk mengajukan 
keluhan secara formal terkait proses 
pengadaan tanah; dan 

 Jika ada sengketa tanah yang muncul dari 
Proyek, masalah-masalah akan ditangani 
melalui konsultasi lebih lanjut dengan 
pemimpin budaya dengan cara yang sesuai 
budaya. 

 Laporan pelaksanaan 
program 
pengembangan/hubun
gan masyarakat yang 
sejalan dengan upaya 
untuk mengelola 
masalah/urusan 
pengadaan tanah. 

 

masyarakat lainnya 
dibuat dan digunakan 
sebagai panduan untuk 
menyelesaikan 
sengketa tanah 

 Pengembangan 
masyarakat dan 
hubungan masyarakat 
yang bertanggung 
jawab mengelola 
masalah-masalah 
masyarakat 

 Catatan pemantauan 
sengketa masyarakat 
dan tanggapan proyek 
selalu diperbaharui 

 Telah dibuat sebuah 
mekanisme 
penanganan keluhan 
masyarakat untuk 
mengajukan 
pengaduan terkait 
dengan pengadaan 
tanah. 

ECON001 Kesempatan 
kerja dan 
peluang 
bisnis/berusa
ha bagi 
penduduk 
lokal 

Perekrutan tenaga 

kerja, perbaikan 

akses jalan, dan 

mobilisasi 

peralatan dan 

material, serta 

pembangunan 

infrastruktur dan 

well pad. 

 

Persyaratan UKL-UPL: 

 Memprioritaskan pekerja lokal sesuai dengan 
kualifikasi Proyek; 

 Koordinasi dengan agen tenaga kerja lokal 
dan pemerintah desa untuk proses rekrutmen 
lokal; 

 Transparansi proses untuk menghindari 
kecemburuan sosial antar anggota 
masyarakat; 

 Memastikan upah untuk pekerja lokal sesuai 
dengan peraturan yang berlaku; 

 Memberikan peluang bagi bisnis lokal dalam 
pengadaan barang dan jasa untuk 
mendukung kegiatan Proyek, termasuk 
layanan nonformal atau tidak langsung, 
misalnya jasa transportasi/sewa mobil, 
katering makanan dan homestay untuk 
pekerja. 

Persyaratan ESIA: 

 Menyusun Rencana Pengelolaan Tenaga 
Kerja (Labor Management Plan - LMP) 
sesuai dengan peraturan nasional dan 
regional yang berlaku, serta Kebijakan Upaya 
Perlindungan Bank Dunia dan Catatan 
Panduan Bank Dunia tentang Mengelola 
Risiko Dampak Merugikan terhadap 
Masyarakat dari adanya masuknya tenaga 
kerja Proyek sementara (Temporary Project 
Induced Labor Influx); 

Desa Wae Sano, 
Sano Nggoang, 
dan Pulau 
Nuncung, 
Kecamatan Sano 
Nggoang, 
Kabupaten 
Manggarai Barat 

 

 Selama proses 
rekrutmen 
tenaga kerja 

 Selama 
mobilisasi 
material dan 
peralatan 

 Selama 
pembangunan 
infrastruktur 
dan well pad 

Tim Eksplorasi di 
Lokasi Proyek 
(EST) – Staf 
Hubungan 
Masyarakat 

 

 Dokumentasi proses 
perekrutan tenaga 
kerja dan catatan 
jumlah dan komposisi 
pekerjaan lokal dan 
non-lokal 
(sebagaimana 
didefinisikan dan 
dikonsultasikan dengan 
pemangku kepentingan 
yang relevan, misalnya 
agen tenaga kerja 
daerah); 

 Pengumpulan data 
tentang potensi sumber 
daya material 
konstruksi yang dimiliki 
perorangan atau 
masyarakat serta 
layanan transportasi/ 
penyewaan mobil, 
katering makanan dan 
homestay terkait 
peluang bisnis dan 
keberadaan pekerja 
migran 

 

Desa Wae Sano, 
Sano Nggoang, 
dan Pulau 
Nuncung, 
Kecamatan Sano 
Nggoang, 
Kabupaten 
Manggarai Barat. 

 

 

 Setidaknya 
satu kali 
selama 
proses 
perekrutan 
tenaga kerja 

 Dua kali 
setahun 
selama 
mobilisasi 
material dan 
peralatan 

 Dua kali 
setahun 
selama 
pembanguna
n infrastruktur 
dan well pad  

 

Tim Eksplorasi di 
Lokasi Proyek 
(EST) – Staf 
Hubungan 
Masyarakat 

 Prosedur perekrutan 
yang transparan, jelas 
dan netral dirancang 
dan dilaksanakan oleh 
Proyek 

 Catatan tentang 
pengungkapan 
perekrutan 

 Jumlah pekerja lokal 
yang dipekerjakan 
berdasarkan kualifikasi 
proyek dan 
keterampilan yang 
diperlukan 

 Catatan tentang jumlah 
bisnis dan 
kewirausahaan baru 
dari masyarakat 
terutama dari 
masyarakat yang 
terkena dampak 
Proyek  

 

Rekrutmen tenaga 
kerja lokal dan 
kemitraan bisnis 
lokal dengan 
anggaran 
kontraktor Sipil dan 
Pengeboran. 

Pengembangan 
potensi bisnis lokal 
dengan anggaran 
Rencana 
Pengembangan 
Masyarakat 
(Community 
Development Plan 
-  CDP 
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Kode Jenis Dampak Sumber Dampak 

Langkah-langkah Pengelolaan Langkah-langkah Pemantauan 

Indikator Kinerja Utama Sumber Dana 
Rencana Pengelolaan Lokasi Periode 

Penanggung 

Jawab 
Rencana Pemantauan Lokasi Periode 

Penanggung 

Jawab 

 Mengembangkan prosedur perekrutan 
pekerja yang transparan, jelas dan netral 
yang diungkapkan secara tepat kepada 
masyarakat setempat; berkoordinasi dengan 
pemimpin atau pemerintah desa atau 
kecamatan; 

 Rencana pengembangan/pemberdayaan 
masyarakat untuk calon mitra bisnis lokal 
melalui (a) Konsultasi dengan bisnis lokal 
untuk mengidentifikasi kebutuhan dan potensi 
pengembangan; dan (b) Menerapkan 
serangkaian sesi pelatihan yang ditargetkan 
untuk meningkatkan kapasitas masyarakat 
guna menyediakan materi dan layanan yang 
dibutuhkan oleh Proyek; dan 

 GRM harus dirancang untuk memungkinkan 
semua kelompok orang yang terkena dampak 
dapat menyampaikan kekhawatiran dan 
keluhan mereka mengenai proses perekrutan 
pekerja Proyek. 

ECON002 Dampak 
Migrasi Masuk 
Akibat 
Kehadiran 
Proyek 
(Project 
Induced In 
Migration - 
PIIM) 

Persyaratan 
tenaga kerja dan 
ketentuan barang 
dan jasa 

Persyaratan ESIA: 

Dengan mempertimbangkan kebutuhan sejumlah 
kecil pekerja selama tahap eksplorasi Proyek, 
langkah-langkah mitigasi berikut dapat dilakukan 
sebagai bagian dari pengelolaan tenaga kerja 
Proyek, pengembangan masyarakat, dan 
rencana keterlibatan pemangku kepentingan: 

 Perencanaan pengurangan risiko PIIM, yang 
melibatkan keterlibatan yang efektif dan 
berkelanjutan dengan masyarakat setempat 
untuk mengoptimalkan kesempatan kerja dan 
usaha bagi penduduk setempat, sambil 
berkonsultasi dengan masyarakat mengenai 
estimasi PIIM, yang mencakup 
pengungkapan potensi manfaat dan risiko 
terkait dengan perubahan ini, sejalan dengan 
Catatan Panduan Bank Dunia tentang 
Pengelolaan Risiko Dampak Merugikan 
Terhadap Komunitas dari Temporary Project 
Induced Labor Influx; 

 Program pemberdayaan masyarakat untuk 
meningkatkan kapasitas mereka untuk 
menyerap manfaat tidak hanya dari Proyek 
tetapi juga potensi peluang ekonomi lainnya 
untuk meningkatkan mata pencaharian 
mereka; 

 Membangun koordinasi erat dalam strategi 
pemangku kepentingan, dan 
memasukkannya dalam rencana keterlibatan 
pemangku kepentingan Proyek (Stakeholder 
Engagement Plan - SEP), terutama bekerja 
sama secara erat dengan pemerintah desa 
untuk lebih memahami, jika ada potensi 
konflik sosial atau ketegangan yang dapat 
terjadi dengan kehadiran para pendatang; 
dan 

 Terkait dengan pengelolaan tenaga kerja, 
terutama mereka yang ditugaskan di camp 
pekerja, pengelolaan pekerja kontraktor perlu 

Desa Wae Sano, 
Sano Nggoang, 
dan Pulau 
Nuncung, 
Kecamatan Sano 
Nggoang, 
Kabupaten 
Manggarai Barat 

 

Selama 
keseluruhan tahap 
eksplorasi Proyek  

Tim Eksplorasi di 
Lokasi Proyek 
(EST) – Staf 
Hubungan 
Masyarakat 

 

Melaporkan data 
ketenagakerjaan 
(Monografi) dari desa dan 
Kecamatan. 

Desa Wae Sano, 
Sano Nggoang, 
dan Pulau 
Nuncung, 
Kecamatan Sano 
Nggoang, 
Kabupaten 
Manggarai Barat. 

 

Dua kali setahun 
selama 
keseluruhan 
tahap eksplorasi 
Proyek 

Tim Eksplorasi di 
Lokasi Proyek 
(EST) – Staf 
Hubungan 
Masyarakat 

Wajib merancang rencana 
keterlibatan pemangku 
kepentingan dan rencana 
pengelolaan kontraktor 
untuk menggabungkan 
perencanaan pengurangan 
risiko PIIM, yang 
melibatkan koordinasi erat 
dari strategi dan tindakan 
pemangku kepentingan 
serta komitmen anggaran 
berjalan.  

PIIM diimplementasikan 
dengan mengacu pada 
Catatan Panduan Bank 
Dunia tentang Mengelola 
Risiko Dampak Merugikan 
terhadap Masyarakat dari 
Temporary Project Induced 
Labor Influx. 

Anggaran 
kontraktor sipil dan 
pengeboran 
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Kode Jenis Dampak Sumber Dampak 

Langkah-langkah Pengelolaan Langkah-langkah Pemantauan 

Indikator Kinerja Utama Sumber Dana 
Rencana Pengelolaan Lokasi Periode 

Penanggung 

Jawab 
Rencana Pemantauan Lokasi Periode 

Penanggung 

Jawab 

diperkuat serta kebijakan dan prosedur 
kesehatan dan keselamatan kerja harus 
dipastikan memasukkan standar K3 
internasional untuk meminimalkan risiko 
penyebaran penyakit menular ke masyarakat 
setempat. 

ECON00

3 

Dampak 
positif 
terhadap 
pariwisata 

Kegiatan proyek Persyaratan ESIA: 

 Meminimalkan dampak dengan memberikan 
jalan akses ke jalur eksiting untuk 
pengamatan burung dekat Well Pad B (WSB); 
dan 

 GRM harus dirancang untuk memungkinkan 
semua kelompok orang yang terkena dampak 
dapat menyampaikan kekhawatiran dan 
keluhan mereka 

Dusun Wae 
Sano, Kecamatan 
Sano Nggoang, 
Kabupaten 
Manggarai Barat 

Selama 
keseluruhan tahap 
eksplorasi Proyek 

Tim Eksplorasi di 
Lokasi Proyek 
(EST) – Staf 
Hubungan 
Masyarakat 

Laporan keluhan Dusun Wae Sano, 
Kecamatan Sano 
Nggoang, 
Kabupaten 
Manggarai Barat 

Dua kali setahun 
selama 
keseluruhan fase 
eksplorasi 
Proyek 

Tim Eksplorasi di 
Lokasi Proyek 
(EST) – Staf 
Hubungan 
Masyarakat 

 Tidak ada gangguan 
signifikan terkadap 
ekowisata lokal 

 Semua keluhan telah 
diselesaikan/ditutup 

Anggaran 
kontraktor sipil dan 
pengeboran 

 

ECON00

4 

Gangguan 
terhadap 
ekowisata 
burung 

Pembangunan 
infrastruktur dan 
well pad serta 
kegiatan 
pengeboran  

Persyaratan UKL-UPL: 

 Konsultasi dan pengungkapan informasi yang 
memadai mengenai kegiatan Proyek bagi 
masyarakat lokal yang terlibat dalam bisnis 
ekowisata dan pemangku kepentingan 
terkait, seperti Yayasan Burung Indonesia 
sebelum pelaksanaan konstruksi dan 
pengeboran sumur;  

 Implementasi mekanisme penanganan 
Keluhan (GRM) terkait isu ekowisata; dan 

 Berkolaborasi dengan Yayasan Burung 
Indonesia untuk melakukan pemantauan dan 
perlindungan khususnya untuk spesies yang 
terancam punah dengan penyediaan rambu-
rambu dan sosialisasi.  

Persyaratan ESIA: 

 Pengelolaan lingkungan yang tepat untuk 
mengurangi kebisingan selama persiapan 
lahan dan pengeboran sumur; dan 

 Meminimalkan jumlah pencahayaan buatan 
yang digunakan di lokasi pad dan 
menggunakan pencahayaan terarah 
(pencahayaan menghadap ke bawah); dan 

 Melaksanakan Rencana Keterlibatan 
Pemangku Kepentingan dan Mekanisme 
Penanganan Keluhan 

Dusun Nunang, 
Desa Wae Sano, 
Kecamatan Sano 
Nggoang, 
Kabupaten 
Manggarai Barat 

 

Selama 
keseluruhan tahap 
eksplorasi Proyek  

Tim Eksplorasi di 
Lokasi Proyek 
(EST) – Staf 
Hubungan 
Masyarakat 

Laporan Rencana 
Keterlibatan Pemangku 
Kepentingan; 

- Mencatat keluhan; 
- Pengukuran kebisingan 

Dusun Nunang, 
Desa Wae Sano, 
Kecamatan Sano 
Nggoang 

Dua kali setahun 
selama 
keseluruhan 
tahap eksplorasi 
Proyek 

Tim Eksplorasi di 
Lokasi Proyek 
(EST) – Staf 
Hubungan 
Masyarakat 

 Konsultasi pemangku 
kepentingan dan 
masyarakat 
dilaksanakan dan 
dilaporkan; 

 Semua kasus keluhan 
diselesaikan/ditutup; 

 Tingkat kebisingan 
tidak melebihi baku 
mutu sesuai Keputusan 
Menteri Lingkungan 
Hidup No 48 tahun 
1996, tingkat 
kebisingan untuk 
kawasan perumahan 
(55 dBA) 

 

Anggaran 
kontraktor sipil dan 
pengeboran 

 

PH001 Dampak emisi 
debu dan 
gangguan 
kebisingan 
sementara 
terhadap 
kesehatan 
masyarakat 

Persiapan lahan, 
perbaikan jalan 
akses, mobilisasi 
peralatan dan 
material, serta 
pembangunan well 
pad dan kegiatan 
pengeboran 

Persyaratan ESIA: 

Merancang mekanisme penanganan keluhan 
yang dapat diakses oleh seluruh kelompok 
masyarakat untuk melaporkan masalah 
debu/emisi/kebisingan. Jika ada keluhan yang 
diterima, Proyek akan melakukan investigasi 
segera sebagai bagian dari prosedur 
penanganan keluhan. 

Area proyek dan 
rute transportasi 
yang melalui 
daerah 
pemukiman 

Selama persiapan 
lahan, perbaikan 
jalan akses, 
mobilisasi 
peralatan dan 
material, 
pembangunan 
sumur dan 
kegiatan 
pengeboran  

Tim Eksplorasi di 
Lokasi Proyek 
(EST) – Staf 
Hubungan 
Masyarakat 

 Pelaporan program 
kesehatan masyarakat 

 Mencatat tindakan 
pengelolaan debu 

 Catatan lalu lintas 

Persimpangan 
Jalan Trans Flores 
ke pintu masuk 
lokasi Proyek di 
Desa Wae Sano, 
Kecamatan Sano 
Nggoang 

Dua kali setahun 
selama 
persiapan lahan, 
perbaikan jalan 
akses, mobilisasi 
peralatan dan 
material, 
pembangunan 
sumur dan 
kegiatan 
pengeboran 

Tim Eksplorasi di 
Lokasi Proyek 
(EST) – Staf 
Hubungan 
Masyarakat 

 Telah disusun dan 
diimplementasikan 
Rencana Pengelolaan 
Lalu Lintas; 

 Rencana penanganan 
produksi debu telah 
disusun; 

 Mekanisme 
penanganan keluhan 
masyarakat (GRM) 
untuk memberikan 
kesempatan kepada 
masyarakat untuk 
secara formal 

Anggaran 
kontraktor sipil dan 
pengeboran 
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Kode Jenis Dampak Sumber Dampak 

Langkah-langkah Pengelolaan Langkah-langkah Pemantauan 

Indikator Kinerja Utama Sumber Dana 
Rencana Pengelolaan Lokasi Periode 

Penanggung 

Jawab 
Rencana Pemantauan Lokasi Periode 

Penanggung 

Jawab 

mengajukan 
pengaduan terkait 
proyek telah disusun 
dan diungkapkan, serta 
catatan tentang 
keluhan dan 
penyelesaian yang 
diterima telah tersedia. 

PH002 Paparan H2S 
dan 
dampaknya 
terhadap 
kesehatan 
masyarakat 

Pengujian sumur Persyaratan UKL-UPL: 

 Menyelamatkan masyarakat di sekitar area 
well pad bila H2S melebihi ambang; dan 

 Koordinasi dengan pusat kesehatan 
masyarakat Sano Nggoang untuk 
memberikan pengungkapan 
informasi/konsultasi dengan masyarakat lokal 
dan pemimpin desa mengenai kegiatan 
Proyek yang mungkin menghasilkan paparan 
H2S. 

Persyaratan ESIA: 

 Rencana Tanggap Darurat (Emergency 
Response Plan - ERP) harus mencantumkan 
proses untuk mengatasi kebocoran H2S yang 
tidak direncanakan; 

 ERP harus menyertakan langkah-langkah 
yang berlaku untuk siapa pun di area 
pengaruh atau AOI. Oleh karena itu, 
masyarakat luas harus dilibatkan selama 
proses perencanaan ERP; dan 

 ERP harus dikonsultasikan dan proses 
simulasi (simulation-drill) harus dilakukan 
dengan masyarakat terdekat untuk 
memastikan masyarakat mengetahui 
prosedur penyelamatan diri jika terjadi risiko 
yang tidak diinginkan. 

Well pad dan 
area sekitarnya 

Selama pengujian 
sumur  

Tim Eksplorasi di 
Lokasi Proyek 
(EST) – Staf 
Safety 

Pemantauan rutin H2S di 
setiap sumur selama 
pengeboran dan pengujian 
sumur; 

Melakukan pemantauan 
kualitas udara di 
pemukiman di dekat 
sumur; 

Mencatat keluhan 
masyarakat; 

Memastikan pengarahan 
keselamatan (safey 
briefing) secara berkala 
termasuk potensi bahaya 
H2S. 

 

 

Well pad dan area 
sekitarnya 

Inspeksi rutin 
selama 
pengujian sumur 
dan pelaporan 
dua kali setahun 

Tim Eksplorasi di 
Lokasi Proyek 
(EST) – Staf 
Safety 

 Kualitas Udara Ambien 
memenuhi standar 
yang berlaku 

 GRM yang efektif, 
termasuk catatan 
tentang keluhan yang 
diterima, dan 
penyelesaiannya 

 Tidak ada insiden 
dikarenakan paparan 
H2S oleh Proyek 

 Setiap keadaan darurat 
yang terjadi dan 
tindakan 
penyelesaiannya 
dicatat 

Anggaran 
Pengujian Sumur 

 

TTS001 Manajemen/pe
ngelolaan lalu 
lintas 
kendaraan 
dan truk rig 
pengeboran 
yang melewati 
koridor jalan 
eksisting dan 
pedesaan 

Mobilisasi 
peralatan dan 
material dan 
penutupan lokasi 

Persyaratan UKL-UPL dan ESIA: 

 Rencana Pengelolaan Konstruksi (CMP) 
harus dirancang sebelum konstruksi. 

 Penyusunan Rencana Pengelolaan 
Kendaraan & Lalu Lintas (Vehicle and Traffic 
Management Plan - VTMP) dan harus 
diimplementasikan di seluruh tahap 
eksplorasi proyek. 

 Kontraktor diwajibkan menerapkan dan 
mematuhi Rencana Pengelolaan Kendaraan 
& Lalu Lintas (VTMP) untuk segmen/ruas 
jalan yang terkena dampak. 

 TMP harus mencakup hal-hal berikut: 

- Koordinasi dengan instansi pemerintah 
terkait mengenai rute jalan yang terkena 
dampak; 

- Konsultasi publik tentang rencana 
penerapan mobilisasi peralatan dan 
material; 

- Kontraktor konstruksi menempatkan 
barikade/traffic cone sementara dan 

Sepanjang jalan 
Trans Flores dan 
jalan-jalan lokal 
(Werang - Sano 
Nggoang) 

 Selama 
pembukaan dan 
persiapan lahan, 
mobilisasi 
peralatan dan 
material, 
perbaikan jalan 
akses serta 
pembangunan 
infrastruktur dan 
well pad 

 Selama 
penutupan lokasi 
proyek  

Tim Eksplorasi di 
Lokasi Proyek 
(EST) – Staf 
Hubungan 
Masyarakat 

Pengamatan lalu lintas di 
persimpangan jalan dan 
area reseptor sensitif 
diakibatkan mobilisasi 
peralatan dan material; 

 

Sepanjang jalan 
Trans Flores dan 
jalan lokal (Werang 
- Sano Nggoang) 

 Pengamatan 
lalu lintas 
harian 

 Survei lalu 
lintas dua kali 
setahun, 
terutama pada 
periode puncak 
kegiatan 
Proyek selama 
mobilisasi 
peralatan dan 
material 

Tim Eksplorasi 
di Lokasi 
Proyek (EST) – 
Staf Hubungan 
Masyarakat 

 Tidak ada keluhan terkait 
lalu lintas; 

 Tidak ada kecelakaan 
lalu lintas yang 
disebabkan oleh 
kegiatan Proyek; 

 Tidak ada kemacetan 
lalu lintas dengan tingkat 
layanan jalan (V / C) ≤ 
0,7 

 Tidak ada kerusakan 
jalan dan infrastruktur 
(jembatan) dikarenakan 
melebihi indikator/ 
parameter berikut: 

- Lebar maksimal; 
- Panjang 

maksimal; dan 
- Sumbu terberat 

maksimal. 
 

Anggaran 
kontraktor sipil dan 
pengeboran 
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Kode Jenis Dampak Sumber Dampak 

Langkah-langkah Pengelolaan Langkah-langkah Pemantauan 

Indikator Kinerja Utama Sumber Dana 
Rencana Pengelolaan Lokasi Periode 

Penanggung 

Jawab 
Rencana Pemantauan Lokasi Periode 

Penanggung 

Jawab 

rambu penunjuk arah untuk menjaga jalur 
dari kedua arah selama jam sibuk; 

- Pijakan untuk konstruksi (staging) dan 
kendaraan yang tidak beroperasi harus 
sejauh mungkin dari reseptor (penerima 
dampak) sensitif; 

- Pemasangan barikade dan rambu-rambu 
keselamatan; 

- Pengenalan peengetahuan keselamatan 
untuk pengemudi kendaraan dan 
kontraktor konstruksi; 

- Penegakan ketat batas kecepatan 20 km 
per jam melalui jalan desa; dan 

- Tindakan disipliner dalam VTMP untuk 
pelanggaran lalu lintas untukProyek. 

 

TTS002 Risiko 
keselamatan 
pengguna 
jalan dan 
masyarakat 
yang berada 
di sepanjang 
jalan akses 

Mobilisasi 
peralatan dan 
material 

Persyaratan UKL-UPL dan ESIA: 

 Rencana Pengelolaan Kendaraan & Lalu 
Lintas (VTMP): pemasangan rambu lalu lintas 
di sepanjang jalan yang dilalui oleh lalu lintas 
Proyek, penetapan batas kecepatan untuk 
kendaraan Proyek saat melewati jalan desa 
atau saat berhadapan dengan kelompok 
pejalan kaki, penyediaan pelatihan 
mengemudi defensif untuk seluruh 
pengemudi, pembuatan jalur baru di area lalu 
lintas yang padat pejalan kaki, dan tindakan 
disipliner bagi pejalan kaki yang 
membahayakan;  

 Rencana Manajemen Keamanan (Safety 
Management Plan - SMP): penugasan 
personel keamanan lokasi, sistem identifikasi 
atau pencatatan lokasi, dan langkah-langkah 
untuk menghadapi pelanggar; 

 Program kampanye kesadaran keselamatan 
untuk masyarakat setempat; dan 

 Merancang Mekanisme Penanganan 
Pengaduan (GRM) yang dapat diakses oleh 
seluruh kelompok masyarakat untuk 
melaporkan masalah keamanan terkait 
dengan kegiatan Proyek. Jika ada keluhan 
yang diterima, Proyek akan melakukan 
investigasi segera sebagai bagian dari 
prosedur penyelesaian keluhan. 

Persimpangan 
Jalan Trans 
Flores ke pintu 
masuk lokasi 
proyek di Desa 
Wae Sano, 
Kecamatan Sano 
Nggoang 

Selama mobilisasi 
peralatan dan 
material  

Tim Eksplorasi di 
Lokasi Proyek 
(EST) – Staf 
Safety 

Laporan rencana lalu lintas 
(manajemen perjalanan, 
pelatihan keselamatan 
mengemudi, dokumentasi 
rambu-rambu lalu lintas) & 
laporan GRM. 

Persimpangan 
Jalan Trans Flores 
ke pintu masuk 
lokasi proyek di 
Desa Wae Sano, 
Kecamatan Sano 
Nggoang 

Dua kali setahun 
selama 
mobilisasi 
peralatan dan 
material 

Tim Eksplorasi di 
Lokasi Proyek 
(EST) – Staf 
Safety 

 Tidak ada kecelakaan 
lalu lintas yang 
disebabkan oleh 
kegiatan proyek; 

 Rencana Pengelolaan 
Lalu Lintas (TMP) telah 
disusun dan 
diimplementasikan 

 Program kesadaran 
keselamatan 
diterapkan 

o Penggunaan helm 

untuk pengendara 

sepeda motor 

o Memberlakukan 

batas kecepatan 

o Lintasan 

penyeberangan 

khusus 

Anggaran 
kontraktor sipil dan 
pengeboran 

 

AMEN001 Dampak 
terhadap 
kualitas akses 
jalan umum 
dan akses 
masyarakat 

Perbaikan jalan 
akses 

Persyaratan ESIA: 

 Memastikan pemeliharaan berkelanjutan 
kualitas jalan akses, berkoordinasi dengan 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang, termasuk pemeriksaan rutin setiap 
kerusakan yang dapat memicu insiden lalu 
lintas atau debu ekstrim yang akan 
berdampak pada kesehatan dan keselamatan 
penduduk setempat dan pengguna jalan 
umum; dan 

 Koordinasi dengan instansi pemerintah 
terkait, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang, sebelum proses  perbaikan 
jalan untuk memastikan keselarasan dengan 
perencanaan pengembangan daerah dan 
pemeliharaan jalan di masa depan. 

Wilayah proyek 
dan rute 
transportasi yang 
melalui daerah 
pemukiman 
Kabupaten 
Manggarai 

Selama 
keseluruhan tahap 
eksplorasi, 
khususnya selama 
mobilisasi 
peralatan dan 
material, 
pembangunan well 
pad dan 
infrastruktur 
pendukung  

Tim Eksplorasi di 
Lokasi Proyek 
(EST) – Staf 
Hubungan 
Masyarakat 

Pemeriksaan dan 
pemeliharaan jalan secara 
berkala untuk menghindari 
gangguan jalan 

Area Proyek dan 
rute transportasi 
yang melintasi 
daerah pemukiman 
Kabupaten 
Manggarai Barat 

Dua kali setahun 
selama 
keseluruhan 
tahap eksplorasi 
Proyek 

Tim Eksplorasi di 
Lokasi Proyek 
(EST) – Staf 
Hubungan 
Masyarakat 

 Tidak ada keluhan dari 
masyarakat terkait 
kualitas jalan yang 
akan dilalui oleh 
mobilisasi kendaraan 
Proyek; 

 Mekanisme 
Penanganan Keluhan 
yang efektif untuk 
menyelesaikan semua 
keluhan 

Anggaran 
kontraktor sipil  
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Kode Jenis Dampak Sumber Dampak 

Langkah-langkah Pengelolaan Langkah-langkah Pemantauan 

Indikator Kinerja Utama Sumber Dana 
Rencana Pengelolaan Lokasi Periode 

Penanggung 

Jawab 
Rencana Pemantauan Lokasi Periode 

Penanggung 

Jawab 

VIS001 Dampak visual 
selama 
persiapan dan 
pengembanga
n 

Pembukaan dan 
persiapan lahan, 
mobilisasi 
peralatan dan 
material, perbaikan 
jalan akses serta  
pembangunan 
infrastruktur dan 
well pad 

Persyaratan ESIA: 

 Pertimbangan wilayah dengan nilai yang 
penting bagi pariwisata selama pemilihan 
lokasi (lihat Bagian 6.7 Pemetaan Tematik 
dan Sensitivitas); 

 Mempertimbangkan penanaman 
pohon/semak di sekitar komponen-komponen 
Proyek; 

 Meminimalkan dampak visual selama desain 
rute saluran pipa; 

 Mempertahankan desain saluran pipa dan rig 
pengeboran, warna dan struktur material agar 
tetap kompatibel/sesuai dengan kondisi 
alami, jika memungkinkan dan dapat 
dilakukan; 

 Menyimpan material galian jauh dari 
pemukiman dan jalan eksisting; 

 Area penyimpanan limbah sementara yang 
bersih dan rapi; 

 Menyediakan pembuangan limbah yang 
tepat; 

 Pengelolaan lokasi konstruksi untuk 
memastikan alat berat tetap berada di area 
yang ditentukan; 

 Sosialisasi kepada masyarakat mengenai 
komponen dan kegiatan Proyek; dan 

 Memastikan pemulihan kembali lokasi 
dilakukan dengan mengacu pada kondisi 
awal dan penggunaan lahan sebelumnya dari 
area yang terkena dampak atau alternatif 
yang dipilih oleh pemilik tanah setelah 
selesainya kegiatan sesuai persetujuan 
kedua belah pihak. 

Fasilitas proyek 
terdekat dengan 
reseptor/penerim
a dampak sensitif 
yang 
teridentifikasi 

 Selama 
pembukaan 
dan persiapan 
lahan, 
mobilisasi 
peralatan dan 
material, 
perbaikan jalan 
akses serta 
pembangunan 
infrastruktur 
dan well pad 
  

 Selama 
pengeboran  

 Tim Eksplorasi 
di Lokasi 
Proyek (EST) 
– Staf 
Hubungan 
Masyarakat 

Mengobservasi dan 
mencatat/ 
mendokumentasikan 
kegiatan housekeeping 
selama kelangsungan 
Proyek 

Mencatat umpan balik dan 
keluhan Masyarakat 

Fasilitas proyek 
terdekat dengan 
reseptor sensitif 
yang teridentifikasi 

 Selama 
pembukaan 
dan persiapan 
lahan, 
mobilisasi 
peralatan dan 
material, 
perbaikan jalan 
akses serta 
pembangunan 
infrastruktur 
dan well pad 

 
 Selama 

pengeboran  

Tim Eksplorasi 
di Lokasi 
Proyek (EST) – 
Staf Hubungan 
Masyarakat 

Tidak ada perubahan visual 
yang signifikan; 

Tidak ada keluhan 
masyarakat. 

Anggaran 
kontraktor sipil dan 
pengeboran 

 

SOC001 Gangguan 
terhadap Nilai, 
Norma, dan 
Praktik 
Budaya Lokal, 
serta 
Perubahan 
Persepsi 
Masyarakat 

Keseluruhan 
kegiatan Proyek   

Persyaratan UKL-UPL dan ESIA: 

 Mengembangkan dan menerapkan Rencana 
Keterlibatan Pemangku Kepentingan (SEP) 
yang mencakup keterlibatan dan konsultasi 
pemangku kepentingan yang berkelanjutan, 
tidak hanya di tingkat makro/regional dengan 
pemerintah, tetapi juga di tingkat lokal 
dengan kelompok budaya dan masyarakat 
setempat; 

 Pengungkapan informasi mengenai 
mekanisme pengadaan tanah, pekerjaan dan 
peluang usaha secara luas bagi masyarakat 
setempat dalam area pengaruh/AOI Proyek, 
beserta informasi tentang kegiatan Proyek, 
sebagai bagian dari SEP; 

 Menyediakan pengenalan dasar/pelatihan 
yang tepat untuk seluruh pekerja tentang 
budaya dan kebiasaan setempat, dan 
mendorong apresiasi pekerja terhadap 
budaya-budaya ini, sebagai bagian dari Tata 
Perilaku Proyek; dan 

Desa Wae 
Sano, Wae 
Lolos, Golo 
Kondeng, Sano 
Nggoang, dan 
Pulau 
Nuncung, 
Kecamatan 
Sano 
Nggoang, 
Kabupaten 
Manggarai 
Barat 

 

Selama kseluruhan 

tahap eksplorasi 

Proyek  

Tim Eksplorasi di 

Lokasi Proyek 

(EST) – Staf 

Hubungan 

Masyarakat 

 Mencatat pelatihan 
terkait; 

 Mencatat keluhan dan 
umpan balik 
masyarakat; 

 Memantau dan 
memastikan penerapan 
rencana keterlibatan 
Pemangku 
Kepentingan 

Desa Wae 
Sano, Wae 
Lolos, 
GoloKondeng, 
Sano Nggoang, 
dan Pulau 
Nuncung, 
Kecamatan 
Sano Nggoang, 
Kabupaten 
Manggarai 
Barat 

 Minimal 1 
(satu) kali 
selama 
pengadaan 
tanah dan 
kebutuhan 
kegiatan 
tenaga kerja; 

 Dua kali 
setahun 
selama 
keseluruhan 
tahap 
eksplorasi 
Proyek 

Tim Eksplorasi 

di Lokasi Proyek 

(EST) – Staf 

Hubungan 

Masyarakat 

 Pekerja lokal sedapat 
mungkin lebih 
diutamakan untuk 
dipekerjakan 
ketimbang pekerja non-
lokal; 

 Penyusunan tata tertib 
sosial untuk tenaga 
kerja Proyek, dan 
menjadwalkan sesi 
pengenalan tata tertib 
bagi pekerja; 

 Mekanisme 
penanganan keluhan 
masyarakat (GRM) 
untuk memberikan 
kesempatan kepada 
masyarakat untuk 
secara formal 
mengajukan 
pengaduan terkait 
proyek telah disusun 
dan diungkapkan, serta 

Anggaran 
kontraktor sipil dan 
pengeboran 
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Kode Jenis Dampak Sumber Dampak 

Langkah-langkah Pengelolaan Langkah-langkah Pemantauan 

Indikator Kinerja Utama Sumber Dana 
Rencana Pengelolaan Lokasi Periode 

Penanggung 

Jawab 
Rencana Pemantauan Lokasi Periode 

Penanggung 

Jawab 

 Mengembangkan GRM Masyarakat untuk 
memberikan kesempatan kepada masyarakat 
untuk mengajukan keluhan secara formal 
terkait dengan perilaku tenaga kerja Proyek 
atau isu-isu terkait sosial lainnya. 

catatan tentang 
keluhan dan 
penyelesaian yang 
diterima telah tersedia; 

 Sosialisasi kepada 
masyarakat tentang 
kegiatan Proyek ttelah 
dilakukan dan dicatat; 
dan 

 Program keterlibatan 
pemangku kepentingan 
dengan memasukkan 
perencanaan 
pengurangan risiko 
PIIM telah dibuat dan 
diimplementasikan 

SOC002 Dampak 
terhadap 
Cagar Budaya 

Persiapan dan 

pembukaan lahan, 

serta 

pembangunan well 

pad dan 

infrastruktur 

pendukung 

Persyaratan ESIA: 

Langkah-langkah yang disarankan berikut ini 
harus disertakan dalam rencana pengelolaan 
cagar budaya: 

 Konsultasi dengan pemimpin budaya dan 
suku keluarga dari pemilik lahan yang 
terkena dampak, mengenai proses untuk 
menghindari area budaya yang signifikan, 
atau jika penghindaran tidak dimungkinkan, 
konsultasikan cara-cara yang dapat diterima 
secara budaya untuk merelokasi objek-objek 
budaya yang diidentifikasi dalam lokasi 
fasilitas proyek yang diajukan. Selain itu, 
konsultasi harus dilakukan terkait rencana 
Proyek untuk menggunakan air Danau Sano 
Nggoang untuk keperluan pengeboran 
sumur. Konsultasi ini harus dimulai lebih awal 
selama proses desain Proyek sedang 
berlangsung, sebelum proses pengadaan 
tanah; 

 Penggunaan peta sensitivitas dalam 
menentukan lokasi well pad dan 
mengkonfirmasikan deskripsi/proses Proyek 
termasuk pengambilan air danau untuk 
pengeboran sumur; dan 

 Konsultasi dan koordinasi lebih lanjut dengan 
lembaga budaya regional dan universitas 
setempat untuk mengidentifikasi pemetaan 
lanskap budaya lengkap dari daerah tersebut, 
untuk mengkonfirmasi hasil pemetaan 
sensitivitas dan mengidentifikasi potensi 
gangguan akses ke situs budaya; dan 

 Pengembangan prosedur penemuan tak 
terduga peninggalan budaya yang harus 
dipahami oleh para kontraktor dan pekerja 
Proyek. 

Desa Wae Sano 

dan Desa Sano 

Nggoang, 

Kecamatan Sano 

Nggoang, 

Kabupaten 

Manggarai Barat. 

 Selama 
pengembangan 
sumur 

 Konstruksi 
infrastruktur 
pendukung  

Tim Eksplorasi 
di Lokasi 
Proyek (EST) 
– Staf 
Hubungan 
Masyarakat 

Memantau dan 

memastikan penerapan 

Prosedur Penemuan Tak 

Terduga 

Mencatat keluhan dan 

umpan balik komunitas. 

Desa Wae Sano 

dan Desa Sano 

Nggoang, 

Kecamatan Sano 

Nggoang, 

Kabupaten 

Manggarai Barat 

Pemantauan rutin 

selama persiapan 

lahan dan 

pengembangan 

sumur 

Pelaporan dua 

kali setahun 

selama 

pengembangan 

sumur dan 

pembangunan 

infrastruktur 

pendukung 

Tim Eksplorasi 
di Lokasi 
Proyek (EST) – 
Staf Hubungan 
Masyarakat 

 Pemetaan Cagar 
Budaya Sano Nggoang 
di dalam area 
pengaruh (area of 
influence) Proyek 
tersedia 

 Tidak ada gangguan 
atau pembangunan di 
dekat benda-benda 
cagar budaya 

 Prosedur Penemuan 
Tak Terduga 
diimplementasikan 

 Umpan balik GRM dan 
komunitas lainnya 
dikumpulkan dan 
dilaporkan 

Anggaran 
kontraktor sipil dan 
pengeboran 

 

 

LOHS001 Potensi 
Pelanggaran 
Hak Pekerja  
dan Kondisi 
Kerja 

Perekrutan dan 

pengelolaan 

tenaga kerja 

Persyaratan ESIA: 

 Penyusunan Peraturan Perusahaan 
(Rencana Pengelolaan Ketenagakerjaan 
(LMP); 

Area lokasi 

Proyek 

Selama kegiatan 

Proyek 

 Tim Eksplorasi 
di Lokasi 
Proyek (EST) 
– Staf 

Memantau pelaksanaan 

Rencana Pengelolaan 

Tenaga Kerja; 

Inspeksi kondisi kerja 

Area lokasi Proyek Pemeriksaan 

rutin dan 

pelaporan dua 

kali setahun  

selama 

Tim Eksplorasi 
di Lokasi 
Proyek (EST) – 
Staf Hubungan 
Masyarakat 

 Peraturan perusahaan 
dan buku pegangan 
karyawan telah ada 
sesuai dengan 
peraturan yang 

Anggaran 
kontraktor sipil dan 
pengeboran 
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Kode Jenis Dampak Sumber Dampak 

Langkah-langkah Pengelolaan Langkah-langkah Pemantauan 

Indikator Kinerja Utama Sumber Dana 
Rencana Pengelolaan Lokasi Periode 

Penanggung 

Jawab 
Rencana Pemantauan Lokasi Periode 

Penanggung 

Jawab 

 Kondisi kerja dan syarat pekerjaan mencakup 
aspek-aspek seperti upah dan manfaat, jam 
kerja, pengaturan lembur dan kompensasi 
lembur, istirahat, hari rehat dan cuti sakit, 
bersalin, cuti atau liburan; 

 Memelihara dan meningkatkan hubungan 
pekerja-manajemen untuk mendorong 
perlakuan yang adil, kesetaraan jender; non 
diskriminasi dan kesempatan kerja yang 
setara, dan memungkinkan mekanisme 
penanganan pengaduan bagi pekerja; dan 

 Akan ada pencantuman dalam persyaratan 
kontrak untuk seluruh kontraktor dan 
pemasok bahwa mereka akan sepenuhnya 
mematuhi Undang-Undang dan peraturan 
pemerintah Indonesia dan LMP. 

Hubungan 
Masyarakat 

keseluruhan 

tahap eksplorasi 

Proyek 

berlaku, juga standar 
Internasional 

 Pelatihan dan 
pengenalan dasar bagi 
pekerja tentang 
peraturan perusahaan 
dan buku pegangan 
karyawan telah 
diberikan dan 
didokumentasikan 

 Mencatat kegiatan 
sumber daya manusia 
yang diamati dalam 
Peraturan Perusahaan 
atau Buku Pedoman 
Karyawan, termasuk: 

o Pelatihan 

o Keluhan karyawan 

o Organisasi buruh, 

jika ada 

 Ketentuan lain yang 
diperlukan dalam 
dokumen 

LOHS002 Risiko K3 Keseluruhan 

aktivitas Proyek   

Persyaratan UKL-UPL: 

 Memastikan sistem K3 sesuai dengan: 

- Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05 
tahun 1996 tentang Penerapan Sistsem 
manajemen Kesehatan dan Keselamatan 
Kerja; 

- Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 03 
tahun 1998 tentang Tata cara Pelaporan 
dan Pemeriksaan Kecelakaan; dan 

- Standar Kompetensi Kerja Nasional 
Indonesia/SKKNI Sektor Migas dan 
Panas Bumi tentang Pengeboran Darat 
sebagai Keputusan Menteri Tenaga Kerja 
No. 241 tahun 2007. 

 Menyusun Rencana untuk Lokasi yang 
spesifik terkait Kesehatan dan Keselamatan 

Persyaratan ESIA: 

Menyiapkan Rencana Kesehatan & Keselamatan 

Kerja (K3), selaras dengan tujuan kebijakan 

upaya perlindungan Bank Dunia: 

 Penyediaan tindakan preventif dan protektif, 
termasuk modifikasi, substitusi, atau 
penghapusan kondisi atau zat berbahaya;  

 Menyediakan tim pencegahan dan 
kesiapsiagaan tanggap darurat dan 
pengaturan respons, terutama pada lokasi 
dengan risiko paparan tinggi; 

 Menyediakan bagi pekerja lembar fakta atau 
informasi lain yang tersedia tentang 
komposisi kimia dari cairan yang mungkin 
bersinggungan, baik dalam fase cair maupun 
gas, dengan penjelasan tentang potensi 

Area lokasi 
Proyek dan 
lokasi terdekat 
yang memiliki 
potensi risiko 
kecelakaan kerja 

Selama 
keseluruhan tahap 
eksplorasi  

 Tim Eksplorasi 
di Lokasi 
Proyek (EST) 
– Staf Safety 

Mewajibkan Laporan 
Lingkungan, Keamanan & 
Kesehatan, laporan 
mingguan dan bulanan; 
Laporan Tanggap Darurat; 
Laporan Jam Kerja dan 
Tenaga Kerja; dan 
Laporan Insiden dan 
Investigasi Kecelakaan. 

Area lokasi Proyek 
dan lokasi terdekat 
yang memiliki 
risiko kecelakaan 
kerja 

Pemeriksaan 
rutin dan 
pelaporan dua 
kali setahun 
selama 
keseluruhan 
tahap eksplorasi 
Proyek 

 

 Tim Eksplorasi 
di Lokasi 
Proyek (EST) – 
Staf Hubungan 
Masyarakat 

 Prosedur K3 telah 

tersedia 

 Program pengenalan 

dasar dan pelatihan bagi 

pekerja tentang tindakan 

K3, termasuk program 

penyegaran rutin, 

disampaikan kepada 

seluruh pekerja 

 Materi pelatihan K3 dan 

jumlah pekerja yang 

berpartisipasi dalam 

pelatihan 

 Program kesadaran 

akan H2S untuk pekerja 

diimplementasikan, 

misalnya melalui poster 

dan toolbox meeting 

berkala 

 Penggunaan APD oleh 

seluruh pekerja 

 ERP tersedia dan 

disosialisasikan kepada 

pekerja, misalnya 

melalui poster dan 

toolbox meeting berkala 

 Laporan K3 mingguan 

dan bulanan 

 Catatan untuk setiap 

insiden yang terjadi dan 

tindakan 

penyelesaiannya - tidak 

Anggaran 
kontraktor sipil dan 
pengeboran 
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Kode Jenis Dampak Sumber Dampak 

Langkah-langkah Pengelolaan Langkah-langkah Pemantauan 

Indikator Kinerja Utama Sumber Dana 
Rencana Pengelolaan Lokasi Periode 

Penanggung 

Jawab 
Rencana Pemantauan Lokasi Periode 

Penanggung 

Jawab 

implikasi bagi kesehatan dan keselamatan 
manusia; 

 Pelatihan bagi pekerja tentang kesadaran 
terhadap bahaya umum, bahaya spesifik di 
lokasi, praktik kerja yang aman, dan prosedur 
tanggap darurat; 

 Dokumentasi dan pelaporan kecelakaan 
kerja, penyakit, dan insiden 

 Selain itu, menerapkan Langkah-Langkah 
Pengelolaan K3 yang terperinci 
(sebagaimana dibahas dalam ESIA Bagian 
8.10.3). 

ada risiko insiden dan 

cedera. 
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Gambar 4-1 Lokasi Pengelolaan Lingkungan dan Sosial   
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Gambar 4-2 Lokasi Pemantauan Lingkungan dan Sosial   
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5. Garis Besar ESMP 

Keberhasilan penerapan EMSP dan rencana pengelolaan lingkungan selanjutnya tergantung pada penyusunan 

sejumlah prosedur lingkungan, dan pencantuman pertimbangan-pertimbangan lingkungan ke dalam sejumlah 

komponen operasional Proyek. Rencana pengelolaan dan prosedur yang akan diterapkan untuk Proyek akan 

disusun dalam dokumen terpisah, dan akan dimasukkan dalam kontrak pekerjaan sipil, sehingga kontraktor 

menyiapkan rencana-rencana ini pada skala waktu yang ditentukan. 

Kontraktor yang terpilih harus melengkapi kajian risiko pekerjaan mereka untuk mengidentifikasi bahaya yang 

terkait dengan tugas-tugas/kegiatan-kegiatan serta metoda pengendalian atau pencegahannya dalam bentuk 

Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial Kontraktor (CEMP), prosedur dan instruksi kerja dan 

menyampaikannya kepada Tim Pengelola Proyek untuk mendapatkan persetujuan sebelum pekerjaan dimulai. 

Garis besar dari setiap dokumen dijelaskan sebagai berikut: 

5.1 Rencana Pengelolaan Kualitas Udara  

Tujuan dari Rencana Pengelolaan Kualitas Udara (Air Quality Management Plan - AQMP) adalah:  

 Meminimalkan dampak terhadap kualitas udara dari lokasi Proyek; 

 Memastikan pengelolaan kualitas udara dan sasaran proyek di seluruh tahap terpenuhi; dan 

 Sebagai indikator kinerja untuk pemantauan pengambilan sampel udara dan kualitas udara. 

AQMP mencakup:  

 Identitas Pelaksana Proyek; 

 Peran dan identitas penanggung jawab untuk rencana ini; 

 Langkah-langkah pengendalian untuk emisi konstruksi umum: 

o Seluruh persyaratan UKL-UPL 

o Emisi gas buang dari peralatan off-road dan on-road yang beroperasi di lokasi, termasuk truk, 

ekskavator, generator diesel atau peralatan mesin lainnya, akan dikendalikan oleh kontraktor 

dengan memastikan bahwa emisi diminimalisir melalui pemeliharaan mesin secara berkala untuk 

memenuhi standar emisi yang relevan; 

o Strategi pemilihan kendaraan untuk mempertimbangkan dampak pada total emisi; 

o Memastikan bahwa mesin seluruh kendaraan dan mesin di lokasi tidak dibiarkan hidup bila tidak 

diperlukan; 

o Jadwal pergerakan kendaraan dan jumlah kendaraan yang sedang lalu-lalang dtentukan waktunya 

untuk membatasi emisi yang dihasilkan; 

o Mesin dan peralatan yang akan digunakan dalam proyek sesuai dengan standar desain kinerja yang 

diakui; 

o Personil yang bekerja di lapangan harus menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai setiap 

saat; dan 

o Melakukan pemantauan kualitas udara di area perbatasan permukiman terdekat. 

 

 Langkah-langkah pengendalian untuk debu fugitive: 

o Meminimalkan jumlah bahan galian di lokasi; 

o Untuk volume timbunan material yang dapat ditangani, geotekstil dapat digunakan untuk menutupi 

timbunan tanah guna mencegah timbulnya erosi dan debu akibat angin; 

o Fasilitas pencucian kendaraan disediakan untuk meminimalkan jumlah deposit di jalan umum; 

o Membatasi ketinggian dari bahan yang diturunkan, sejauh memungkinkan, untuk meminimalkan 

debu fugitive yang timbul dari pembongkaran/pemuatan; 

o Stasiun semprot untuk melembabkan muatan dan menghindari tumpahan debu; 
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o Penundaan sementara aktivitas penanganan material selama kejadian angin kencang; 

o Pertimbangan lokasi penimbunan sebagai tempat penyimpanan sementara terkait lokasi penerima 

dampak yang sensitif dan angin besar; 

o Sedapat mungkin menghindari penanganan ganda material; 

o Pengawas lapangan bertanggung jawab memantau kondisi dan menyesuaikan frekuensi 

penyiraman; dan 

o Menutup/melakukan penanaman kembali dengan tumbuhan lokal dari pekerjaan tanah akhir 

sesegera mungkin setelah pekerjaan selesai 

 

 Langkah-langkah pengendalian untuk pengeboran eksplorasi: 

o Emisi gas buang dari rig pengeboran akan dikendalikan oleh kontraktor dengan memastikan bahwa 

emisi diminimalkan melalui pemeliharaan mesin secara berkala untuk memenuhi standar emisi yang 

relevan; 

o Strategi pemilihan rig pengeboran dengan mempertimbangkan dampak pada total emisi; dan 

o Rig pengeboran yang digunakan dalam Proyek harus sesuai dengan standar desain kinerja yang 

diakui. 

 

 Langkah-langkah pengendalian untuk pengujian sumur: 

o Keharusan merencanakan waktu pengujian sumur vertikal berdasarkan kondisi cuaca (angin 

berkecepatan rendah); dan 

o Memastikan implementasi well integrity untuk menghindari kebocoran. 

 

 Jadwal untuk pemantauan kualitas udara. 

5.2 Rencana Pengelolaan Kebisingan 

Tujuan dari Rencana Pengelolaan Kebisingan (NMP) adalah untuk meminimalkan dampak kebisingan dari 

kegiatan konstruksi dan operasi Proyek. 

NMP mencakup:  

 Identitas Pelaksana Proyek; 

 Peran dan identitas penanggung jawab untuk rencana ini; 

 Langkah-langkah pengendalian untuk emisi konstruksi umum: 

o Bila konstruksi di Well pad WS-B tidak mungkin dihindari, dipasang dinding penghalang kebisingan 

yang memadai untuk mengurangi kebisingan yang menyebar ke pemukiman terdekat yaitu Dusun 

Nunang; 

o Membatasi jam pengoperasian peralatan atau operasi tertentu yang menimbulkan suara keras. 

Harus diperhatikan pengoperasian di dekat area pemukiman;  

o Membatasi paparan pekerja yang menangani peralatan yang berisik dan bergetar; 

o Kegiatan konstruksi harus dibatasi pada siang hari, meskipun pada keadaan tertentuperlu ada 

penjadwalan kegiatan operasi pada malam hari; 

o Penggunaan pagar papan/penghalang kebisingan sementara, bila kegiatan yang bising harus 

dilakukan di dekat penerima yang sensitif; 

o Mengharuskan kontraktor menerapkan dan mematuhi Rencana Pengelolaan Kendaraan & Lalu 

Lintas (VTMP); dan; 

o Mengembangkan mekanisme penanganan keluhan yang efektif untuk mencatat dan menanggapi 

keluhan kebisingan. 

 

 Langkah-langkah pengendalian selama pengeboran: 
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o Bila pembangunan di Well pad WS-B tidak mungkin dihindari, dipasang dinding penghalang 

kebisingan yang memadai untuk mengurangi kebisingan yang menyebar ke pemukiman terdekat 

yaitu Dusun Nunang; 

o Mengembangkan mekanisme penanganan keluhan yang efektif untuk mencatat dan menanggapi 

keluhan terkait kebisingan. 

 

 Langkah-langkah pengendalian selama pengujian sumur: 

o Bila pembangunan di Well pad WS-B tidak mungkin dihindari, dipasang dinding penghalang 

kebisingan yang memadai untuk mengurangi kebisingan yang menyebar ke pemukiman terdekat 

yaitu Dusun Nunang; 

o Pengujian dengan buangan vertikal (vertical discharge) akan dilakukan pada waktu yang disarankan 

dan disetujui oleh masyarakat sekitar; 

o Desain atmospheric separators untuk pengujian produksi agar dioptimalkan untuk pengurangan 

kebisingan; dan 

o Mengembangkan mekanisme penanganan keluhan yang efektif untuk mencatat dan menanggapi 

keluhan kebisingan. 

 

5.3 Rencana Pengelolaan Limbah (WMP) 

Tujuan Rencana Pengelolaan Limbah adalah memberikan panduan untuk pengelolaan limbah yang efektif dalam 

kegiatan eksplorasi sumber daya panas bumi. 

Tujuan rencana ini adalah: 

 Memastikan bahwa pengelolaan limbah di lokasi akan mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan 

dan standar hukum yang berlaku; 

 Meminimalkan produksi dan pembuangan limbah ke tempat pembuangan akhir; 

 Memaksimalkan penggunaan kembali dan daur ulang bahan apa pun yang dapat digunakan; 

 Memastikan digunakannya fasilitas penyimpanan dan transfer yang memadai guna memastikan sanitasi 

yang layak dan housekeeping yang baik; 

 Memastikan bahwa semua bahan berbahaya dan beracun di lokasi diberi label dan disimpan dengan 

benar; dan 

 Menjamin bahwa buangan akhir dari material limbah berbahaya ditangani dengan tepat oleh praktisi 

yang berlisensi dan bersertifikat. 

 

Sistem penggunaan tempat sampah terpisah yang memadai akan digunakan di sekitar lokasi untuk pemilahan 

sampah dan mempersingkat prosedur pengumpulan. Prosedur pengelolaan sampah harus diedarkan dan 

disebarluaskan untuk memastikan bahwa seluruh staf mengetahui penggunaan fasilitas pembuangan dan 

penyimpanan sampah yang tepat. Seluruh karyawan dan staf yang bekerja di keseluruhan tahap proyek akan 

bertanggung jawab atas prosedur pengelolaan limbah. Catatan yang sesuai akan disimpan dan pengelolaan 

limbah akan menjadi faktor utama dari induksi keselamatan bagi seluruh tingkat personel yang bekerja di lokasi. 

Terdapat dua rencana terpisah untuk proyek, satu hal menyangkut limbah tidak berbahaya (limbah non-B3) dan 

lainnya menyangkut limbah berbahaya (limbah B3). 

5.3.1 Limbah Tidak Berbahaya dan Beracun (Non-B3) 

Limbah tidak berbahaya dan beracun yang dihasilkan akan berbentuk padat maupun cair dan dapat dihasilkan dari 

sumber domestik dan non-domestik. Rencana pengelolaan limbah untuk limbah tidak berbahaya atau limbah non-

B3 (seperti limbah rumah tangga dan limbah mirip rumah tangga), mencakup pengurangan limbah dan 

penanganan limbah (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan limbah akhir). Hal ini 

mengacu pada Undang-undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dan akan diatur lebih lanjut 
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dengan peraturan pemerintah dan/atau peraturan daerah. Pengurangan limbah jenis ini akan dilakukan melalui 

minimalisasi jumlah limbah yang dihasilkan, menegakkan prinsip-prinsip mengurangi, menggunakan kembali dan 

mendaur ulang (reduce, re-use and recycle). Limbah padat domestik adalah bahan sisa yang dihasilkan dari 

kegiatan domestik atau perkantoran, seperti limbah makanan, kertas, kemasan, kaleng, wadah plastik dan kertas, 

kain lap, dan lain-lain. Penanganan limbah padat harus dilakukan sebagai berikut: 

 Beberapa tempat sampah yang berbeda akan ditempatkan di seluruh lokasi proyek di semua fasilitas 

untuk mengumpulkan limbah tidak berbahaya (non-B3) menurut kategori tempat sampah tersebut; 

 Limbah dari tempat-tempat sampah tersebut akan secara berkala dipindahkan ke wadah penyimpanan 

yang tepat di tempat pengumpulan sementara; dan 

 Limbah di tempat pengumpulan sementara akan diangkut ke fasilitas pengomposan, fasilitas daur ulang 

atau TPA (tempat penimbunan sampah akhir) setempat melalui koordinasi dengan dinas lingkungan 

setempat. 

Air limbah domestik (air buangan dari toilet dan air buangan bukan dari toilet) akan dihasilkan terutama dari camp 

Wellpad. Persyaratan desain dan teknis sistem tangki septik mengacu pada Standar Nasional SNI No. 03-2398-

2002 tentang Prosedur Sistem Tangki Septik dan Sistem Resapan. Karena tidak terdapat fasilitas pengolahan 

lumpur terpusat di Manggarai Barat, lumpur dari tangki septik akan dikeloa dengan bio activator. 

5.3.2 Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 

Pengelolaan limbah B3 secara umum meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, 

pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. Kegiatan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah No.101 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Pengurangan limbah B3 akan dilakukan 

dengan substitusi material dan penggunaan teknologi ramah lingkungan. Substitusi material termasuk mengganti 

bahan baku dengan bahan yang kurang berbahaya. Prosedurnya adalah sebagai berikut: 

 Identifikasi 

o Menentukan jenis limbah sesuai dengan daftar jenis limbah B3 dalam peraturan yang berlaku; dan 

o Jika tidak ada dalam daftar jenis limbah B3, dapat mengacu pada MSDS (Material Safety Data Sheet 

atau lembar data keselamatan bahan) dari bahan baku, atau diperiksa apakah memiliki karakteristik 

sebagai limbah B3. 

 Kemasan  

o Limbah B3 yang telah diidentifikasi harus dikemas dalam wadah yang diberi label sesuai dengan 

peraturan tentang prosedur pengemasan dan pelabelan untuk limbah B3; 

o Pengemasan harus disiapkan dengan baik untuk menghindari tumpahan selama diangkut; dan 

o Limbah B3 dengan isolasi minyak (oil containment) harus disimpan di tempat penyimpanan limbah, 

seperti tangki penampungan. 

 Penyimpanan Sementara 

o Hasil pengelolaan limbah B3 dapat disimpan maksimal selama 365 hari sejak tanggal dihasilkan; 

dan 

o Penyimpanan sementara limbah B3 berada di gudang yang ditentukan dan diberi label dengan tepat 

(label dan simbol). 

 Pengangkutan 

o Limbah B3 yang dibawa dengan pengangkutan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh 

peraturan; 

o Diangkut oleh pengangkut berlisensi dan dikelola oleh operator pengelolaan limbah B3 yang 

berlisensi juga; dan 
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o Pengiriman limbah B3 harus didokumentasikan dalam dokumen pengiriman (manifes kargo & 

manifes limbah). 

Prosedur penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 yang rinci harus mengacu pada Keputusan BAPEDAL No. 

01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis untuk Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah 

B3. 

5.3.3 Lumpur Bor (Driliing Mud) dan Serbuk Bor (Drilling Cuttings) 

Kolam Penampungan Material Pengeboran 

Khusus untuk lumpur bor dan serbuk bor, berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 

21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Limbah Lumpur Bor dan Serbuk Bor pada Kegiatan Panas Bumi, limbah 

tersebut tidak dikategorikan sebagai limbah B3 selama serbuk bor berbasis air atau berbasis udara dan 

menggunakan bahan ramah lingkungan sebagaimana diatur dalam peraturan ini. Pengelolaan limbah tersebut 

harus dilakukan sebagai berikut: 

 Pengambilan sampel dan pengujian laboratorium dari lumpur bor dan serbuk bor harus dilakukan sebagai 

tindakan pencegahan. Jika pengujian menunjukkan bahwa lumpur bor dan serbuk bor diklasifikasikan 

sebagai limbah B3, maka harus ditangani dan disimpan (sementara), sesuai dengan standar Indonesia 

untuk limbah B3, dan akhirnya dibuang jauh dari lokasi oleh operator limbah B3 yang berlisensi ke fasilitas 

pengelolaan limbah B3 yang berlisensi; 

 Memungkinkan dilakukannya penggunaan material limbah serbuk bor untuk produksi bahan-bahan 

konstruksi seperti beton, material dinding penahan, atau bahan campuran untuk batu bata (sesuai dengan 

Lampiran II dan III Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 21 Tahun 2017), jika bahan 

tersebut dinyatakan layak digunakan oleh ahli geoteknik; 

Langkah-langkah lain yang harus diterapkan pada setiap well pad yang mungkin mengandung limbah atau bahan 

yang berpotensi sebagai B3 yang dihasilkan selama proses pengeboran meliputi: 

 Pembuatan saluran air (drainase) di sekeliling batas-batas tapak pad untuk mencegah migrasi bahan 

pencemar ke luar lokasi karena limpasan hujan. Air limpasan ini akan melewati pemisah minyak/air 

sebelum dibuang ke kolam penampungan; 

 Pengendalian muka air kolam penampunganpengeboran untuk menghindari luapan. Sebuah pipa saluran 

dan katup pengatur pembuangan akan dipasang pada kolam penampungan untuk memudahkan 

pengurasan kolam penampungan saat diperlukan; dan 

 Pengisolasian bahan berbahaya dan beracun (misalnya bahan bakar, bahan kimia tambahan lumpur) di 

area yang aman, termasuk perlindungan efektif dari cuaca, dan dengan bunding (tanggul) untuk menahan 

setiap adanya tumpahan. 

Tempat Pembuangan Limbah Permanen  

Berdasarkan konfirmasi hasil laboratorium bahwa limbah pengeboran yang dihasilkan dari pengeboran Waesano 

tidak diklasifikasikan sebagai bahan berbahaya dan beracun, limbah tersebut akan diserahkan untuk pembuangan 

permanen dalam fasilitas penimbunan (landfill). Fasilitas penimbunan akan berlokasi di dalam area Proyek dimana 

penempatan dan desain konstruksi akan mempertimbangkan kondisi geoteknik, hidrogeologi serta 

sosial/lingkungan setempat. Faktor utama landfill akan mencakup: 

 Penentuan ukuran untuk menampung volume maksimum yang diantisipasi dari seluruh limbah 

pengeboran padat yang dihasilkan selama tahap pengeboran eksplorasi, termasuk penimbunan kembali 

dengan tanah pucuk sebagai bagian dari pemulihan kembai lokasi proyek; 

 Pemasangan lapisan kedap air untuk mencegah rembesan setiap produk limbah ke dalam tanah dan 

sistem air tanah di bawah landfil. Bahan lapisan akan sama dengan yang digunakan untuk kolam 

penampungan pengeboran (seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4); 
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 Drainase di sekeliling untuk menangkap setiap aliran permukaan ke dalam landfill selama adanya 

limpasan dari curah hujan;  

 Penimbunan limbah setidaknya 2 m di bawah permukaan tanah untuk meminimalkan potensi paparan 

terbuka terhadap lingkungan. Hal ini dapat dicapai dengan memasang tutup dengan permeabilitas rendah 

atau low permeable cap (10-7 cm/detik) di atas timbunan sampah dan menutupinya dengan tanah pucuk 

(topsoil) sebagai bagian dari proses pemulihan kembali lokasi proyek. 

Perusahaan harus mengajukan Rencana Penanganan/Pengelolaan Material Limbah Lumpur Bor dan Serbuk Bor 

kepada Menteri ESDM, dalam hal ini Direktur Jenderal selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pengeboran 

sumur pertama. Laporan pemantauan akan diserahkan kepada Menteri sesuai dengan laporan pelaksanaan RKL-

RPL (mengacu pada Lampiran IV). 

5.4 Pencegahan Tumpahan Minyak dan Kebocoran serta Prosedur 

Penanganan  

Pencegahan tumpahan minyak dan kebocoran serta prosedur penanganan akan mencakup: 

 Instruksi selama pemeliharaan kendaraan dan alat berat maupun pengisian bahan bakar, seperti 

penerapan tanggul pengaman (secondary containment) dan alat penyerap tumpahan yang sesuai;  

 Pelaksanaan prosedur penanganan dan penyimpanan bahan/zat kimia berbasis hidrokarbon secara 

tepat, termasuk menyediakan area khusus dengan permukaan kedap air dan tanggul (bundin)g yang 

memadai (110% dari kapasitas kontainer bahan bakar/bahan kimia); dan 

 Rencana penanganan tumpahan bahan bakar akan menjadi standar operasional prosedur untuk 

memberikan penanganan baku untuk pengelolaan tumpahan bahan bakar yang dapat terjadi di mana 

pun pada tahap konstruksi proyek. 

 

Tujuan dari prosedur ini adalah: 

 Mengidentifikasi dan menjelaskan penanganan terhadap tumpahan dan tindakan tanggap darurat bila 

terjadi pelepasan zat berbahaya yang tidak diinginkan, termasuk bahan kimia, bahan bakar, pelumas atau 

zat cair lain yang mungkin memiliki dampak yang membahayakan terhadap lingkungan; 

 Memastikan bahwa tumpahan bahan bakar dilaporkan sebagai insiden melalui prosedur pelaporan 

insiden lingkungan dan daftar pencatatan masalah-masalah lingkungan; 

 Memastikan bahwa seluruh kejadian tumpahan harus ditangani dengan segera dan efektif sehingga 

dampak sekunder terhadap tanah dan air tanah dapat diminimalkan; dan 

 Memastikan bahwa penyelidikan pasca insiden dilakukan untuk mengidentifikasi akar permasalahan, 

memberikan rencana tindakan untuk mengidentifikasi pelajaran yang dapat diambil (lesson learned), 

mencegah terjadinya kembali serta memperbaiki peralatan dan prosedur bila perlu. 

5.5 Rencana Pengelolaan Tanah Pucuk (Topsoil) 

Prosedur Pengelolaan Tanah Pucuk mencakup seluruh kegiatan yang dapat meminimalkan dampak merugikan 

bagi tanah pucuk selama seluruh tahap proyek. Prosedur ini terutama berkaitan dengan kualitas tanah, 

pemeliharaan kapasitas produktif tanah setempat dan pengupasan tanah pucuk, dan pengendalian erosi dari 

pengupasan tanah pucuk. Tujuan dari Prosedur Pengelolaan Tanah Pucuk adalah: 

 Merancang dan mempertahankan keseimbangan tanah pucuk; 

 Memastikan diterapkannya teknik pembuangan tanah pucuk yang efektif guna memaksimalkan volume 

tanah pucuk yang sesuai untuk dipindahkan dan meminimalkan terbuangnya tanah pucuk; dan 
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 Menjaga kelayakan tanah pucuk selama pengupasan, penyebaran, dan penumpukan, melalui teknik-

teknik yang biasa berlaku serta desain dan pengelolaan penimbunan yang efektif. 

Selama tahap konstruksi, pelaksanaan prosedur ini termasuk: 

 Kuantitas tanah pucuk yang dipindahkan; 

 Lokasi penyimpanan, kuantitas dan jenis tanah pucuk; dan 

 Prosedur dan metode penyimpanan yang digunakan. 
 
Pemantauan setiap perubahan pada kondisi tanah setempat (in situ) harus memastikan bahwa tanah di area 
tersebut tidak mengalami perubahan yang negatif selama umur proyek. Ini harus dilakukan pada lokasi yang sama 
di mana pemantauan vegetasi dilakukan dan harus menetapkan sejumlah lokasi pengambilan sampel yang 
representatif untuk menilai potensi dampak pengendapan asam, emisi debu fugitive dan mobilisasi logam/unsur-
unsur melalui perubahan kimia tanah. 

5.6 Rencana Pengelolaan Air 

Tujuan dari Rencana Pengelolaan Air adalah:  

 Merencanakan pengelolaaan dan pelestarian sumber daya air; 

 Menetapkan jadwal pengumpulan sampel dan lokasi; 

  Meminimalkan dampak terhadap kualitas air dari lokasi proyek; 

 Memastikan pengelolaan kualitas air dan tujuan Proyek selama keseluruhan tahap Proyek terpenuhi; 

 Memanfaatkan indikator kinerja untuk pemantauan: 

o Pengambilan sampel air dan kualitas air; 

o Pengambilan sampel air tanah dan kualitas air tanah; 

o Pengendalian erosi dan sedimen; dan 

o Perangkap sedimen. 

 Rencana Pengelolaan Air mempertimbangkan persyaratan air yang diperlukan oleh Proyek dan 

keseimbangan air danau, termasuk batasan tingkat pengambilan sesaat dan harian serta persyaratan 

pemantauan. 

Langkah-langkah pengendalian kualitas secara umum selama konstruksi dan operasi harus mencakup:  

 Seluruh kualitas air permukaan yang ada harus mematuhi Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 

tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; 

 Seluruh kualitas air limbah harus mematuhi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 

2009 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Usahadan/atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal; dan 

 Seluruh kualitas air tanah harus mematuhi Peraturan Menteri Kesehatan No. 16/MENKES/PERIX/1990, 

tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air, Lampiran II tentang Baku Mutu Air Bersih. 

5.7 Rencana Penanaman Kembali 

Tujuan dari rencana lanskap dan penanaman kembali adalah: 

 Memastikan penanaman vegetasi dilakukan dengan benar untuk mendorong suksesnya pertumbuhan 

kembali; 

 Memastikan pengelolaan dan pemantauan yang tepat untuk memastikan keberhasilan pertumbuhan 

kembali; dan 
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 Memaksimalkan penggunaan material untuk pertumbuhan kembali seperti tanah pucuk, benih, bibit dan 

kompos yang telah dipulihkan kembali dari aktivitas pembukaan lahan. 

Rencana lanskap dan penanaman kembali akan memperhatikan metode untuk: 

 Pemulihan material pertumbuhan kembali yang layak; 

 Rencana penanaman kembali; 

 Persiapan lahan; dan 

 Penanaman dan pemeliharaan. 

Komponen rencana kerja untuk setiap kegiatan adalah restorasi dan/atau penanaman kembali dan jika perlu 

pengaturan lanskap dari area yang terdampak pasca konstruksi. Ada pula tujuan untuk menyelesaikan penanaman 

kembali secepat mungkin sebagai inisiatif untuk mencegah erosi tanah. Sebanyak mungkin, media pertumbuhan 

yang diambil dari aktivitas pembukaan lahan akan digunakan kembali untuk penanaman kembali vegetasi dan 

pekerjaan lanskap. 

5.8 Rencana Tanggap Darurat (ERP) 

Rencana tanggap darurat yang tepat harus disusun untuk memastikan pengelolaan dan mitigasi insiden darurat 

yang efektif. 

Aspek-aspek tanggap darurat berikut harus diperhatikan: 

 Identifikasi skenario kondisi darurat dan pengembangan prosedur tanggap darurat yang tepat dan spesifik 

untuk setiap skenario; 

 Pelatihan tim tanggap darurat tentang prosedur yang tepat dan penggunaan peralatan tanggap darurat; 

 Identifikasi informasi kontak darurat dan layanan pendukung serta pengembangan sistem/protokol 

komunikasi yang efektif (termasuk komunikasi dengan masyarakat yang berpotensi terkena dampak); 

 Prosedur untuk berinteraksi dengan pihak berwenang lokal maupun regional untuk keadaan darurat dan 

kesehatan; dan 

 Protokol untuk layanan truk pemadam kebakaran, ambulans, dan kendaraan darurat lainnya. 

5.9  Rencana Pengelolaan Kendaraan & Lalu Lintas (VTMP) 

Rencana Pengelolaan Kendaraan & Lalu Lintas (VTMP) akan mencakup seluruh pengaturan transportasi selama 

konstruksi dan operasi, termasuk pengiriman seluruh material dan peralatan langsung ke lokasi Proyek. Semua 

rute yang digunakan oleh kendaraan Proyek harus dikaji potensi dampak lingkungan dan sosialnya serta langkah-

langkah harus dikembangkan dan diterapkan untuk mengurangi dampak yang merugikan. 

Berbagai instrumen implementasi sangat diperlukan, yang meliputi produksi peta-peta yang menunjukkan rute lalu 

lintas yang disetujui untuk digunakan oleh kendaraan Proyek, pelatihan keselamatan pengemudi, program 

pemeliharaan armada, dan pelibatan masyarakat yang berkelanjutan serta ketentuan penyediaan layanan pihak 

ketiga selama perencanaan pengiriman yang tidak rutin untuk meminimalkan gangguan. 

Secara keseluruhan, VTMP merupakan instrumen penting untuk menghindari timbulnya kemacetan dan keresahan 

sosial (misalnya dari pengemudi yang mengambil jalan pintas yang belum disetujui), memastikan keamanan bagi 

masyarakat dan efisiensi pengiriman material dan tenaga kerja ke lokasi kerja. 

VTMP harus memuat: 

 Penggunaan kendaraan yang telah lulus uji emisi; 

 Perawatan mesin secara berkala; 



 

 
 

 

 

  
Waesano GEUDP - ESMP  

46 
 

 Pembatasan jam pengoperasian alat berat atau jam operasi. Perhatian harus diberikan kepada 

pengoperasian di dekat area pemukiman penduduk; 

 Melengkapi para pekerja dengan APD yang tepat. 

 Emisi gas buang dari peralatan off-road dan on-road yang beroperasi di lokasi, termasuk truk, ekskavator, 

generator diesel atau peralatan mesin lainnya, akan dikendalikan oleh kontraktor dengan memastikan 

bahwa emisi diminimalisir melalui perawatan mesin secara berkala untuk memenuhi standar emisi yang 

relevan; 

 Strategi pemilihan kendaraan untuk mempertimbangkan dampak terhadap total emisi; 

 Memastikan mesin semua kendaraan dan mesin di lokasi proyek dipastikan tidak dibiarkan hidup bila 

tidak diperlukan; 

 Jadwal pergerakan kendaraan dan jumlah kendaraan yang sedang lalu-lalang dtentukan waktunya untuk 

membatasi emisi yang dihasilkan; 

 Mesin dan peralatan yang akan digunakan dalam proyek sesuai dengan standar desain kinerja yang 

diakui; 

 Personil yang bekerja di lapangan harus menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai setiap saat; 

dan 

 Melakukan pemantauan kualitas udara di area perbatasan permukiman terdekat. 

Penempatan kerucut lalu-lintas/barikade (traffic cones/barricades) sementara dan rambu arah yang tepat oleh 

kontraktor untuk menjaga jalur pada tiap arah selama jam sibuk. 

5.10 Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (SEP) 

Analisis pemangku kepentingan merupakan instrumen untuk mengidentifikasi semua pihak yang memiliki 

kepentingan langsung dan tidak langsung dalam Proyek dan potensi dampaknya terhadap mereka. Kegagalan 

dalam mengidentifikasi pemangku kepentingan dan berkonsultasi dengan mereka dapat merusak transparansi 

dalam pengambilan keputusan dan, pada gilirannya, dapat menyebabkan konflik, yang menunda proses Proyek. 

Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan, potensi dampaknya terhadap mereka, 

mengevaluasi kekhawatiran dan kebutuhan mereka, serta kemampuan mereka untuk memahami dan 

mempengaruhi pengambilan keputusan pada tahap persiapan Proyek. 

Pemangku kepentingan dapat didefinisikan sebagai perorangan, masyarakat, organisasi non-pemerintah, 

organisasi swasta, lembaga pemerintah, komunitas keuangan, pekerja perusahaan, pemasok/kontraktor dan pihak 

lain yang memiliki kepentingan atau "saham" dalam Proyek dan hasilnya. Pemangku kepentingan dapat terdampak 

oleh, atau mempengaruhi perencanaan dan operasi Proyek dalam berbagai tingkat kepentingan. Terdapat 5 

kategori pemangku kepentingan: 1) Masyarakat setempat; 2) Masyarakat sipil; 3) Badan pemerintah dan 

pemerintah daerah; 4) Lembaga sektor swasta; dan 5) Institusi lainnya. 

Secara sistematis pelibatan dengan para pemangku kepentingan dan khususnya dengan masyarakat yang terkena 

dampak dalam identifikasi dan pengelolaan dampak yang merugikan mereka mengakibatkan terbangunnya 

kepercayaan, kredibilitas dan dukungan lokal serta membuka peluang untuk memperhatikan aspek-aspek positif 

dari kehadiran perusahaan. Hal ini menurunkan risiko sentimen anti perusahaan yang dapat menyebabkan litigasi 

atau gangguan operasi perusahaan yang mahal. Keterlibatan dan konsultasi pemangku kepentingan dengan 

masyarakat yang terkena dampak menjadi paling efektif jika Anda mematuhi pedoman ini: 1) Mulai lebih awal; 2) 

Pengungkapan informasi yang dapat dipahami dan akurat; 3) Menggunakan pendekatan secara budaya yang tepat 

untuk menyentuh mereka; 4) Memberikan kesempatan untuk dialog dua arah; 5) Dokumentasi untuk menyimpan 

semua alur perkembangan masalah-masalah yang timbul; dan 6) Pelaporan kembali bagaimana masukan mereka 

telah diterapkan dan dipertimbangkan. 

Rincian Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (SEP) yang akan datang harus disusun melalui partisipasi 

dengan para pihak yang ditetapkan dalam organisasi. Workshop (lokakarya) perencanaan akan diadakan untuk 
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menyusun rencana rinci dari kegiatan keterlibatan pemangku kepentingan. Rencana tersebut juga harus 

mencakup peran dan tanggung jawab untuk setiap tahap pengembangan Proyek. 

Nilai yang mendasari dalam mengimplementasikan keterlibatan pemangku kepentingan tidak hanya dalam format 

proses, tetapi juga dalam cara berkomunikasi dengan masyarakat di area Proyek. Tim akan terlibat secara pribadi 

dengan pihak-pihak yang terkena dampak dan untuk itu harus terlibat dalam bahasa dan perilaku secara 

diplomatis. Beberapa praktik yang baik untuk keterlibatan masyarakat meliputi: empati, perhatian, penghormatan 

terhadap budaya lokal, kepekaan terhadap pihak yang rentan, kondisi jangka panjang yang dapat mempengaruhi 

warga yang terkena dampak oleh Proyek, integrasi antar kegiatan, meminimalkan persepsi negatif dan potensi 

konflik, dan sebagainya. 

Strategi keterlibatan pemangku kepentingan harus menerapkan sejumlah pendekatan, yang dimuat dalam Tabel 

5-1. 

Tabel 5-1 Strategi Keterlibatan Pemangku Kepentingan  

Pendekatan Strategi 

Menginformasikan Berbagi informasi, termasuk: sesi informasi atau pemberitahuan publik di ranah 

publik, email, informasi di buletin, Pertanyaan yang Sering Diajukan (Frequent Asked 

Question - FAQ), situs web 

Konsultasi Pertemuan masyarakat, diskusi kelompok, sosialisasi, konsultasi publik dan 

pengungkapan, survei 

Melibatkan Penelitian tindakan, pendekatan budaya, melibatkan tenaga kerja lokal 

Kolaborasi dan Pemberdayaan Program pemberdayaan, seperti program pengembangan masyarakat, 

program tanggung jawab sosial perusahaan, pelatihan dan lokakarya 

 

SEP akan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan dengan para pemangku kepentingan atau eksekutor 

yang relevan, sehingga keberlanjutan Proyek dapat dipertahankan, dan harus dicantumkan dalam rincian ESMP 

Proyek. Informasi dan konsultasi merupakan pendekatan penting dalam memberikan informasi tentang status 

Proyek, sedangkan keterlibatan; dan pemberdayaan-kolaborasi adalah salah satu cara untuk menjadi lebih dekat 

dengan masyarakat dan memberikan keterikatan masyarakat dengan Proyek. Setiap kegiatan keterlibatan 

pemangku kepentingan akan didokumentasikan dalam suatu catatan penelusuran (track log). Pola status dan 

kecenderungan masalah-masalah yang muncul akan menjadi bahan analisis terkait tanggapan Proyek. 

5.11 Mekanisme Penanganan Keluhan (GRM) 

Proyek harus menetapkan mekanisme pertemuan untuk mengakomodasi keluhan dan mendiskusikan masalah-

masalah spesifik. Mekanisme penanganan keluhan harus diproporsikan dengan risiko dan dampak negatif proyek. 

Mekanisme ini harus menangani kekhawatiran dan keluhan orang-orang yang terkena dampak dengan segera, 

menggunakan proses yang dapat dimengerti dan transparan, yang responsif terhadap gender, sesuai budaya, dan 

mudah diakses oleh orang-orang yang terkena dampak tanpa biaya dan retribusi. Mekanisme tersebut tidak boleh 

menghalangi akses ke penyelesaian administratif atau peradilan negara. Proyek ini akan memberikan informasi 

kepada orang-orang yang terkena dampak tentang mekanisme tersebut. 

Tujuan GRM adalah menetapkan prosedur, peran dan tanggung jawab untuk mendaftarkan, menangani dan 

mengelola keluhan yang diterima oleh PT SMI. Keluhan dapat diajukan di tingkat lokal oleh setiap pemangku 

kepentingan, termasuk masyarakat setempat, pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan kelompok lokal lainnya 

jika mereka memiliki pertanyaan, kekhawatiran atau keluhan resmi. Gambar 5-1 menguraikan prosedur GRM.  

Tujuan GRM adalah memastikan bahwa keluhan didokumentasikan, dipahami, dianalisis, dan ditanggapi dengan 

segera agar PT SMI dapat mengatasi masalah masyarakat, mengambil tindakan pencegahan dan mendeteksi 

penyebab kejadian tak terduga. Selain itu, prosedur penanganan keluhan menyediakan mekanisme untuk 

menentukan peristiwa, eksekutor atau insiden apa yang dapat merusak hubungan dengan masyarakat setempat, 

yang kemudian dapat mempengaruhi Proyek. 
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PT SMI dan Kontraktor harus menerima seluruh komentar dan keluhan terkait Proyek. Setiap orang atau organisasi 

dapat mengirimkan komentar dan/atau keluhan secara langsung, melalui telepon, kotak keluhan atau atau email 

menggunakan informasi kontak yang diberikan pada akhir dokumen ini.  

Seluruh komentar dan keluhan akan ditanggapi, baik secara lisan maupun tertulis, sesuai dengan metode 

komunikasi yang ditentukan oleh pelapor, jika rincian kontak dari pelapor diberikan. Semua keluhan akan 

diregistrasi dan diproses dalam waktu 5 hari dan ditanggapi dalam 10 hari kerja. Individu yang mengajukan 

komentar atau keluhan mereka memiliki hak untuk meminta agar nama mereka dirahasiakan. Setiap saat, pelapor 

juga dapat mencari upaya hukum sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan Indonesia.   

PT SMI akan memantau bagaimana pengaduan ditangani oleh staf dan Kontraktor mereka dan memastikan bahwa 

pengaduan tersebut ditangani dengan benar dalam tenggat waktu yang ditentukan di atas. PT SMI akan 

menyimpan catatan seluruh keluhan (termasuk yang diterima dan ditangani oleh Kontraktor), berdasarkan laporan 

pengelolaaan keluhan mana yang akan dibuat dan dimasukkan ke dalam laporan lingkungan dan keselamatan 

tahunan, yang diterbitkan pada laman PT SMI.  

Mekanisme penanganan keluhan akan dikelola oleh staf yang berhubungan dengan masyarakat (community 

relation officer) dan akan menjadi sensitif terkait gender (yaitu laki-laki atau perempuan sebagai staf yang 

berhubungan dengan masyarakat untuk mengelola keluhan). 
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Gambar 5-1 Prosedur Mekanisme Penanganan Keluhan  
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5.12 Rencana Pengembangan Masyarakat (CDP) 

Program pengembangan masyarakat atau disebut Desa Bhakti Untuk Negeri II (DBUN II) telah disusun oleh PT 

SMI untuk mengantisipasi potensi dampak negatif terhadap masyarakat maupun lingkungan sekitar area pengaruh 

(area of influence) untuk kegiatan Eksplorasi Panas Bumi Waesano. Menurut kajian yang dilakukan oleh Yayasan 

Dian Desa (YDD-organisasi non-pemerintah yang ditugaskan oleh PT SMI dalam pelaksanaan program tersebut),  

kegiatan DBUN II dibagi dalam 2 (dua) program, yaitu Kategori A dimana terdiri atas perbaikan fasilitas pendidikan 

dan pembenahan atau perbaikan sistem penyediaan air bersih, serta Kategori B terdiri atas pengembangan 

kapasitas kewirausahaan untuk 4 (empat) komponen, yaitu kerajinan kain tenun, pemrosesan madu dan kacang 

mete (hasil hutan bukan kayu) dan karbonisasi limbah kemiri.  Kategori A dan program kerajinan kain tenun telah 

dimulai sejak Oktober 2018 sedangkan kegiatan lainnya akan dimulai pada 2019.  Rencana tersebut telah 

mengatur kewajiban tanggung jawab sosial Proyek yang disyaratkan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan Perseroan Terbatas.  

Partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan CDP sangat penting untuk memastikan kepemilikan dan 

keberlanjutan rencana tersebut. Kegiatan-kegiatan berikut telah dilaksanakan selama pengembangan CDP: 

 Konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi minat 

masyarakat di area Proyek Wae Sano; 

 Penilaian partisipatif untuk melihat masalah-masalah yang ada di area Proyek Wae Sano, dengan 

menggunakan pengetahuan setempat untuk memperkuat pengaruh masyarakat Wae Sano dalam 

pengambilan keputusan, dan mendorong kepemilikan CDP oleh masyarakat Wae Sano; dan 

 Peningkatan program pengembangan masyarakat secara partisipatif berdasarkan analisis pemangku 

kepentingan, yang memandu pemilihan grup untuk terlibat dan mengurangi masalah yang mungkin terjadi 

(dikumpulkan dari hasil penilaian partisipatif). 

5.13 Rencana Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (LARAP) 

Prosedur pengadaan tanah dan rencana pemukiman kembali harus disusun setelah skema eksplorasi Proyek saat 

ini telah dikonfirmasi. Hal ini harus sesuai dengan peraturan Indonesia yang berlaku dan Kebijakan Upaya 

Perlindungan Bank Dunia tentang Pemukiman Kembali Secara Tidak Sukarela.  

Rekomendasi terpisah untuk Pengadaan Tanah telah dikembangkan untuk menyediakan kerangka tentang 

bagaimana kedua persyaratan tersebut harus dilaksanakan.  

Prosedur pengadaan tanah dan rencana pemukiman kembali harus mencakup langkah-langkah berikut: 

 Konsultasi kepada penduduk yang terkena dampak Proyek, masyarakat penghuni dan pemangku 

kepentingan lain untuk memastikan perencanaan telah memperhatikan kekhawatiran mereka. 

Memastikan partisipasi mereka dalam perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi proses 

pengadaan tanah; 

 Survei kehilangan aset dan sosioekonomi rumah-tangga terhadap semua penduduk yang terkena 

dampak; 

 Melakukan penilaian terhadap asset yang terdampak oleh Penilai Publik yang independent.  Pembayaran 

kompensasi harus sesuai dengan penggantian biaya. Dengan memberikan perhatian lebih terhadap 

kelompok rentan; 

 Metodologi penilaian aset; 

 Matriks pemberian hak untuk memasukkan biaya penggantian penuh dan pemulihan mata pencaharian; 
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 Konsultasi dan keterlibatan pemangku kepentingan selama proses pembebasan lahan; dan 

 Menetapkan Mekanisme Penanganan Keluhan untuk menerima dan memfasilitasi penyelesaian 

kekhawatiran masyarakat terkena dampak. 

5.14 Rencana Pengelolaan Benda Cagar Budaya (CHMP) 

5.14.1 Pengelolaan Sumber Daya Benda Cagar Budaya  

Langkah-langkah pengelolaan sumber daya benda cagar budaya berikut ini direkomendasikan untuk mengelola 

dampak terhadap cagar budaya penting yang teridentifikasi bagi masyarakat lokal Manggarai dan Subetnis Mata 

Wae: 

 Konsultasi dengan pemimpin budaya dan pemilik suku keluarga dari area lahan yang terkena dampak,  

mengenai proses untuk menghindari area budaya yang signifikan, atau jika penghindaran tidak 

dimungkinkan, dikonsultasikan dengan cara-cara yang dapat diterima secara budaya untuk merelokasi 

obyek-obyek budaya yang diidentifikasi dalam rencana lokasi fasilitas proyek.Selain itu, konsultasi harus 

dilakukan terkait rencana Proyek untuk menggunakan air Danau Sano Nggoang untuk keperluan 

pengeboran sumur. Konsultasi ini harus dimulai lebih awal selama proses desain Proyek sedang 

berlangsung, sebelum proses pengadaan tanah; 

 Penggunaan peta sensitivitas dalam menentukan lokasi well pad dan mengkonfirmasikan 

deskripsi/proses Proyek termasuk pengambilan air danau untuk pengeboran sumur; dan 

 Konsultasi dan koordinasi lebih lanjut dengan lembaga budaya regional dan universitas setempat untuk 

mengidentifikasi pemetaan lanskap budaya lengkap dari area tersebut, untuk mengkonfirmasi hasil 

pemetaan sensitivitas dan mengidentifikasi potensi gangguan akses ke situs budaya. 

5.14.2 Protokol Penemuan Tak Terduga (Chance Find Protocol)  

Prosedur Penemuan Tak Terduga akan ditetapkan untuk memulai suatu proses guna menghindari dan/atau 

meminimalkan dampak Proyek terhadap material sumber daya cagar budaya yang akan dilaksanakan di seluruh 

area Proyek. Prosedur ini akan menjelaskan pengelolaan cagar budaya yang sebelumnya tidak diketahui, yang 

ditemukan selama pekerjaan penggalian dan pekerjaan tanah. Kepatuhan terhadap Prosedur Penemuan Tak 

Terduga akan dimasukkan sebagai syarat dalam kontrak konstruksi. 

Prosedurnya meliputi: 

(i) Pencatatan temuan-temuan benda cagar budaya; 

(ii) Konsultasi dengan masyarakat, lembaga pemerintah terkait, dan prosedur verifikasi ahli; 

(iii) Kriteria yang jelas untuk potensi penghentian kerja sementara terkait dengan setiap benda cagar 

budaya dan bersifat historis. 

Dengan demikian, aspek-aspek berikut harus diperhatikan: 

 Jika sensitivitasnya rendah, aktivitas yang mengganggu permukaan tanah harus dilanjutkan dengan 

pemindahan tanah pucuk secara hati-hati ke kedalaman tertentu untuk potensi pemukiman; 

 Menghentikan pekerjaan jika sumber daya cagar budaya ditemukan; 

 Untuk penemuan yang bersifat lokal atau sangat penting, hambatan terhadap aktivitas pekerjaan tanah 

harus diprakirakan, pekerjaan akan dihentikan dan dikonsultasikan dengan masyarakat, instansi 

pemerintah terkait, dan prosedur verifikasi ahli perlu dilakukan; dan 
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 Pelatihan untuk seluruh personil konstruksi harus dilakukan dalam mengidentifikasi benda-benda cagar 

budaya dan memperkenalkan tim dengan protokol penemuan tak terduga. 

5.15 Peraturan Perusahaan dan Tata Perilaku Tenaga Kerja  

Peraturan Perusahaan membutuhkan persetujuan dari Pemerintah Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang 

Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Peraturan ini sejalan dengan Standar Internasional karena Indonesia 

telah meratifikasi sejumlah perjanjian internasional tentang hak-hak buruh. Selain itu, penyusunan Tata Perilaku 

Tenaga Kerja bertujuan untuk mengelola perekrutan secara adil dan transparan, khususnya terkait dengan 

perekrutan tenaga kerja lokal, dan termasuk langkah-langkah berikut. 

 Hak dan standar perburuhan serta nondiskriminasi dan kesempatan yang sama terhadap hak atas 

informasi, tinjauan tahunan, kerja paksa, pekerja anak, akomodasi karyawan, keselamatan dan 

kesehatan kerja, dan pemasok; 

 Kebijakan terhadap kerja paksa dan pekerja anak; 

 Prosedur mekanisme penanganan keluhan pekerja; dan 

 Buku pegangan yang akan mempertimbangkan kondisi kerja pekerja perempuan selama konstruksi dan 

operasi. 

Selain itu, langkah-langkah berikut akan diamati sebagai bagian dari Tata Perilaku untuk mengelola rekrutmen 

tenaga kerja lokal: 

 Rencana rekrutmen lokal harus merinci bagaimana Proyek mengharapkan untuk memprioritaskan 

masyarakat lokal dalam perekrutan tenaga kerja dan kontrak untuk usaha (bisnis) lokal; 

 Memformalkan dalam semua kontrak sebuah pasal tentang persyaratan perekrutan tenaga kerja lokal 

dan penyediaan barang dan jasa lokal yang mendukung keseluruhan komitmen Proyek; dan 

 Mengkomunikasikan terlebih dahulu persyaratan Proyek seputar kesempatan bekerja dan peluang bisnis 

serta memprioritaskan penduduk lokal jika memungkinkan. 

5.16 Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)  

Prosedur K3 yang tepat harus diberlakukan, sejalan dengan Peraturan Indonesia, dan sesuai dengan persyaratan 

Bank Dunia. Prosedur ini termasuk: 

 Identifikasi potensi bahaya bagi pekerja, terutama yang mungkin mengancam jiwa; 

 Penyediaan tindakan preventif dan protektif, termasuk modifikasi, substitusi, atau penghilangan kondisi 

atau zat-zat berbahaya; dan 

 Pelatihan bagi pekerja tentang kesadaran terhadap bahaya dasar, bahaya yang spesifik di lokasi, praktik 

kerja yang aman, dan prosedur tanggap darurat. 

Proyek kemudian harus memastikan prosedur akan diperhatikan oleh Kontraktor. Prosedur ini akan mencakup, 

setidaknya, langkah-langkah berikut: 

 Kontraktor berkomitmen untuk memastikan seluruh tindakan kesehatan dan keselamatan diterapkan 

untuk mencegah kecelakaan dan mengurangi konsekuensi keadaan yang tidak memenuhi 

persyaratan/standar; 

 Kontraktor akan memberikan pelatihan, kesadaran dan pengawasan untuk memastikan semua 

pekerjanya mematuhi prosedur K3; 



 

 
 

  

 

 
Waesano GEUDP - ESMP   

53 
 

 

 Kontaktor harus menyediakan seluruh sumber daya yang tepat yaitu alat pelindung diri (PPE) onsite/di 

lokasi; dan 

 Prosedur dan prasarana tanggap darurat akan tersedia di lokasi untuk memastikan tersedianya 

pertolongan pertama bagi personel jika terjadi keadaan darurat 

5.17 Ringkasan dan Rencana Kegiatan untuk Persiapan  

Tabel berikut merangkum rencana manajemen terperinci yang diperlukan dan akan dikembangkan pada berbagai 

tahap pelaksanaan Proyek. 

Tabel 5-2 Ringkasan dan Rencana Kegiatan untuk Penyusunan Rincian ESMP 

Rincian ESMP 

Perizinan, 

Pengadaan 

Tanah, dan 

Rekrutmen 

Tenaga Kerja 

Mobilisasi 

Peralatan dan 

Material, dan 

Pembersihan 

Lahan 

Perbaikan 

Jalan Akses, 

Well Pad dan 

Pembangunan 

Infrastruktur 

Pengeboran 

Eksplorasi 

dan 

Pengujian 

Sumur 

Restorasi 

Lokasi dan 

Penanaman 

Kembali 

Rencana Pengelolaan Limbah (WMP)  V     

Prosedur Pencegahan dan 

PenangananTumpahan Minyak dan 

Kebocoran  

 V    

Rencana Pengelolaan Topsoil  V    

Rencana Pengelolaan Air  V    

Rencana Penanaman Kembali     V 

Rencana Tanggap Darurat (ERP)  V    

Rencana Pengelolaan Lalu Lintas & 

Kendaraan (VTMP) 

 V    

Rencana Keterlibatan Pemangku 

Kepentingan (SEP) 

V     

Mekanisme Penanganan Keluhan 

(GRM) 

V     

Rencana Pengembangan Masyarakat 

(CDP) 

V     

Rencana Pengadaan Tanah Dan 

Pemukiman Kembali (LARAP) 

V     

Rencana Pengelolaan Cagar Budaya 

(CHMP) 

V     

Peraturan Perusahaan dan Tata 

Perilaku Tenaga Kerja 

V     

Prosedur Kesehatan dan Keselamatan 

Kerja (K3) 

 V    
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6. Pengaturan Kelembagaan dan Pengembangan Kapasitas  

Bab ini membahas pengaturan kelembagaan berikut untuk pelaksanaan Proyek Eksplorasi Panas Bumi 

Waesano: 

 Keseluruhan Manajemen Proyek, terkait dengan berbagai lembaga pemerintah nasional, dalam 

hubungannya dengan perencanaan dan pelaksanaan Proyek; 

 Peran dan tanggung jawab secara khusus untuk Proyek yang terdiri dari 3 entitas utama yaitu (i) Tim 

Safeguard Unit Pengelolaan Proyek (PMU); (ii) Tim Eksplorasi di Lokasi Proyek (EST); dan (iii) Kontraktor 

(Sipil dan Teknik); dan 

  Program peningkatan kapasitas yang disarankan bagi pelaksana yang terlibat. 

6.1 Keseluruhan Pengelolaan Proyek  

Keseluruhan proses untuk pelaksanaan Proyek serta peran utama PT SMI dan mitra kerja dijabarkan pada 

Gambar 6 1 di bawah ini. 

 

Sumber: (PT SMI (Persero), 2016) 

Gambar 6-1 Kerangka Kerja Kelembagaan Proyek Pengembangan Hulu Energi Panas Bumi  

 

Instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan aspek-aspek pengelolaan dan 

pemantauan lingkungan di tingkat Kabupaten adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) di 

Manggarai Barat. DLHK bertanggung jawab untuk meninjau pelaksanaan rencana pengelolaan dan pemantauan 

lingkungan setempat. DLHK akan memastikan bahwa frekuensi dan kandungan laporan pelaksanaan memenuhi 

persyaratan sebagaimana tercantum dalam dokumen Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup 

(UKL & UPL). Dinas tersebut akan memastikan bahwa seluruh hasil pemantauan memenuhi baku mutu yang 

relevan (air, udara, kebisingan, dan lain-lain). 
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6.2 Peran dan Tanggung Jawab 

6.2.1 Tim Safeguard Unit Pengelolaan Proyek (PMU) 

Tim Safeguard PMU akan memiliki dua dedikasi staf (satu staf untuk menangani isu lingkungan, satu lagi untuk 

isu sosial), yang berbasis di Jakarta. Tim ini akan bertanggung jawab atas penapisan upaya perlindungan, 

persiapan dokumen upaya perlindungan dan pengawasan pelaksanaan upaya perlindungan untuk setiap proyek. 

Mereka juga akan mengawasi komponen penasehat teknis yang akan menyusun materi panduan praktik industri 

yang baik (Industry Good Practice Guidance) untuk upaya perlindungan. Tim Safeguard ini akan memiliki 

hubungan kerja yang erat dengan tim safeguard internal PT SMI-Divisi Evaluasi Lingkungan Sosial dan Jasa 

Konsultasi (DELJ) di bawah Direktorat Manajemen Risiko. Peran dan tanggung jawab Tim Safeguard PMU adalah 

sebagai berikut: 

a) Mengelola upaya perlindungan melalui rencana pengelolaan, mengamati perkembangan sumber daya, 

tugas, rencana kerja, dan lain-lain untuk setiap subproyek; 

b) Daftar periksa penapisan dasar untuk setiap subproyek eksplorasi panas bumi; 

c) Daftar periksa penapisan terperinci, termasuk pengelolaan hasil pekerjaan konsultan, untuk setiap 

subproyek eksplorasi panas bumi; 

d) Mengawasi dan memberikan laporan penapisan ke Badan Geologi (BG), Exploration Project Manager 

(EPM) dan Exploration Site Team (EST); 

e) Mempersiapkan Kerangka Acuan untuk instrumen upaya perlindungan subproyek, memperkirakan 

anggaran dan mengelola pengadaan konsultan upaya perlindungan; 

f) Mengelola persiapan instrumen oleh konsultan, meninjau rancangan instrumen upaya perlindungan dan 

memberikan komentar. Instrumen upaya perlindungan yang jelas untuk proses pengungkapan dan 

persetujuan; 

g) Memimpin konsultasi subproyek, dalam kemitraan dengan para konsultan upaya perlindungan dan 

pemerintah daerah; 

h) Melaksanakan ESMP dan UPL-UKL subproyek, termasuk mengelola pemantauan yang bukan 

merupakan tanggung jawab Kontraktor. 

i) Meninjau Kerangka Acuan untuk TA untuk memasukkan aspek-aspek upaya perlindungan; 

j) Meninjau laporan TA, khususnya Materi Panduan Praktik yang baik (Good Practice Guidance), untuk 

penanganan upaya perlindungan yang tepat; 

k) Meninjau rancangan laporan pra-kelayakan dan Laporan Kesimpulan Kapasitas Sumber Daya dan 

memberikan komentar; 

l) Meninjau rancangan spesifikasi teknis, dokumen penawaran, kontrak Kontraktor yang disiapkan oleh 

EPM/EST dan memberi komentar; 

m) Bertanggung jawab untuk mengembangkan SEP; 

n) Mengawasi pelaksanaan LARAP; 

o) Melaksanakan CDP bersama-sama dengan Tim Safeguard EST; 

p) Mengawasi pelaksanaan Proyek dan meninjau laporan pemantauan terkait dengan pelaksanaan ESMP, 

Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat (Indigenous Peoples Planning Framework - IPPF) (jika 

diperlukan) dan dokumen (Resettlement Policy Framework – RPF). 
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q) Mengaudit laporan pengawasan EST secara berkala, termasuk kunjungan ke lokasi Proyek dan 

mengaudit laporan; 

r) Mengelola GRM, termasuk berkoordinasi dengan GRM dari Kontraktor, kegiatan penanganan keluhan 

EST dan sistem GRM Korporasi PT SMI. Menindaklanjuti dan menyelesaikan kasus insiden, keluhan dan 

ketidaksesuaian; 

s) Memberikan masukan dan rekomendasi upaya perlindungan kepada Kementerian Energi dan Sumber 

Daya Mineral untuk pelelangan prospek panas bumi. Tim harus bersedia menyajikan informasi kepada 

tim yang lebih besar yang mungkin bertentangan dengan penilaian kelayakan teknis dan ekonomi, untuk 

mencegah potensi dampak yang signifikan dari pengembangan panas bumi; 

t) Memberikan pelatihan kepada anggota tim PMU dan EST tentang penerapan instrumen upaya 

perlindungan dan sistem manajemen upaya perlindungan PT SMI; 

u) Menyerahkan laporan upaya perlindungan tiga bulanan kepada Bank Dunia dan pemangku kepentingan 

lainnya. 

v)  Memelihara dan memperbarui dokumen kerangka kerja sesuai kebutuhan. 

Dalam struktur organisasi, terdapat Tenaga Spesialis Lingkungan dan Sosial dalam Unit Pengelolaan Proyek SMI 

(lihat Gambar 6-2) 

 

 

Sumber: (PT SMI (Persero), 2018) 

Gambar 6-2 Unit Pengelolaan Proyek PT SMI 
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6.2.2 Tim Eksplorasi di Lokasi Proyek (EST) 

Pengawasan ketat terhadap kegiatan Kontraktor akan dilakukan oleh Tim Safeguard EST (lihat Gambar 6 3). EST 

akan memiliki staf lingkungan dan staf hubungan masyarakat yang akan memantau dan melaporkan pelaksanaan 

ESMP yang disusun oleh Kontraktor. Staf tersebut juga akan bertanggung jawab untuk membantu pengadaan 

tanah, hubungan masyarakat, penanganan keluhan dan komplain serta melakukan pemantauan lingkungan dan 

sosial. Peran dan tanggung jawab Tim Safeguard EST adalah sebagai berikut: 

a) Pengawasan ESMP yang disusun oleh Kontraktor, rencana pengelolaan kesehatan dan keselamatan 

(Health and Safety Management Plan-HSMP), manajemen kepatuhan, manajemen ketidaksesuaian, dan 

penetapan penalti setiap hari, dengan melapor kepada Tim Safeguard PMU; 

b) Memberikan pelatihan kepada Kontraktor sesuai yang diperlukan mengenai hal-hal teknis mitigasi 

dampak lingkungan dan sosial (misalnya pengendalian sedimen dan erosi); 

c) Memberikan pelatihan teknis kepada Kontraktor tentang GRM, pengelolaan komplain, keterlibatan 

masyarakat dan aspek lain dari mitigasi dampak lingkungan dan sosial bila perlu, atau merekrut konsultan 

untuk melakukan pelatihan; 

d) Mengelola keterlibatan pemangku kepentingan lokal dan hubungan masyarakat, serta menanggapi 

komplain dan keluhan, dan 

e) Pelaksanaan dan pemantauan rencana pengelolaan lingkungan dan sosial (lihat rincian dalam Bagian 4). 

6.2.3 Kontraktor (Sipil dan Pengeboran) 

Peran dan tanggung jawab Kontraktor adalah sebagai berikut: 

a) Kepatuhan sepenuhnya dengan ESMP dan UPL-UKL sepanjang umur kontrak; 

b) Penyediaan Manajer dan Staff Safeguard di lokasi Proyek sepanjang masa Kontrak; 

c) Menyiapkan ESMP dan rencana pengelolaan kesehatan dan keselamatan (HSMP) yang disusun oleh 

Kontraktor secara komprehensif sebelum pekerjaan dimulai; 

d) Melaksanakan ESMP dan HSMP Kontraktor sepanjang umur Kontrak, termasuk keterlibatan masyarakat, 

penghindaran dan pengelolaan dampak, pemantauan, GRM, manajemen insiden, pelatihan, dan tuga-

tugass lainnya; 

e) Membangun, mempertahankan dan membongkar kolam sesuai dengan desain dan spesifikasi yang 

disediakan oleh insinyur yang berkualitas dan berpengalaman. 

f) Mematuhi perundang-undangan Indonesia dan memperoleh seluruh izin yang diperlukan (limbah B3, 

peledakan dan bahan peledak jika digunakan, dan lain-lain). 

g) Memberikan laporan kepada Tim EST. 

Seluruh kontraktor dan staf harus menjalani pelatihan sesuai kebutuhan. Memastikan seluruh staf terlatih dengan 

baik, dan memiliki peralatan pelindung yang sesuai setiap saat.
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Sumber (PT SMI (Persero), 2018) 

Gambar 6-3 Tim Eksplorasi di Lokasi Proyek 
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6.3 Peningkatan Kapasitas dan Pelatihan  

Desain Proyek Waesano, termasuk peningkatan kapasitas untuk upaya perlindungan dalam industri panas bumi 

di Indonesia. PMU akan merekrut staf upaya perlindungan yang akan memberikan peran yang saat ini tidak 

tersedia di PT SMI, termasuk Tim Safeguard EST yang akan memberikan pengawasan upaya perlindungan selama 

kegiatan eksplorasi panas bumi. 

Saat ini, PT SMI memiliki seorang spesialis safeguard bidang lingkungan dan seorang spesialis safeguard bidang 

sosial untuk sepenuhnya mengkoordinasikan semua persyaratan upaya perlindungan bagi PMU, yang 

berkedudukan di Jakarta. Selain spesialis safeguard lingkungan dan sosial, PT SMI mempunyai seorang Penasihat 

Proyek purnawaktu yang ditunjuk selama durasi Proyek untuk melakukan manajemen terhadap hal-hal teknis 

seperti penyiapan Kerangka Acuan, reviu kontrak, reviu dokumen tender, penyusunan laporan, reviu dan 

persetujuan laporan konsultan, serta melakukan konsultasi. 

Staf dan konsultan yang bekerja di Proyek Waesano, termasuk EST, harus ambil bagian dalam acara pelatihan 

ESMF, RPF dan IPPF pada awal pelaksanaan Proyek, untuk memastikan bahwa semua pihak memahami peran 

mereka dan memperoleh keterampilan yang dibutuhkan. Pelatihan ini akan mencakup siklus subproyek dan 

kejadian penting yang berkembang (milestone) untuk antisipasi tugas-tugas tenaga safeguard, pengawasan, 

komunikasi dan pelaporan, penetapan tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan bilamana perlu untuk melengkapi 

kesenjangan dapat melalui perekrutan staf atau konsultan tambahan. Peserta akan meliputi manajer Proyek dan 

staf safeguard PT SMI, EPM, EST, BG, EBKTE dan staf Kementerian Keuangan. 

Sesi pelatihan kerangka kerja akan diadakan setidaknya setiap tahun untuk anggota tim baru, untuk memperbarui 

pemangku kepentingan tentang perubahan eksternal (persyaratan hukum, upaya perlindungan, dan lain-lain), 

untuk berbagi pengalaman operasional, dan untuk mengkomunikasikan revisi yang dilakukan dalam ESMF. 

Pelatihan ini akan diberikan oleh spesialis safeguard Bank Dunia dan/atau konsultan eksternal sebagai langkah 

awal, dengan PT SMI yang menjalankan workshop untuk sesi pelatihan kedua dan selanjutnya. 

Pelatihan upaya perlindungan juga direncanakan sebagai berikut: 

Tabel 6-1 Perencanaan Pelatihan Upaya Perlindungan 

Peningkatan Kapasitas Pendengar/Peserta Pemberi Pelatihan Jangka Waktu Program 

Supervisi konsultan ESIA dan 

LARAP - pelatihan dan 

pendampingan di tempat 

kerja 

Tim Safeguard PMU  Konsultan Ahli PT SMI 

dan/atau Pusat 

Pembelajaran/Tim Safeguard 

Bank Dunia 

Selama umur proyek 

Supervisi Upaya 

Perlindungan Konstruksi, 

termasuk ESMP Kontraktor 

dan pengelolaan 

ketidaksesuaian dan insiden, 

Workshop/ lingkungan belajar 

interaktif 

Tim EST  Konsultan Ahli dan/atau 

Pusat Pembelajaran/Tim 

Safeguard Bank Dunia 

Satu kali sebelum persiapan 

dokumen penawaran 

subproyek pertama. 

Penyusunan dan 

Pelaksanaan ESMP (CEMP) 

oleh Kontraktor  

Kontraktor Konsultan Ahli dan/atau 

Pusat Pembelajaran/Tim 

Safeguard Bank Dunia 

Setelah negosiasi kontrak 

sebelum persiapan ESMP 

oleh Kontraktor dan 

dimulainya pekerjaan 
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Peningkatan Kapasitas Pendengar/Peserta Pemberi Pelatihan Jangka Waktu Program 

pengeboran. Setidaknya satu 

kali per subproyek 

Pelatihan rekayasa teknis 

(technical engineering) 

tentang aspek-aspek 

manajemen upaya 

perlindungan. 

Kontraktor Konsultan Teknik dan/atau 

organisasi pelatihan Industri 

Sebagaimana diharuskan 

selama umur proyek, untuk 

aspek-aspek spesifik 

diidentifikasi melalui ESMP, 

ketidaksesuaian atau insiden. 

Sumber: (PT SMI (Persero), 2016) 

7. Pengelolaan Kontraktor  

Untuk tahap eksplorasi Proyek, undangan untuk tender dan kontrak untuk Kontraktor harus berisi pasal-pasal 

khusus yang mengikat kontraktor dan subkontraktor untuk perlindungan lingkungan, keselamatan karyawan, dan 

kesehatan manusia sejalan dengan ESMP ini. Tim Manajemen Proyek harus meninjau ketentuan kontrak untuk 

persyaratan tersebut sebelum dipublikasikan dan ditandatangani. Hukuman untuk ketidakpatuhan terhadap ESMP 

juga akan ditetapkan dalam kontrak dan ditegakkan dengan ketat.   

Kontraktor harus dapat menunjukkan bahwa mereka memiliki kompetensi untuk mengelola aspek Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (Environmental Health dan Safety - EHS) dan masalah-masalah sosial 

serta memenuhi kriteria seleksi dengan memberikan referensi, rincian pengalaman, kualifikasi dan keterampilan, 

dan informasi tentang kemampuan mereka untuk mengelola masalah-masalah tersebut. Kontraktor juga harus 

dapat menyediakan personil yang telah mengikuti pelatihan EHS dan manajemen sosial. 

Kontraktor yang berhasil harus menyelesaikan penilaian risiko atas pekerjaan mereka untuk mengidentifikasi 

bahaya terkait dengan tugas/kegiatan kontrak dan metode pengendalian atau pencegahannya dalam bentuk 

Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial Kontraktor (CEMP), prosedur dan instruksi kerja serta 

menyerahkannya kepada Tim Manajemen Proyek untuk persetujuan sebelum memulai pekerjaan, termasuk, tetapi 

tidak terbatas pada berikut ini: 

 Rencana Pengelolaan Limbah; 

 Prosedur Pencegahan Tumpahan Minyak dan Kebocoran; 

 Rencana/Prosedur Penanganan Tumpahan; 

 Rencana Pengelolaan Tanah Pucuk; 

 Rencana Pengelolaan Air; 

 Rencana Penanaman Kembali; 

 Rencana Tanggap Darurat (ERP); 

 Rencana Pengelolaan Kendaraan & Lalu Lintas (VTMP); 

 Mekanisme Penanganan Keluhan (GRM); 

 Rencana Pengembangan Masyarakat (CDP); 

 Peraturan Perusahaan, termasuk Tata Perilaku Tenaga Kerja; dan 

 Prosedur K3, termasuk penggunaan APD. 
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Sebagai bagian dari proses akreditasi pemasok, kontraktor dan subkontraktor, mereka akan diminta untuk 

menyerahkan dokumen yang diperlukan guna menunjukkan bahwa operasi mereka sesuai dengan semua 

perundang-undangan lingkungan, tenaga kerja, dan kesehatan. Dengan demikian, PT SMI akan melakukan upaya 

yang diperlukan untuk memastikan bahwa kontraktor dan subkontraktor mematuhi hukum yang berlaku melalui 

pencantuman ketentuan dalam kontrak, pemantauan dan evaluasi. 

8. Persyaratan Pemantauan dan Pelaporan  

Pemantauan rutin harus dilakukan sepanjang siklus umur Proyek. Frekuensi pemantauan akan berbeda untuk 

setiap langkah yang diperlukan; hal ini sebagaimana diajukan dalam Bagian 4 dari ESMP ini.  

Selain menilai kinerja, audit/inspeksi harus menilai keefektifan rencana dan kebijakan lingkungan dan sosial. 

Seluruh temuan audit harus dikaji ulang dan dimana tindakan korektif dianggap perlu, tindakan spesifik (dengan 

tanggung jawab dan waktu yang ditentukan) perlu dikembangkan bertujuan untuk tercapainya penyampaian 

komitmen sosioekonomi guna memungkinkan peningkatan kinerja yang berkelanjutan. 
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